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BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa uniuk melaksanakan kelemtuan Pasal 26 ayst (7)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang scbagnimana tclah beberapa kali diubab terakha
dengan Undang-Undang Nomor & Tehun 2023 tenwang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang peérlu menetapkan Peraturan Daerah  tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah;

behwa untuk mclaksanakan ketentuan pada Pasal 2
Peraturnn Menteri Agraria dan Tata Rusng/Kepola Badan
Pertanahan Nasional Rl Nomor 9 Tehon 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragin Hilir,
Bupati wnjib menctapkan Peraturan Dacrah Eabupaten
Indragiri Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilnyah
Kabupaten Indragin Hilir;

bahwia berdasorkan pertimbangsn sebagaimons  dimaksud
dalam hurul & dan hurafl b, perlu menctapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tats Rusng Wilayah Kabupaten
Indragiri Hilir Tabun 2024-2044.

. Pasal 18 ayat {8} Undang-Undang Dusar Negarm Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat 1l Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Donom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinst Sumatern
Tengah [lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 2754,

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penstaan

Ruang (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia
Nomor A4725| sebagaimana telah diubah dengan Undang
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Pernturnn
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembearan
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undung Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Pemermiahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembmnran Negara
Republik Indonesin Nomor 5587) schagaimans telah diubab
beberapa kali terakhir dengun Undang undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penelapan Peraturan  Pemerintah
Penggantl Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kena mergadi Undang-undang (Lembaran  Negarp
Republik [ndonesia Tehun 2023 Nomor 41, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561

Pernturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentung
Rencany Tata Ruang Wilayah Nasional [Lembaran Negaro
Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambuhan
Lembaran Negara Republik  Indonesin Nomor 4833,
scbagmmana telah divbah dengan Peraturan  Pemerintash
Nomor 13 Tahun 2017 temtang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tashun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Namonal [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negars Republik Indonesia Nomor 604 2);

Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021  tentang
Penyelerggaran Penataan Ruang (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomar 31, Tambahan Lembarnn
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tabun 2021 tentang

Penyeiesaian Ketidaksesusian Tata Ruang, Kewasan Hutan,
lzin, dan / atau Hak Atas Tanah [Lembaran Negam Republik
Indonesia Tabun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6655];

. Pernturan Menteri Agraria dan Tate Ruang/Kepala Badan

Pertanaban Nasional Nomor 9 Tuohun 2034 tentang Rencana
Tata Ruang Wikyah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138);

Peraturan Daerah Provinsi Risu Nomor 10 Tshun 2018

' tentang Rencana Tata Ruang Wilayvah Provins: Biau Tahun

2018-2038 (Lembaran Dacmh Provinsi Riau Tahun 2018
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Risu Nomor
100).

Dengan Persctujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI
RABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIR] HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN INDRAGIR] HILIR TAHUN 20249 - 2044

HBAB |
KETENTLIAN UTMLIM

Pasal |

Dalam Rencana Tata Rusng Wilayah Kabupsten [ndragiri Hilie inl vang
dimnksid dengan ;

1.

Dacrah adalah Kabupaten Indragin Hilir.



10.

11.
12.

4.

15,

[

17

8.

1%

2L

23,

24,

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sehagai unsur penyelernggaman

pemerintahan daersh yang memimpin pelaksansan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan dacrah olonom.
Prowinsi adalah Provinesd Rion.

. Bupati adalah Bupau Indragiri Hilir.
- Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daermh Ksbupaten yang dipimpin

oleh camat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekunsaan pemenntahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Walail Prewiden dan mentent sebagaimans yang dimaksud dalam Undang-
Unding Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Ruang adaiah wadoh yang meliputi Ruang darat, Ruang lwut dan Ruang
udara, termasuk Ruang oi dalam burni sebagai sat kesatuan Wilayah,
tempal manusia dan mokhluk lain hidup, melabukan kegiatun, dan
menmelihurs kelangsungan hidupaya

Tatn Ruang adalah wujud Struldur Ruang dun Pola Ruang,

Struktur Ruesng sdaleh susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
Jarmgun prasarana dan sarana yang berfungsi scbagai pendukung kegiatan
sirsial ckonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Rusng dalam sustu Wilayah vang
meliput peruntulkan Ruang untuk fungm lindung dan peruntukan Rusng
uniuk fungsi budi daya.

Rencano Tata Ruang vang selanjutnyn disingkat RTR adalah  hasi
Perercanaan Tawm Ruang.

Wilayah adalah Ruang yane merupaksan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang bates dan sistemnya ditentuban berdasarkan aspek
admnistratif danfatau aspek fungsional,

Rencann Tata Ruang Wilayah yang selanjutnys disingkat RTRW adelih has)
Ferencanann Tata Rusng pads Wilayah vang merupakan kesatuan geografis
beserta segrmap unsur terkait yang batas dan sistemnya  ditentukan
berdesarkan aspek adrministratif.

Penataan Ruang adaloh sustu sistemn proses Perencanaan Taita Ruang,
Penyelenggaraan Penatasn Ruang adaleh  kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinun, pelaksanaan, dan pengawasan Perstaan Ruang,
Fengniuran Penatgan Ruang adalah upays pembentukan landasin hukum
bagi Pemenintah Pusat, Permenniah Dacrah, dan Masvarakat.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upsya untuk meningkatkan kinerja
Penataan Roang yang disclenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Deernh, dan Masyarakat dalam Penataan Kuang.

Prlaksanaan Penatasn Ruang adalah upaye pencapaian tujusn Prostsan
Ruang melalul pelaksanaan Perencanaan Tats Ruang, Pemanfaatan Ruang,
dan Pengendalian Pemanfaaten Rusng,

Perencanasn Tata Ruang adulah suaty proses untuk menentukan Struktur
Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR
Pemanbiatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Strukiur Ruang don
Pola Ruang sesuai dengan RTR mclalui penyusunan dan pelaksanasn
program besertn pernbiayiannvi.

Pengendalian Pemanfastan Ruang adakah upaya untuk mewujudksn tertib
Tatis Rusing:

Pengawasan Penataan Ruang adalab upayn agnr Penyelengganan Perutann
Ruang dapat divijudkan sesunl dengan keteniuan pernturan perundang-
undaigan,

Kawnssn Stratems Kabupaten adalah Wilayah vang penatsan ruangnve
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/stau lingkungan.

- Rnwpnan adalnh Wiloyah yang memiliki fungsl utams lindung atau budi

el



25 Kawasan Lindung adalah Wilavah yang ditetapkan dengan lungsi utams
melndung kelestanan lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan,

2. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yvang ditetapkan denpgan fungsi utamn
untuk dibudidayaksan atas desar kondisi dan potensi sumber daya alam.
sumber diva manusia, dan sumber daya buatan.

27 Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunval kegiatan utima bulkan
pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebaga) tempal pefmukaman
perkotaan, pemusatan dan distnibusi pelavanan jasa  pemermitahan,
pelayunan sosial, dan kegatan ekonomi

268 Kawasan Perdesasn adalah Wilayvah yang mempunyal kegiatan utsma
perianian, termasiik pengelolaan sumber daya @lam dengan susunan fungs:
Kanwasan schagni tempat pormukiman  podesaan, pelaynnon  jasa
pemerintahan, pelavanan sosial, dan kegatan slkeonomi

24 Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompolk
yang pehiggunsanmys lebih beraifnt terbuka, tempat tumbah tanaman, baik
yang tumbuh sccars alamish maupun yang sengaja dilanam, dengen
mempertimbangkan aspek fungsi ekologls, resapan air, ckonom, sosial
budaya, dan estetika,

30 Kawasan Pertanian Pangen Berkelnnjutan adaleh Wilsysh budi  days
peranian terutame pada Wilavah perdesann yang memilikl hamparan lohan
pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan
perianian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnyn dengan fungs
utama untuk mendukung kemandinan, ketabanen, dan kedaulatan pangan
nasional,

31, Pusal Kegintan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yung berfungsi
untuk melayant kegiatan skala Provinal atau bebernspa kabupaten / kot

32 Pusal Kegailan Lokal (PEL) adalah Kawasan Perkotsan yang berfungs antuk
melayan kegiatan slain Eahul:ﬂten atou beberaps Kecamatan,

33, Pusnt Pelayannn Kawasan adalah pusat pormukiman yong berfungs untuk
melavant kegintan skals Ketamsatan,

3. Pusal Polavanan Lingkungan adalah pusal permuboman yang berfungs:
untuk melayani kegiatan skala antardesa.

A5 Rencana Detall Tals Ruang yang sclanjutnya  disingkat RIDTR  adalah
FENCANA secara lerpering lentang Tata Rupng Wilayah Kabupaten vang
dilengkapt dengan peraturan zonasi Kabupaten.

36. Jalan Arteny Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna
antarpusal kegiatan nasional atan antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegintan Wilayah,

37.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yvang menghubungkan secarn bordaye
Euni antarn pusat kegiatan nasional dengan pusat Wegintan lokgl,
antarpusal kegintan Wilayah, atau antira pusal kegiatan Wilayah dengan
pusai kegintn lokal

A8 . lalin Lokal Pramer adalah jalan vang menghubunglkan secara berdava guna
pusat kegintan nazionnl dengon pusat kegintan lingkungan, puaat kegiatan
Wilaynh dengan pusat kogiatan linglungan, antarpusat kegiatan lokal, atau
pusal kogintan lokal dengan pusal kegiatan lingkungan, serin antarpusat
kegiatan lingkungan.

39, Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungken Kowasan
sokunder kesatu dengan perumahan, Kawasan selkunder kedua dengan
perumahan, Kewnsan sckunder ketign dan  seterusnya sampai ke
porumabinn.

40U, Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antanpusat
kegntan di dalam Kawassn Perdesaan dan jalan di dalam |Imgkungan

41 Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil
dalam Kawosan Perkotann.

42, Jalan Tol adalah jslan umum yang meru pakan bagian siatemmn janngan jalan
dan sebagil jalan nasional yang pengpunanya diwajibkan membayar tal



43, Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungs
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melayani kendarsun penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan
angkutan perdesasn (ADES).

Jembaitan adislah jalan yang terletak di atas parmukann g dan fateu di atos
permukaan tanah,

Jaringan Jalur Kereta Ap: Antarkots adalah jalur kereta api antarkota vang
melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayam perpindahan oring
dan / atau barang.

Alur-Pelaynrun Kelas | adalah perairan yang dari seg kedalaman, lebar, dan
bebss hambatan pelayoaran minnya dienggap aman dan selamar unmk
dilayari di bawsah kewenangan Pemenntah Pusat.

Alur-Pelavaran Kelss [1 adalah perairan yang dari seg kedalaman, lebar, dan
bebas hambatan pelayamn kinnya disnggap aman dan sclamal untuk
dilayar di bawah kewenangan Provins,

Alur-Pelavaran Eclas 11l sdalah perairan yang dari segl kedalaman, lebar,
dan bebas hambsisn polaysan lainoya dianggap aman dan sclamat uniuk
dilayar di bawah kewenangan kebupaten/ kota.

Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah suats alur peraran di sungai
dan/atau  danau yang ditetapkan sebagai Tmtas penyeberangin
antarprovinsi yang menghubungkan snturgarngsn jalan nasional dan
antariarngan jaiur keretn apl anlarprovins.

Lintns Penveherangun dalam Kabupaten adalah suatu alur perairan di
sungni dan/atas danou yong ditetapkan sebagal intas penyebernngon
dalam Kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan
dan/atau jarmgan jalur kereta apl dalam Kabupaten.

Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah  pelabuban  yang
digunakin untuk melayani anglutean sungal atau danau yang terletak di
sungni atau dansuy vang bersifat pengumpul.

Pelabuhan Surgai dan Denau  Pengumpan  adalab  pelabuhan yang
digunakan untuk melayani angkutan sungal atau danau yang terletak di
sunpal atau danau yang bermifal pengumpan.

Pelubuhan Penyeberungan Kelus I adalah pelabuhnn yang digunakan untuk
kegmatan angkutan penvebernngan kelas 11

Pelabuhan Penyveberangan Kelas [l adalah Pelabuhan yang digunakan
untuk kegiatan angkutan peryeberangan kelas (1L

Pelabuhan Pengumpul adelah pelabuhon yang fungs pokoknys melayani
kegiatan anghkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan lait dalam negeri
dalam jumlah menengah, don sebogal fempat asal TUjusn peOUmPaTE
dan/atain barang, serta angkutan penyeberangan dengun janghiuan
pelayanan anlarprovinal.

Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungs: pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negen, alih muat angkutan lant
dalum negeri dalam  jumlah terbatas, merupakan pengumpan  hamp
pelabuhan utona dan Pelabuhan Pengumpul, dan sehagal tempat asal
ljuan penumpang danfatau barang, scria angkutan penveberangan
dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten [kota dilam Provinsi
Pelabuhen Pengumpan Lokal adalah pelabubhan yang fungsi pokoknya
meluvani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih mual angkutan laut
dulom  pegeri dalam  jumlah  terbatas, merupakan pengumpan - bag
pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempal asal
mijusn penumpany dan/atau barang, serta angkutan penveberangan
dengan jangkauvan pelayanan dalam kabupaten/kota

Terminal Khusus adalah termingl vang terletak di luar dacrah hngkungan
keria dan dserah lingkungan kepentingan pelabuhan yeng merupakan
bagian dor pelshuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendinl sesual
dengan usaha pokoknyna.
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Pangicalan Pendaratan lkan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan
perairan i sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagal tempat kegiatan
pemerintaban dan kegintan sistem bisnis perikanan vang digunskan sebegai
tempal kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar must ikan
yang dilengkapi dengan fasilitas kesclamatan pelayaran dan  kegistan
penunjang perikanan keias 0.
Bandor Udar Pengumpan adalah bandar udara yang mempunvai cakupan
pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terlsitas.
Handar Udara Khusus adalah bandar udars yvang hanva digunskan untuk
melayan kepentingnn sendirl untuk menunjang keglatan usaha pokoknyva
Jaringnn vang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produks:-
Tempat! Penyimpanan adalah  jaringan  yang menyvalurkan  seluruh
kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukasn tanah atau di bawah
permukasn tanah der Bailims prodokel tempat penyimpanan, termasuk
jannignn ppa/ kibel bawsh lsad.
Pembangkit Listrik Termgn Uap (PLTU) adalah pembangkit listrik vang
moemanlinstkan tenaga uap.
Pembanghkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD| adalah pembangkil fistrik vang
memaniantkon tenaga diesel,
Saluran Udars Tegangan Eksira Tingg (SUTET) sdalah salurmn teruga istrik
yang menggunakan kawat telanjang (kondulior] di udore berteguangan
nonunal di atas 230 kY.
Salumn Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga hstik yang
menggunakan kawat telanjang (konduktor] di udars bertegangan numinal
45 kY sampai dengan 230 kV.
Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
Jannmin Tetap adalah sty kesatumn  penvelenpgpnramn  jaringan
telekomunikasi untuk leyanan telekomunikasi tetap. termasub pipa /leabel
bawah Laat telelenmumikeasi
Jarngen Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayoni telekomumn iasi
bergerik dengun teknologi seluler di permukasn bumi_
Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dar jaringan iripasi vang terdic: atas
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran  pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnva
Jarnngen Ingast Sckunder adalah bagian dan jaringan irigasi vang terdini
atas snluran sekunder, saluran pembuangannyva, bangunan bagl, bangunan
Iﬂ.m: -sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnyva.
Jaringin Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambst
wiktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir,
Bangunan Pengendabiun Banjir ndaiah bangunan yang dapst memperlambat
waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
Umnit Air Baku adalah samnan pengambilan dan/atau penyedin air halo
termasik pipa [ kabel bawsh Aot air minum.
Unit Produksi adalah infrastrukiur yvang dapal digumakan untuk proses
pengolahan air baku menjadi air minum mealul proses fEsika, kimia,
dan [atniu biclogl, termasauk pipa/ kabel bawah laut nir minum,
Umnit Dastmbusi adalah sarsna pengaliran air minum darm  bangunan
penampurigan sampeai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air
i L.
Sumur Dangkal adalah samna untuk menyadap dan mennmipung sr tanmh
yang digunnknn sebagni sumber mir baku untulk air minum.
Sumur Pompa adalash sarana berupa sumur yvang bermuuan untuk
mendapatkan air baku untuk air minum vang dibuat dengan mengebor
anah pade kedalaman tertentu.
Rk Prnampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan
schagal air baku.
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Sistern Pengelolsan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3] adalah
: yang meliputi  pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,

penganglutan, pemanfaatan, pengolaban, dan /atau penimbunan,

Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah Sotu kesatuan sarana dan prosamng

pengelolasn hmbah B3,

Tempatl Peoampungan Sementara [TPS) adalah tempst sebelum sampah

disnigkut ke tempat pendaur uJlang, pengolahan, dan/atau  tempat

pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pemrosesan Akhir [TPA) adalah tempat memproses dan

mengen balikan sampah ke media lingkungan.

- Jalur Evakussi Bencans adaloh arah yang ditempuh untuk pengungsian

atau pemindahan penduduk dari daersh yang t=rkeng dampak bencana
Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegistan
memindahkan korban bencana dari lokasi beneana ke tempat vang amsan
atau penampungan pertioma untuk mendapatkan tindakan penangsnan
lebih lanjul.

Jaringun  Drainass Primer sdalab  jaringan untuk  menampung  duan
mengalirkan air lkebih dand saluran drinese selkunder dan menyulurkan ke
Badan Air penerima.

Janngon Drainase Sckunder adalah jaringan untuk menampung wir dar
saluran drainose tersier dan membuang air tersebul ke jarngan drainase
primer.

Jarngan Drainase Tersier adalah mringan untuk menernima air dan saluran
penangkap dan menyalurkannya ko jarnngan drainase sekunder.

Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung,
woduk, dan sebagairvi.

Kawasian Hutan Lindung adalah Kowasan hutan yang mempunysi funpsi
pokok sehagal perfindungan sistem penvanggs kehidupan untuk mengsiur
tala wir, menecegah banjir, mengendalikan erosl, menicegah Intrusi air kst
dan memelihara kesuburan tanah,

Hawuman Lindung Gambut adalah Kawesean yang merupoakan bagian dari
Kawasan Lindung vang mempunyel fungsl utama perlindungan dan
keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, den pelestarian
keanckarugaman hayabi.

Taman Nasiorml adalah Kewnsan pelestarian alam yang mempunyai
ckosistem asli, dikeloln dengan sistern 2onaai yang dimanfaatkan untuk
tujuan peoelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya,
panwisata, dan rekreasi. _

Kawasan Ekosisiem Mangrove adalah Kawasan/Wiayah yang menapakan
kesatuan antara komunites vegetasi mangrove berasosiasi dengan [auna
dan mikro organisme schinggs dapal tumbuh dan berkembang pada daerah
Bepunjung puntai terutamn di dacroh pasang surut, laguna, muarn sungsi
yang ferlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasic dalam
membentuk kessimbangoan linpkungan hidup vang berlkeelanjutan

Kawasan Hutan Produksl Terbates adalah Kawasan hutan dengan fakuor
fakctor kelas lereng, jomis tanah, dan intensitas bujan setelah masing masing
dikalikun dengan angha penimbang mempunyal jumlah nilal nntara 125
(seratus dua puluh fima) sampai dengan 174 {seratus ijuh puluh empat) di
luar Kowasan Huten Lindung, hutan suaks alam, hutan pelestarian alsm,
dan taman buru.

Rowansan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan biutan dengan (aktor - fakior
kelan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah musing masing
dikallkan dengan angha penimbang mempunyai umlah nitai di bawah 125
[seratus dua pulub limal di lsar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka
alam, hutan pelestarian alam, dan taman bura,

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan hutan
produks yang tdak produkiifl dan produktif vang secara Ruang dapat
dicudangkan untuk pembangunnan di luar kegintan kehutanan stau dapat
dijsdilean lihan penggantl twkar menukar Kawasan hutan,
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Holding Zone adaluh ketentuan tambahan pada peta rencana Poln Ruang
berupa delineass areal pada Kawasan hutan yang diusulkan perubshan
peruntukan dan/stau fungsi Kewasan menjadi Kawnsan peruniukan kin
Kawnsan Tenaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, raws
pasang surul dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi sertn lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tenaman pangan.
Kawasan Perkebunan sdalah Kawasan yang memiliki potensi untuk
dimanfantkan dan dikembangkan baik pada (ehan basah dan atau lahan
kerning untuk komoditas percebumn.

Kawasan Perikanan HBudi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan
fungs: utema untuk budi daya kan atas dassr potenst sumber days alam,
samber daya menusia, desn kondisi lmgkungan serta kondisi prasarans
RAFAMA LITILLTY Y aﬂu

Kawasan Peruntubons Industn adalsh bentangan lahan vang diperuntukkan
bagp kepuotun Incdustri berdasarkan RTRW yvang ditctapkar scsuai demgan
ketentuan persturan perundang-undangan.

- Kawosnn Pariwisatn adelah Kownsan yang memiliki fungsi utama pariwisets

atnu memiliki porensi untuk pengembangan pariwisatn baik alum, buatan,
maupun budaya.

Kawnsan Permukimnman Periotann adalah baginn dari lingleungan hadup di
luar Kawasan Lindung yang berfungsi schapgai lingkungan tempat tnggal
atau  Imgkungan hunian dan fempat kegiatan vang mendukung
perikchidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

Kawnsan Permukiman Perdesaan adalah bagian dan lingkungan hidup o
luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tingenl
atan  Imgkungan  hunian  dan  tempat  kegiatan  yang  mendulaang
perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan,

Kawisan Transportas: adslah  Kawssan yang dikembangkan untuk
menampung fungss transportasi skals rcgional dalam upava untuk
mendukung kebijakan pengembangan sistem tmnsportasi yang tertuang di
dalam RTR yang mehputi transportasi darat, udara, dan laut

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan
untuk menjamin kegiatan don pengembangan bidang pertohanan dan
keamanan sepertl instalus pertahanan dean keanmanan, termasuk (empat
latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya,

Kescsusian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesumian anlars rencana kepatan Pemanfastan RBuang dengan
RTR

Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian anbiarn
rencann kegiatan Pemanfantan Ruang dengan RDTR.

Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyvatakan kesesuainn antara
rencina kegiatan Pernanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR
Rekomendasi KKPR adalah dolkumen yang menyatakan kesesnnian rencanis
keglatan Pemanfastan Puang yang didasarkan pada kebijakan nasional vang
bersifat strutegis dan belum diatur dolam RTR dengan memperumbangkan
asas dan hujuan Penyelonggaraan Penataan Ruang.

Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

Masvarakal adalah orang perseorangan. kelompok Orang tormasuk
Masyarakat huokom adat, korporasl, dan/atau Pemangku Kepentmgan
mompemernntah lmin dailam Penyelenggarnan Penataan Ruang,

Pemanglku Kepentingan adalanh Omng atou pihak vang memiliki kepentingen
dalum Penyelengguraan Penatisan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pemwrintah  Dacrah  Provinsi, Pemenntah  Daerah  Kabopaten, dan

Masyarakat ) A
Peran Masyvarakat sdalah partisipasi aktil Masvarakat dalam Perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfantan Ruang.



115, Forum Penataan Rueng adalah wadah di tngkat pusal dan dacrah yang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daersh

dengian memberikan  pertimbangan  dalam  Penyelenggaman  Proataan
Ruang,

2AB 1
RUANG LINGRUP

Bagnan Kesatu
Umum
Pasal 2

1 lingkup RTRW Kabupaten Indragini Hilir melipuni:
. Ruang lingkup Wilayah perencanaan;
b. Rumng lingkup materi

]

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

11} Ruang hingkup Wilaynh perencanann scbagaimana dimaksud dalarm Pasa)
2 hurufl a RTEW Kabupsicn merupskan seburuh Wilnysh  acdmimnistresi
Kabupaten seluas lebih kurnng 1 352.272 (satu jula tga mtus lima puluh
dus ribu dua ratus twjuh puluh dua) hektare vang terletak di antara
;nz'dlnat 1027 33" - 103" 48 BT dan 0" 32° Lintang Utara - 1" 7' Lintang

clatan.

(2] Batas Wilayah perencandan RTRW Kabupaten meliputi:

a. scbelah utarn berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan,

b. sebelah selatan berbalasan dengan Kabupaten Targung Jabung Barat
dan Kebupaten Tebo Provins Jambi:

©. webelah barat berhatasan dengan Kabupaten Indragin Hulu; dan

d. scbelsh timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten
Lingga Provinsi Kepulaan Rian.

13} Lingkup Wilsyah perencanaan RTREW Kabupaten sebagaimana dirmaksud
poda ayat (1) meliputi:

Kecamatan Batang Tunka;

Kecamntan Concong;

Recamatan Enok;

Kecamatan Gaung,

Kecamatan Gaung Anak Serka;

kecamatan Kateman,

Kecamatan Kempans;

Kecamatnn Kemuning

Kecamatan Keritang,

Kecamatan Kuals Indragiri;

Kecameatan Mandah;

Kecamatan Pelangiran:

kecamatan Pulau Honung:

Kecarmatan RBeteh,

Kecamatan Sungu Batang;

Recamatan Tanah Merah;

kecamatan Teluk Belengloong:

Kecamutan Tembilnbun,

Kecamninn Tembilohan Hulu; dan

Kecamntan Tempuling.

grETeTESARD op
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Bagian Ketiga
Ruang Lngkup

Pasal 4

Ruang hngkup materi RTRW Kabupsaten scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
hurul b terdicd atas:

tujuan, kebijakan dan strategi Penalasan Roang Wilayah Kebupaten
rencana Btruktur Ruang Wilayah Kabupaten;

rencana Pole Ruang Wilayvah Kabupaten;

Kawasnn Stratogs Kabupaten,

arahan Permanfantan Ruang Wilayah Kabupsten: dan

ketentunn Pengendalion Pemanfantan Runng Wilayah Kabupaten

anpcmn

L}

™"

HAB 1
TILJUAN, KEBLIAKAN DAN STRATEG!
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Keaatu
Tujusn Penataan Ruang Wilayah Kabupsten

Pagal 5

Penatoan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaton sebagm
senire ungEulan sektor perwanisn dan perikanan yang didukung oleh sekior
industri dengan memperhatikan  kelesturian  sumber daya  alem  dan
pembangunan yang berkelanjutian.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten
Paaal 6

{1} Untuk mewujudkan (ujuan Penatoan Ruang Wilayah Kabupaten
sehagnimans dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebyjakan Penatann Ruang
Wilayah Kubupaten.

(2] Kebijakan Penataan Rusng Wilayah Kebupsiten sebagaimana dimiaksod
pada ayal ([] terdin ates:

i kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilaysh Kabupaten:
b,  kebijakan pengembangan Pola Ruong Wilayah Kabupaten, dan
c. hkebijmkan pengembangan Knwssan Strategis Kabupaten,

{3 Kebijpkan pengembangan Struktur  Ruang Wilayah Kabupaten

sebagaimana dimaksod padoe ayat (2) hurul & meliputi:
#.  pengembangion  sistem pussl  permukiman  eecuara | Kompeehensil
dengan memperhatikan Karaiteristid sosial dan kearifan lokal; dan
b, pegembangen sistem jerngan prasarmana untuk  meningkatkan
buhan rkonomi dan interaksi antar W

(4] Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b terdin atax:

. Mehijnkan pengembangan Kawasan Lindung; dan
b kebijukan pengembangan Kawasan Budi Daya

(5) Kebijakan pengembanpan Kawassn Lindung sebagnimens dimaksud pads
myat (4] hurof & yaitu pelestarian Kewasan Lindung untuk meningkatkan
kualitas inglhuangan hidup dan pengurangan risiko bencana.

6 Kcbijnkan pengembangan Kawasan Budi Daya schagaimana dimaksod
parctin myat (4) huruf b yaitu pengelolnan Kewansan Budi Daya sccamn cfisien,
scimbang, dan berwawasan lingkungan untuk pengembangan ckonomi
Wilayah yang bertmsis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah,
dan keunggulan lokasl.

{71 Kebimkan pengembzngan Kowasan Strategis Kebupalen se
dimaksud pada ayal (4] hurul © yatu pengembangan Kawasan Strategis
Katupaten dar asudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
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Bagian Kelign
Straleyn Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

Untuk mewujudkan kebinkan Penatann Ruang Wilayah Kabupaten
schagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun straicgl Penataan Ruang
Wilayah Kabupaten.

Strategl pengembangan sistemn pusat permukiman secars komprehensif

dengin  memperhatikan  karakierstik  sosial  dan kearfan  lokal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (3) huruf a mehiputi:

n. mengrmbangkan Kawasun Perkotann dan Kawasin Perdesann baru di
Wiliyah Kabupater; dan

b, mengembangkan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesasn secamn
elektif, sinergis, dan terpadu agar lebih kompetitif melalui aleses sungai

Strategl pengembangan sistem jaringan prasarana uniuk meningkatkesn

pertumbuhan  ekonomi  dan  interaksi antar Wilayah sehagsimana

dimaksiid dalam Pasal & ayat (3) hural b meliput:

u. mengembangkan siatem jaringan prasarana secarn menyelurub dan
terpadu; dan

b mengembangkan sistem  jaringan  prasarana  lkannys  dalam
memnghatkan pertumbuhan ckonomi yang berkelanjuan.

Strategi  pelostarian Kawasan  Lindung untuk meninghatkan  Kuslitas

imgicunpgun hidup dan pengurangun rigiko bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) meliputl

i mengelola Badan Awrr untuk melestarikan sumber air dan sislem
cadangian air; dan

b. menjaga dan mempertahankan Kawasan Lindung,

Strategi pengeloinan Kawasan Budi Dayn sccars cfisien, seimbang, dan

berwawasan lingkungan untuk pengembangan ekomomi Wilayah vang

berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah, den
keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayai (6] meliputl

a  menetapkun Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam upava
mengendalikan alih fungs) lahan sawah;

b. mengembangkan Kawasan Perikanan Budi Daya;

o mengembangkan Kawasan Perunmuikon tracl wmtri dengan
mengendaliknn, mengawasi, dan merertibkan proses  pengcholaan
limbeh industri.

4. mengembangkan Kawasan Pariwisatn yang scsuaid dengan potensi
Wiliyah dan mempertimbanghan kesrifun lokal,

e mengendalikan  perkembangan Kawasan permukiman < Kawnsan
rawin bencana dan mengarahkean Kawasan permukiman di luar
Kawnsan rawnan bencana

. menyediakan pemenuhan kebutuban Ruang Terbuke Hijsu pada
Kawasan Perkotaan paling sedildt seluas 30% (tiga puluh persen) dari
luss Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua pulub persen) Ruang
Terbuka Hijau publile don 109 (sepulub perses) Ruang Terbuka Hyau
privat;

g mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi
iotal luas lebih besar dard 30% (tiga puluh persen);

h. mengembangkan  Kawasan  Transportasi  dalam  mendulong
aksesibilitas Wilaynh; dan

1. mempertahankan Kowasan Pertabansn dan  Keamanan  dengan
menjags aset perinhanan dan keamanan.

Swrategi  pengembangan Hawasan Straiegis Kabupatern  dan sudut

kepentingan pertumbuhan ckonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal & ayat (7] meliputs:

.  mengembangkan Kawasan Strategis Agromdustn;

b, memgembangkan Kawasan Strategis Minapolitan:
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. mengembangkan Kawasan Strategis Perwisata; dan
d. mengembangkan Kawasan Strategs Pusal Pemenintahan Kabupaten.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagion Kesatua

Limuam
Pasal B

Rencana Struktur Ruang Wilsyah Kabupaten werdif aras:

. sistem pusal permubiman; dan

b, sistem |aringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang Witayah Kabupaten sehagnimana dimaksud pada
ayat (1) dituvanglan dalam peta dengan tingkat ketelitan skals 1:50 000
schagammana tercontum dalam Lamgiran | yang merupakan bagian yang
tidake terpisahkan dari Peratumin Daerah ind.

Bagian Keduse
Bistem Pusal Permukiman

Pasul 9

Sintem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 8 avat (1)
huraf a terdiri atas:
B pusal Kegatan Wilayah [PEW];
b, pusal Keglatun Lokal (PEL|; dan
£, pusat-pusat lain.
Pusal Kegintan Wilayah (PEW] sebagiimana dimaksud pads ayst (1) hurof
a berupa Kawasan Perkotaan Tembilahan yvang berada di:
& kecamatan Tembilehan: dan
b, kecamatan Tembilahan Hulu,
Munnt kegiatan Lokal (PRL| schagaimana dimaksid pada ayat (1) humal b
meliputi:
i kawasan Perkotaan Kuala Enck yang berada di:
I. Kecmmatin Sungal Batang; dan
2. Kecamatan Tanah Merah.
b. kawnsan Periotann Pulvg Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan
¢, kawasan Perkotaan Sungai Gurtung vang berada di Kecamuatan
Kifemain.
Pusat-pusat lain sehagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ terdinr atas:
a pusat Pelayanan Kawasan, dan
b, pusat Pelaynnan Linghungan.
FI.'IHII-ill Pelayanan Kawasan sebagaimans dimaksud pade ayat (4) huml a
meliput: :
g kawasan Perkotnan Enok vang berada di Kecamatan Enok;
b, kawnsan Perkotaan Harapan Tani yang berada da;
1. Kecamatan Enok; dan
2. Kecamatnn Kempas.
kawasan Perkowman Khairiah Mandah yang beruda di Kecamatan
Muandah;
knwasan Perkotaan Kots Baru yang bersds di Kecamatan Keritang;
kawasan Perkotaan Selensen vang berada di Kecamatan Kemuning, dan
kawnsan Perkotasan Teluk Pinang yang berada di Kecamatan Guung
Anak Serka.
Pusatl Pelavanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pads ayat (4) huruf b
melipan ©
kawasan Perdesaan Batang Tumu yang berada di Kecamatan Mandah,
kiawasan Perdesaan Bakau Acch vang berada di Kecamatan Mandah;
kawasan Perdesann Bekawan yang berada di Kecamatan Mandah;
kawnsan Perdesann Beloras vang berada di Keenmatan Mandab;

in
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e. kawssan Perdesaan Kuala Lahang yong berads di Kecamatan Geung,
[ kawssan Pordesaan Sapsat vang beragda oi Kecamatan Kuela Indragin,
dan
g kawnsan Perdesann Sungai Bela vang beradn di Kecamatan Kuala
Indragiri.
Sistem  pusai permukiman sebagaimana dimaksud pads avat (1)
dituangkan dalam pein sebagaimana tercantum dalnm Lampmran [l vang
merupakan bagen yang tidak terpsabkan dar Peratarmsn Deomb i
Ketentuan lelnh lonjul mengenas Pusat Keglatan Wilayah (PKW), Pusa:
Kegiatan Lokal (PEL), dan Pusat Pelayanan Kowasan sebaguimann
dimoksud pada ayat (2), avut {3, dan ayal (5) diatur lebih lanjut denguan
RDTR yang ditctapkan dengan Peroturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sitem Jaringan Prasarana
Paragraf |
Urmitam,
Pasal 10

Histem jaringan prasarana sebagumana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1] huruf
b terdin atas:

ranETE

sisfem rmgan ransportasi;

sistern jaringan energi

sistem jarmgan telekomunikasi;
sistem jarngan sumber dayn air;, dan
sistem @aringnn prasarann ninnyon.

Paragraf 2
Sistem Janngan Transportas]
Pasal 11

{1} Sistem jaringan transportas: sebagaimans dimaksud dalam Pasal 10 huruf

a terdiri atas:;

0. Sistem juringan jalan;
b. sisiem jaringan keretn api;

€. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;

d. sistem jaringan transportasi laut; dan

o. bandar udarn umum dan bandar udara khusus,

Sistern jaringan  teansportusl  sebagomann  dimaksod  pada svar (1)
dituangkan dalam peta sebagsimena tercanium dalam Lampiran (Il yang
merupakan bagian vang tdak terpsahkan darl Peraturan Dacsrah in.

Pasal 12
Sistemn janngan jalan scbagaimana dimaksod dalam Pasal 11 ayvat (1) huruf a
terdir atas:
a.  jalan vrmoam;
b, Jalan Tol;
¢. lerminal penumpang: dan
d. Jembatan

Passl |3

Jalan umum scbagaimana dimaksad dalam Pasal 12 huruf & terdin atas:
a. jalan arten;

b jalan kolebtor:

e, jalan loknal; dan

d. jalan hngleungan.
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Jalan arien uhﬂyunam dimaksud pada avat (1) hurul a berupa Jalan
Artert Primer meliputi

Jalan TE‘I.IIH,II. Huufﬂnhurud]n Yusuf [Tuu:hilujmnh

Rumbal Jaya - Bagan Jaya;

Rumbal Jays - Tempuling;

Sei Akar - 1 Jaya;

Siberida - Batas Provinsi Jambi: dan

Tempuling - Temnbalahan.

Jalan kelektor se baguimana dimaksud pada ayar (1) buruf b berupa Jalun
Kolektor Primer meliputi:

Bagan Jaya - Kuaka Enok;

Enck - Batas Jumbi;

Kuals Cinalu [Batas Inhil) - Rumbai Jaya:

Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiembang - Mumpa;

Sebekek - Guntung;

Hei. Ara - Harapan Tani,

Heb Luar - Teluk Pinang - Kuala Gaung

Helensen ~ Kota Baru - Bagnn Jayn;

Simpang Kuala Snka - Khairinh Mandah;

Humpang Kuals Sakn - Teluk Lanjut - 8« Cuntung:

. Tembilahan - Enok; dan

Tembilahan - Simpang Kuale Saks.

J.an:l lokal schagaimana dimaksud pada st (1) hurof ¢ terdin atas

8. Jalan Lokal Primer; dan

b, Jalan Lokal Sekunder.

Jalan lingleungan sebagnimnns dimnksud pada ayat (1) huruf 4 terdin atos:
0. <Jalen Lingkungan Primer; dan

b Jalan Lingkungan Sekunder.

Jalan lokal dan jalan ingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
I5) berada di seluruh Kecamatan dan tercantum dalam Lampiran IV yang
merupekan bagan yang tedak torpisahkan dan Peraturan Daerah ni.

Pasal 14

moAaRn B

mEermre o on

Jalan Tol sebagnimana dimakesud dalom Pasal 12 huraf b yaitu Jambi - Rengit.

Pasal 15

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf © berupa
Termunal Penumpang Tipe © yaitu Terminal Laksamana Indragin Tembilahan
yang bernda di Kecamatan Tembilahoan Hubo.

Pasal 16

Jembaten scbagaimana dimaksud dalaom Pasal 12 huraf d bernda di seluruh
kecamstean,

(1]
(<]

(&

{1

Pasal 17

Ristem jaringan keretn np schbagaimana dimaksod dalam Pasal 11 ayet {1)
huruf b beripa jaringan jlur kerota api.

Jaringan jalur kercln api sebagaimana dimaksud pada ayvet (1) berupa
Jaringan jslur keretn api umum,

daringan jalur kercta api umum sebagaimana dimaksud pada avar (2)
berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkots yaitu Rengut - Jumbi.

Pasal 18

Bislem janngan =sungai, danau, dan penyeberangan  schagairena
dimnkusod dalam Pusal 11 ayat (1) huruf ¢ terdin atas:

n, alur-pelayaran sungal dan alur-pelavaran danau,

b Lintas Penyeberangan Anlerprovinsi;
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€. Linths Penveberangin dalam Kabupsaiten,

d pelabuhan sungal dan danau; dan

c. pelabuban penyeberangan,

Alur-pelayaran sungsi dan alur-pelayaran danau sebagaimans dimalesud

pada ayat (1) huruf & werdi atas:

@ Alur-Peldyaran Kelas |;

b Alur-Pelayaran Kelas [[; dan

o Alur-Pelayaran Kelas ITT,

..;I‘Hur ‘Pelayaran kelas | sebagaimana dimaksod pada ayat (2) hurul 0 berada
I

a. Kecamatan Concong; dan

b Kecaomatan Kuala Indragin

Alur-Pelayaran Kelas 1l sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurufl b

berada di:

a. Kecpmatan Kempas:

b. Kecumatan Kuala Indragiri;

e Kecarmaban Tembilahan

d, Kecamatan Tembilahan Hulu; dan

e. Kecamatan Tempaimg.

ﬁu:;jl’e;ﬂ;wm Kelas Il scbagnimans dimaksosd pada ayar (2) hureaf ¢

roda di:

& Kecumatan Batang Tuaks;

b Kecamatan Concong;

¢, Kecomatan Gaung Anak Scrka; dan

d. Kecamatan Kuala Indragiri.

Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagnimana dimaksud peds ayat (1)

hurul b meliputi:

a. Pulau Burung (Inhil) - Telaga Punggur (Kepri); dan

b Pulan Burung (Inhil) - Tg Balai Karimun (Kepri).

Lintas Penveberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ava

1) huruf ¢ tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang

tdak lerpisahkan dan Peraturan Dacrah ini.

Pelabuhan sunga dan dansu sebagaimana dimaksud pada ayst (1) Buraf

d terdiri atos;

. Pelmbuhan Sungaj dan Dunsu Pengumpul; dan

b, Peinbuhan Sungal dan Danau Pengumpan.

Priabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimara dimaksud pada

avnt (7) huraf & yaimu Pelabuban Tembilahan yang berada di Kecamatan

Tembilahan.

Pelabubhan Sungni dan Danau Pengumpan scbagaimana dimaksud padi

aynt {7) huruf b meliputi:

i, Peinbuban Dermago Desa Punglat Dusun Gembira Desa Teluk Kabung

Kecamatan Goung yang berada di Kecamatan Gaung:

:’rl!.lu I:u.ﬂ:iun Dermaga Sungal Sapat yvang berada i Kecamatan Kuala

nd rugiri;

Pelabuhan Kertang vung berada di Kecamatan Keritang;

Pelabuhan Kusla Enok yang berada di Kecamatan Tanah Merah;

Pelabuhan Kusls Gaung vang berada di Kecamatan Gaung;

Pelabuhan Lahang Tengah yang berada di Kecamatan Gaung;

Pelabuhan Bimpanyg Gaung yang berada di Kecamatan Gaung:

Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Retch;

Pelabuhan Sungai Guntung yang borada di Kecamatan Kateman,

Pelabuhan Sungal Udang yang berada di Kecamatan Tanah Merah:

Pelabuhan Tanjung Pasir yang berada di Kecamatan Tanah Merah;

Pelabuhan Teluk Dalam vang berada di Kecamatan Kuala Indragin: dan

Pelabuhan Teluk Kiambang vang berada di Kecamatan Tempuling.
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{11) Pelabuhan penyeberangan scbagaimana dimaksud pads ayat (1) huraf e

terlin atas:
i Pelibuhan Peoyeberangan Kelus 11; dan
b. Pelubuhan Penyeberangan Kelos 111,

(12} Pelabuhan Penycberangan Kelas [1 sebagnimans dimaksud pada avat (11)

(43

(1]
{2

i3]

i+

51

(6

{7l

L]

{1

hurul & meliputl;

n. Pelabuhan Kualn Enok yang berada di Kecamsatan Tanah Merah; dan
b. Pelabuhan Sei Guntung yvang berada di Kecomatan Kateman,
Pelabublan Penveberangan Kelas 11l sebagaimana dimaksud pada ayat (1 1)
huruf b yaitu Pelabuhan P. Burung yang berada df Kecumatan Pulau
Burung.

Pasal 19

Sistem jarngan trunsportas: laut sebagnimana dimaksud dalam Pasal 1)
ayat (1) hurul d berupa pelabuhan lat,

Pelabiuhan lautl sebagsimana dimaksud pada ayvat (1) terdir ntas:

n. Pelabuhan Pengumpul;

b. Pelabuhan Pengumpan
c. Terminal Khusus: dan

id. Pelabuhan Perikanan
Fbl::l_i:ut:{un pengumpnl sebagnimana chimaksud pada ayat (2) huraf
mielipu
a, Pelabuhon Kuala Enck yang berada di Kecamatan Tanah Memb; dan
b. Prlabuhan Tembilahan yang berada di Kecamaran Tembilahan
Pelabuban pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdin
nimn.
n. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
b, Pelabuhin Pengumpan Lokl
Peinbuhan Pengumpan Regional scbagaimana dimaksud pede ayat (4)
hurufl a meliputi:
A, Elalm.hﬂn Kuala Gaung yang berada di Becamatan Gaung Anak Scrioa;
n
b, Pelabuhan Sunga Guntung yang berada di Kecamatan Kateman.
Il:eln::huhm Pengumpan Lokal sehugaimana dimabsud pada ayat (4) hurof
meliputi:
i Pelabuhan Kuals Mandash yang bemda di Kecamatan Mandah;
b. Prlabuhan Musra Bansgkong yeang berada di Kecamatan Teluk
Helengkong;
Pelabuhan Parit 21 yang berada di Kecamatan Tembilahan,
Pelabuhan Perigl Raja vang berada di Kecamatan Kuala
Pelabuhan Pulau Kijang yang berada di Kecamatan Reteh; dan
Pelibuhan Saput yang berada di Kecamaton Kuala Indmp;l
Terminal Khusus selmignimana dimaksud pads ayat {2) hurul © berada di;
B, Kecamatan Kalteman,
b, Kecamatan Kempas; dan
e, Kecamatan Pelangiran.
Pelabuhan perikanan sehapaimans dimaksud pada ayat (2) bunaf d berapa
Pangkalen Pendaratan Ikan yang meliputs;
n. Pungicslan Pendarsan [ken Kusls Enok yung bersda di Kecamatan
Tinah Meruh; dan
b, Pangkalan Pendaratan lkan Sungai Guntung yang bemda di Kecamatan
Kitemnn.

il - S

Pasal 20

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksiud
dalam Pasal | layat (1) buruf € terdiri atas:

i,  Bandar Udwm Pengumpan; dan

b, Bandar Udors Khusos,
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Bandar Udara Pengumpan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul =
yaltu Bandar Udara Tempuling vang berada di Kecamatan Tempuling.
Bandar Udnra Khusus scbagaimana dimaksud pads ayat (1) hural b yaitg
Bandar Udarm Pulai yang berada di Kecamatan Pelangiran

Paragral 3
Sistem Jaringan Encrg
Pasal 21

El::im jaringan energl sebagaimana dimakaud dalam Pasal 10 hurul b
terctirs mims:

a. jaringan infrestruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan mfrastruktur ketenagalistrikan.

Sistem jaringan energl scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam peta sebapaimans tereantum dalam Lampiran VI vang merupakan
baginn vang tidak terpusahkan dari Peraturan Daerah .

Pasal 22

Jarmgan mirastrukiur minyak dan gas bumi sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a berupa jaringsn minyak dan gas bumi.

Jaringsn minyak dan gas bumi schagmimana dimaksud pada ayar (1)
berupa Janngan yang Menyvalurkan Minvak dan Gas Bumi dan Fasilitas
Produksi-Tempat  Penyimpanan  yaityn  Grissik-Duri vang  melewat)
Kecamatan Kemuning.

Pengembangan jaringan infrastruldtur minyak dan gas bumi sebagnimana
dirl:lhlud pada ayat (1) dilaksanakan scouni dengan ketentunn perundang:
undangan.

Pasal 23

Jarmgan mfrastruktur ketenagalistrikan sebogaimaena dimaksud dalam

Pasal 21 huraf b terdin atas:

a.  mfrastruktur pembangkitan tenags listrnk dan sarana pendukunig dan

b mringan infrastruktur  penyaluran  tenoga  listrik  dan sarane
pendulaang,

Infrastruktur  pembanghitan tenaga listrik dan sarmne  penduloung

sebagarmmana dimaksud pada ayat (1) hunaf o terdin atas

a. TPembangkit Listnik Tenaga Uap (PLTU),; dan

b, Pembangkil Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Pembangklt Listrik Tenags Usp (PLTU) sebapgaimana dimakeud pade ayat

(<) huruf & yaitu PLTU Temlahan vang bernda di Kecamatan Tembilahan,

Pembanghkit Listnk Tenagn Diesel (PLTD) sebugnimana dimaksud pade sy

ﬂ.l hurul b berada di;

Kecamntan Conoong;

Kecamatan Kateman,

Kecamatan Kuala lr'.-drnm',r:i:

Kecamatan Mandah;

Kecamatan Pelangican;

Kecamatan Pulav Rurung;

Kecamatan Reteh; dan

Kecamatan Tembilahen Hulu

-|IHHEII'I- infrastruktur penyaluran tenagn listrik dan sarane peodubkung

schagaimana dimakeud padn ayat (1) huruf b terdin ats:

o, jaringan transoms tenaga listrik antarsistem; dan

b, Gardu Listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagamana dimaksud pada

ayal (5) hurufl 2 terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangnn Ekstra Tinggi [SUTET); dan

b. Saluran Udam Tegangan Tinggi (SUTT).

FRmAANTS



(7} Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggl (BUTET) schugaimana climaksud
pada ayat (6) hurul a vairns New Aunduri/Jdambi 2 - Peranap/ Riau | vang
melewati Kecamatan Kemmuning,

{#) Salurnn Udiarn Tegangan Tinggi (SUTT) schagnimana dimiaksud padn ayst
(5] hurul b meliguti:

H. Kudla Enok - Tembilahan melewatl Kecamatan Enok - Kecamatan
Tembilaghan; dan
b. Rengat - Tembilahan mefewati Kecamatan Batang Tuaka - Kecamatan
Kempas - Kecamatan Tembilahan - Kecamatan Tembilahan Hulu -
Kecamatan Tempuling
[ CGardu Listrik sehagaimana dimaksud pada ayat (5) hund b meliputi:
o gordu induk Kuala Enok yang berada di Kecamatan Enok] dan
b gerdu induk Tembilahan yang berada di Kecamatan Tembilahan,
(19 Pvnmmun janngan infrastruktur ketenagalistrikan  sebagaimana
micksud pada ayat (1] dilaksanakan sesuai dengan kelentuan perataran
prﬂmdnng-urldtﬂgm
Paragral 4
Sistem Jaringan Tefeknmunikasi
Pasal 24

(11 Sistem jaringan telekomunikas: schagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huirul e terdim nias:

. Jarmgsn Tetap;

b infrastrukiur Janngan Tetap; dan
e jaringan bergerak

{21 Janngan Tetap scbagamana dimaksud pada ayat (1) haruf a melewat:

i, Recamatan Kempas,

b Kecamaton Kemuning

¢ Kecimatan Tembilahan;

d. Kecamatan Tembilahan Hulu dan
e Kecamatan Tempuling

{3)  Infrustruktur Jarngsn Tetsp sebagammana dimakswud pada ayat | 1] huraf b

bernda di:

& Kecamatan Kaleman;

b. Keeamatan Kempas;

c. Kecamatan Reteh;

d. Kecamatan Sungai Batang; dan
e. Recamitan Tembilahan,

(4)  Janngan bergeruk schagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ berupa
Jaringan Bergerak Scluler yang berada di seluruh Kecamatan,

(5) Sistem jaringan telekomunikasi sebapnimana dimaksud pada ayat (1)
dituangknn dalam peta scbagaimans tercantum dalam Lampiran VI yang
meripukan baginn yang tcdak terpisahkan dan Peraturan Dasrah ini.

Puragral 5
Sistem Jaringan Sumber Doya Air
Punal 25

(1] Bistem jaringan sumber daya air scbhagnimana dimaksud dalam Pasal 10
buraf d berupa prasarana sumber daya ajr.

(4) Prasarana sumber daya air sebagumans dimaksud pada -ayat 1) terdir
atas.

B sistem jaringan ingesi; dan
b. sistem pengendalian banjir
(3] Sistem juringan irgas mhummmmm pada ayat (2) hurul a terdin

mfas
. Jarmgan Irngos Primer; dan
b Jaringen [rigusi Sekunder.



i4)

i5
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(8)

(9

(%)

£2)

(1

2

Janngun Ingasi Primer scbapaimana dimaksud pada ayat [3) hurul a
e hewiata;

Kecnmatan Batang Tunka;g

EKecamnton Enol;

Kecamaian Gauwng,

Kecamatan Gaung Anak Serka;

Kecamatan Kempas,

Kecamainn Kerang,

Krcamatan Reteh;

Kecamatan Sunga Batang:

Kecamatan Tembilahan,

Kecamatan Tembilahan Hula; dan

Kecamatan Tempuling.

Jn.rl-ngnn Irgual Selkunder sabagaimana dimakeud pada ayat (3) huraf b
miclewati:

a. Kecamatan Batang Tuakng

b, Keoumatan Enck; dan

¢, Kecamaian Kempos;

H-ll-tl:m pengendalian banjir scbagaimana dimiksud paca ayatl (2) huraf b
lerdir aras:

a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan

b Bangunasn Pengendalian Banjir.

Juringan Pengendalian Banjir scbagaimana dimaksud pada ayat (6) hurul
a melewath selurah kecamatan.

Bongunan Pengendalinn Banjir sebagammana dimaksod pada avat (6) huraf
b beraclia di¢

Kecamalan Concong,

Kecamatan Ketrmen:

Recamatan Kuala Indragri;

Kecomalan Pulau Burung; dan

Kecumalnn Tanah Merah,

Emr.um jaringan sumber dava air schagaimana dimaksud peda ayst (1)
dituangkan dalam petu sebagaimana lercantum dalam Lampiran VI yang
merupakon bagian yang tidak terpisahkan dai Peraturan Dacrah ini.

Paragral 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnve

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana lamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢ terdin atas:

W mstem penyedipun air minum [SPAM);

b, sistemn Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava dan Beracun (B3);

C. sistem jarngan persampahan;
d.  sistem jarngan evakuasi bencana: dan

e aiutem droinaase

Bistem jaringan prasarana lainnye schagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditusngkan dalam pets sebagalmana tercantum dalam Lamplran X yang
merupakan bagian yang tidek terpisahkan dan Peraturan Dacrah ne,

Pasal 27

Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) hurof a terdin atms:

A JETingan perpipasn; dan

b. bukan jarmgan perpipaan.

Juringan perplpsan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} hural o tecdid
atas:

#, Unit Air Bakos;

FerFRSAA0EE
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(4]

15]

1%

(7
(8)
B

b. Unit Produksi; dan
¢, Unit Distribusi.
Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pade ayat (3) hurul s berada &
o. Kecamatan Goung Anak Serko;
b, Kecamalan Kateman,
£, Recamatan Tembilahan Hualu das
d. Kecamatan Tempuli
Umit Produiks: sehapsimana dimakaud pads ayat (3] hurul b berads dic
Kecamitan Enok;
Kecamatan Caung;
Kecamatan Gaung Anak Serka;
Keramatan Kateman;
Kecamntan Kempas;
Kecamatan Ke
Kecamatan Kuala Indragiri;
Kecamintan Mandnh;
Kevamatan Teluk Belengkong;
Kecamutan Tem bilahan;
Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
Kecamptan Tempuling
Init Distribusi sebagaimana dimaksud pada aval [3) huruf ¢ melewatl:
Kecamatan Batang Tuaks;
Kecamatan Enok;
Kecamatan Gaung,
Kecumntan Gaung anak Serki;
Kecamuatan Katerman:
Kecamatan Kempas;
Kecamatan Kemuning
Kecamatan
Kecomatan Kuals Indmgiri;
Kecamaton Mondak;
Recamaian Pelangirnn;
Kecamatan Pulau Burung,
. Kecampatan Reteh;
Kecamatan Sungal Batang,
Kecamatan Tanah Merah,
Kecamatan Teluk Belengkong;
Kecamatan Tembilahan;
Kecamatan Tembilahan Huly: dan
hecamatan Tempuling.
Elululn jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurud b
terdir atns:
8. Sumur Danghkat;
bB. Sumur Pampa; dan
. Bak Penampungan Air Hujan.
Sumur Danghal scbegaimana dimaksud pada ayst (7) huruf & berada di
scluruh kecamatan,
Sumur Pomps sebagammens dimeksud pada avat (7] huruf b berada di
seluruh Kecamatan,
Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7] huraf
¢ berada di selungh kecamatan,

crETrFRmaAnN TS
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(1) Sistermn  Pengelolasn Limbsh Bahan Berbahayn den Beracun [BY)

schagnimana dimaksud pada ayal (1) huraf b beroda di:
. Kecamatan Kempas;

. Keoamaian Kateman:
Kecamatan Pulau Burung
kocamuatnn BEeteh:

Kecamatan Tanah Merah, dan
Eecamatan Tembilahan,

=aano



(11} Sistemn jaringen persampahan sehagaimana dimaksud pada ayar (1) humf
¢ lerdirl atas:
a. Tempat Penampungsn Sementars (TPS); dan
b, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
(12} Tempat Penampungan Sementara (TPS) schugaimans dimaksud pada ayat
(13} huruf a berada di seluruh kecamatan.
[13) Tempal Pemrosesan Akhir (TPA] schagaimana dimaksud pada ayat [12)
huruf b berada di Kecamatan Tembilahan.
(14} Sistem juningan evakuasi bencana scbagaimana dimaksud pada avat (1)
hurul d terdin atas:
& Juadur Evakuss Bencana; dan
b. Tempat Evalouns) Benoann.
(15} Jalur cvakuasi bencans schagnimana dimaksud pads ayst (15) horul »
berupa Jahur Evakuasi Bencana banjir melewati-
8. Keramatan Datang Twakn,
b, Kecamaian Enok;
c. Kecamatan Gaung,
Kecamatan Gaung Anak Serka;
Kecamatan Kateman;
Kecamatnn Kempoas;
Kecamatan Kemuning,
Keciumnian Kerilang;
Kecamotan Mandah,
Kecamatan Pelangiran;
Hecomaotan Pulao Burung;
Kecamatan Retoh;
Kecamatan Sungal Batnng,
Kecamatan Tanah Merah;
Eeonmatan Teluk Belengkong,
Kecamatan Temlbylahan,
Kecamatan Tembilahan Hulw; dan
Kecumatan Tempiling.
(18} Tz-mplt Evakuasi Hencona sebagaimeana dimaksud pada ayat (15) ol b
berupa Tempat Evakuasi Bencana banjir berada di:
Kecamatan Enok;
hecamatan Gaung;
Kecamutan Gaung Anak Serka;
Kecamatan Katerman;
Kecamatan Kernpas;
Kecamatan Kemuning,
KEecamatan Keritang
Kecamatan Mandah;
Kecamatnn Peiangiran,
Kecamatan Pulou Burung;
Kecamatan Reteh,
Kecamatan Sungai Batang
. KRecamatan Tembilahan; dan
Kecamalan Tempuling.
(17) El!l.rm druinase scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdin atas:
a Jarmgan Drainase Primer;
b. Jaringan Drainasc Schkunder; dan
€. Jarngan Draingse Tersier.
(18] Jarngen Drainase Primer sebagaimanse dimakssd pada avat (18) hurulf a
me e
a. Kecamatan Hatong Tuaks;
b Kecamatan Concong;
. Kecamatan Enok;
d Kecematan Gaung,

mawes
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Recumatan Gaung Anuk Serka;

Recumatan Kateman;

Kecamiiisn Kempas;

Kecamatan Kemuning;

Kecamaian Kerilang,

Kecamatan Kuala [ndragiri;

Kecamatan Mandah;,

Kecamaian Pelangiran;

Kecamatan Reteh,

Kecumatan Sungm Batang

Kecamatan Tanah Merah,

kecamatan Teluk Belengkong:

Kecamatan Tembilahan;

Eecamelan Tembilshan Hisha: dan

Kecamalan Tempuling,

(19} Janngan Drainasc Sckunder scbagaimana dimaksud pada ayat (18) hural

b melewati:
hecamaian Batmng Tunka)
Kecianatan Enck;
Kecamatan Gaung,
Kecamatan Gaung Anak Serka;
Kecamatan Kateman;
hecumitinn Kempas;
Kecomatan Kemuning,
Kecumatan Keritang,
Kecamatan Mandah;
Recomalnn Pelangiron;
Keramatan Pulau Bunang;
Kecamatan Retch;

. Kecamaian Sungni Batang
Krcomatan Tanah Merah;
Recumatan Tembilalan;
Recumatan Tembilahan Hula; dan
Kecamatan Tempuling.

[ .lnu]lngun Druinase Tersier sehagaimana dimaksud pada ayat (18) hurul ¢

melewsati
a. Kecamatan Batang Tuaks;
b, Kecamalan Enok:

FropgppTFETEFE oD
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e, Kecamatan Gaung;
d. Kecamatan Gaung Annk Serio;
£ RKRecomatan Kstemon;
. Kecamatan Kemuning;
g Kreamatan Kentang;
h. Kecumastan Kuals Indregi;
i. Kecamatsn Mandah:
1-  Recamatan Pelangiran;
k. Recomatan Pulag B
I. Kecamatan Retch:
m. Kecamstan Tansh Mersh;
n.  Kecamatan Tembilahan;
o, Kecomaian Tembilahan Hulu; dan
p. Recumatan Tempuling.
BABV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABLIPATEN
Baginn Kesatu
Uminam
Piasal 28

(1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten terdind atas:
a. Kawasan Lindung; dan



b RKawassan Budi Dayis

(2] PBencansa Pola Ruang Wiluyah Kabupaten schagnimana dimaksud pada avat
(1) dituangkan dalum peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tdak
terpisahikan dari Peraturan Daerah inl,

Bagian Kedur
Kawasan Lindung

Pasal 29

Eawasan Lindung sebaganimana dimaksud dalsm Pasal 28 huruf a terdid atas
da. Badan Mir,

b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kownsan bawshanmnya;
c. Kawnsan konservasi: dan

d.  Kowasan Ekasistern Mangrove.

Paragral |
Badan Air

Paaal 30

Badan Air schagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas ebih
:mmuﬂ-l:mﬂh-lﬂ?iq' i puluh enam ribu serais tujuh) hektare berada di seluruh
1.

Paragrai 2
Kawanin yang Memberikan Perlindungon Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasa| 31

(1} Kawasan yang memberikan perdindungan terhadap Kawasan bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri awss:
a. Kawasan Hutan Lindung; dan
b. Kawasan Lindung Gambut.

(2} Kawnsan Hutan Lindung sebagaimans dimaksud pads ayat (1) hueul o
dengan hums kumng lebih 19894 (sembilan belas ribu delapan ratus
sembilan puluh empat) hekdtare berada di:

a. Kecamatan Concong,

b. Kecamatan Kempas;

c. Kecamatan Kunla Indragin;
d. Kecamatan Mandah; dan

e Keramatan Tenah Merah.

(3] RKawasan Lindung Gambut scbagnimana dimaksud pada avar (1) hurul b
dengen tuas kurang lebils 215,647 (dua ratus lima belas ribu enam ratus
empal puluh tufuh) hektare berada di:

. Ketamatan Batang Tuaka;

Kecamatan Enok;

Kecamatan Gaung

Kecamatan Goung Anak Serka;

Keramatan Korerman:

Kecumatan

Kecamatan Kemuning

Kecamalan Keritang;

Keovamatan Mandah;

Kecamatan Pelangiran;

Eecamatan Pulsu Burung,

Kecamategn Reteh;

Kecamatan Sungs Hatang

kecafmistan Tanah Merah;
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o, Kecamatan Teluk Be
p. Kecamatan Tembilahan Hulu; dan
q. Kecamatan Tempuling.

Paragral 3
Kawasan Konservasi

Pusal 32

(1] Kawasan konserveas: schagoimana dimakesud dalam Pasal 29 hurul ¢
berupa Kiwasan pelestarian alam.

(2] Kawasan pelestanan alam scbagaimans dimaksud pada avar (1) berupa
Taman Nasonal yaitu Taman Nasional Bulit Tigs Pulub dengen luss
kurang lebih 19.578 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh pulub delapan)
hekinre yung bernda di Kecamatan Kemuning.

ra
Kownsan Ekosistern Mangrove

Pasal 33

Kawasan Ekosmstermn Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d
dengan luas kurang lebdh 19,647 [sembilan belas ribu enam ratus empat puluh
tujzh] hektare vang beradea di;

Kecamatan Batang Tuoslka;

Kecamatan Concoong,

Keonmatan Enok;

Recamatan Gaung

kecamatan Gaung Anak Serks;

Kecamatan Kateman,

Kecamatan Kuala Indeagiri;

Kecamatan Mandah;

Kecamatan Pelangiran;

Recamuatan Pulau Burung,

Keenmatan Hetehs;

Kecamatan Sungal Batang,

Ercamatan Tanah Merah:

Kecamuotan Teluk Belenghkong; dan

Kecamatan Tembilahan.

PERTFETTEROPASES

Basian Keti
Eawnsan Budi Deya
Pasal 34

Kawasan Budi Daya scbapgsimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdin sitas:
. Kawwnsan hutan produksi;

Kawnsan pertunian;

Kawnasan perikanan ;

Kawasan Peruntukan Industr;

Kawasan permukiman;

Rawussn Transportasi; dan

Knwasan Pertnhanan dian Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf o
terdir] atas:
a. Kawasan Hutan Produks| Terbstas;
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14)

5

i)

n

b, Kawasan Hutan Produlsi Tetap, dan
v. Kawazan Huian Produksi yang dapat Dikenversi.
Kowasan Hutan Procdulks: Terbatas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf & dengan luas kurmang lebih 139 386 (seratus tga pulub sembilan
ribu tiga ratus delapan puluh enam) hekiare berada diz

Hecamatan Batang Tuaks;

kecamatan Concong;

Krramutan Enok,

kecamatan Craung

Eecamatan Claung Anak Serba;

Eeeamotorn Kalermon;

kecamatan kempas;

Kecamatan Kemuning;

Eecamatan Keritnng;

Kecamatan Kuala Indragiri;

Ercamatan Mandah;

Ercamsian Pulsy Burung:
. Ksramaton Eeieh;

hoecamatan Bungm Batang,

Kecamatan Tanah Merah;

Kecamaton Teluk Belengkong;

Eecamatun Tembilahan; dan

Kecamatan Tembilahan Hulu
Kawsasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof
b dengan luny kurang lebth 227.704 (dua ratus dua puluh tijuh nibu tajuh
robus empat) hektare bernda di:
Kecamatan Haleng Tunkns;
Eccamatan Caung,
Recameatan Goung Anitk Serka;
Eocamatan Kempas;
kecamatan Kemuning
Kecamata Keritang,
Eecamatan Mundah;
Kecamaton Pelangiran,
kecamaten Releh dan
Kecamatan Tempuling,
I'Inmn Hutan Produksi ynng dapat Dikonversi scbagrimana dimaksud
puda sivat (1) huru! c dengan heas kurang lebibh 241,706 [dua ratus empsat
puluh satu ribu tujuh ratus enam) hektare berada di selurah kecamatan,
Puda Knwasan hutan produlkod sebagnimana dimalosad peda oyt (1) yang
divsulkan perubahan peruntuban dan/atau fungsi Kawssan hulannva,
dan pada sust proses penciapan peraturan Daesrah tentung RTRW
Kabupaten belum disepakati, penggambaran di dalom peta Rencana Pola
Ruang Wilnyah Kabupaten menggunakan ketentuan Hoelding Zone.
Rincian Hedding Zone scbhagaimana dimsksud pada ayat (3] tercantum
dalam Lampiran X1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desrah mi
Perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kownsan hutin sebagaimana
dimalesied pada myat (5) dilaksanoakan sesual dengan ketentuan peraturan

perundang undangan,

TepeBgrFTOFRENI AR
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Farmagraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 36

Kawnsan pertanian scbagaimana dimaksad dalam Pasal 34 hural b terdin
ks

a. Kawassan Tanaman Pangsn; dan

b Hawasan Perkebunan



() Kowinsan Tanuman Pangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf &
dengan luas kurang lebih 37818 (tiga puluh tujub rbu delapan mius
delapan belas) hektare berada dic

Kecamatan Batang Tuakn,

Kecamatan Concong;

Kecamatan Enok;

Kecamatan Gaung,;

kecamatan Kempas;

Kecamatan Keritang,

Kecamatan Kuala Indragri,

Kecamatan Reweh;

Kecamatan Sungai Batang;

Kecamatan Tanoh Merah;

Kecamatan Tembilahan;

Kecamatan Tembilahan Hulu dan
m, Kecamatan Tempuling.

(3] Kawosan Tanaman Pangan scbagnimena dimaksed pads sysl (2)
ditciopkon schaga Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4]  Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksued pada ayat (1) hurul b dengan
buss kuwrang lebih 289,559 (dua rarus delapan puluh sembilan ribu lima
ratus lima puluh sembilan] hektare berada di seluruh kecamatan.

R FeE AN T E

Paragral 3
Kawasan Perlkanmn

Pasal 37

Kiwasan perikanan sebugaimana dimaksud dalam Pasal 34 hural ¢ berupa
Kowasan Perikanan Budi Dayva dengan luas kurang lebih 9,793 (sembulan ribu
twiuh ratus sembilen puluh tigs) helitare berada di-

. Kecamatan Enok;

Eecamatan Kaleman,

Kecamatun Kuala Indregiri

Kecamatan Mandah;

Kecamatan Pulau Burung,

Kecamotan Reteh;

Kevamaian Sungal Batang; dan

Eecamutan Tanah Meruh

SR SPAD Y

Parngral 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 38

Kawasan Peruniukan Industri scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d
dengan fuas kurang lebih 2.330 (dua ribu tigs retus tign pulub) hektare berada

Kecamatan Gaung Anak Serko;

Kecamatnn Katernan)

Kecamatan Kempas;

Kecamatan Kemuning

Kecamatan Keritang

Kecamatan Pelangiran;

Eecamatan Pulau Burung;

Kecamatan Sungal Batang,

Kecamatan Tanah Merah,

Kecamatan Tembilashan; dan

Kecamatan Tempuling

FeCrEmsr TR R



Paragraf 5
Kawasan Pariwisala

Pasal 39

Kuwwassin Fariwinaisn sebhagaimann dimaksud dolom Pasal 35 huraf e vendin aoas:;

.

(1)

{2

Rawasan Pariwisats Alam meliputi:

1. Dmnau Mahblu yang berada di Kecamatan Concong,;

2. Hutan Mangrove Pantii Solop Pulau Cavwan yang benada di Kecamatan
Mandsh,

3. Hutan Mangrove Sungal Asam yang berada di Kecamatan Heteh;

4 Hutan Mongrove Pulau Boasu yang berada i Kecamatan Kunls
Ind ragiri;

5 Kawasan Wisati Selensen Poin yang berada di Kecamatan Kemuning,
dan

6. Wisats Alam Tanjung Junglar yang berada di Kecamatan Kateman

Kawagnn Parmwizata Bustan meliputi:

Agrowisaty Tempuling yang berada di Kecomaton T

Dresa Wisala Pulau Palas yang berada di Kecamatan Tembiaban Hulu;

Desa Wisata Danau Pulal Indsh yang berada di Kecamaion Kempss;

Prema Winata Sungai Ara vang berada di Kecwmuatan Kempas,

Desa Wisata Tanjung Pasir yang berada i Kecamatan Tanah Merah,

Taman Wisata Sampan Leper yang bernda di Kuala Getek Kecamatan

Tembilahan;

Taman Wisata Terusan Mas yang bernda di Kecamatan Tembilahan;

dan

Taman Wisata Menongkah Pantai Bidar di Kecamatan Tanah Merah,

iu!mrl Fariwisatn Budaya meliputi:

1. Maknm Tusn Guru Syekh Abdurrahman Sidiq yang berada di
Kecaumatan Kuals Indragin;

2. Makam Syekh Abdurrmhman Ya%kub yang berada di Kecamatan

N pwaLN

ﬂ-

dun
3. Hﬂkﬂmﬂ:{!ﬂi‘l EKhalil Bin Absdul Enmﬁranﬂhamrhdi Kecamaian
Mandsh.
Parogral 6
Rawnsan Permukiman
Pasal 40

Kawamsan pormukiman scbagaimana dimaksod dalam Pasal 34 hurof [
tercir atas:

a. Rawasan Permukiman Perkotaan, dan

b Kawnsaon Permukiman Perdesaan

Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimena dimaksud pade avat (1)
huruf & dengan hias kurang lebth 35 124 [ugs puiuh lima ribo serarns dua
pulub empat] heltare berada di:

Kecamuaton Batang Toaks,

Kecamatan Enok;

Kecamatan Craung:

hecamatan CGaung Anak Serka;

Eecamatan Kateman,

Kecamstnn Kempan,

Kecamaton Kemuning,

Recamatan Keritang;

Kecamatan Buaka Indragin;

Recamuitan Mandah;

Kecamatan Pelangiran;

Kecamntan Pulau Burunig;

m. Kecamibton Reteh;

T FEp AN R



n. Kecamatan Sungal Batang,
@ Kecamatan Tanah Merah;
p. Kecamatan Temmbulahan,
q. Kecamatan Tembalahan Hulu, dan
r. Kecamatan Tempuling
(3] hkawasan Permukiman Perdesaan schagaimana dimaksud padn ayal (§)
huruf b dengan luas kurang lebnh 12.939 {dua belas ribu sembilan rotus
tige puluh sembilan) hektare berada di selurah kecamatan.

Peragral 7
Kawasen Transportasi

Pasal 41

Kawasan Tranaportass schagaimana dimaksud dalam Paszal 34 hural g dengan
luas kurang kehih 250 (dus ratus lima puluh sembilan) hektare berads di:

a. Kecamatan Pelangran, dan

b. Kecamatan Tempuling

[
Kawazan Pertnhanan dan Keamanan

Pasal 42

Kawasan Perighanan dan Keamanan scbagmmeans dimaksud delum Pasal 24
huruf h meliputi;
Komando Distrik Militer (Kodim) 0314 Inhil yang berada di Kecamatan
Tembilahan Hulu;
b. Hummdn Ravon Militer (Koramil) yang mehputi:
Koramil 01 /Tembilahan berada di Kecamatan Tembilashan:
1 Roramil 02 /Tanah Merah berada di Kecamatan Tanah Merah:
4. Koramil 03/Tempuling beérada di Kecamatan Tempuling.
4. Koramil 04/Kuala Indragini berada di Kecamatan Kuala Indragii;
5 mﬂ 05 /Gaung Anak Serka berada di Kecamatan Gaung Annk
A Kommil 06/ Katemon bernda di Keenmatan Kateman;
7. Koramil 07 /Reteh berada di Kecamatan Reteh;
B Eoramil 08/ Mandah berada di Kecamatan Mandah;
9. horamil 0%/ Kemuning berada di Kecamatan Kemuning;
10, Koramil 10/ Polangiran berada di Kecamatan Pelangimarn,
11, Eummﬂllj?uhuﬂumnghnﬂmdlﬁmamamnﬁﬂnuﬂunmg il
12, Roramil 12/Batang Tuaks berada di Kecamatan Batang Tuska;
¢. Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tembilahan di Kecamatan Tembilahan;
dan

e, Sub Demsemen Polisi Militer (Subdenpom) 1/3-2 Tembilahan di Kecamatan
Tembilahan,

BAB V1
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
RBagian Keratu
Umum
Pasal 43
(1] Kawasan Strategis Kabupaten berups Kawasan strategie dari sudut
kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2] Penetapan Kawasan Stratems Kobupaten sebagmimana dimaksud pada
ayat [1] dituanghan ke dalam pota schagaimena tcrcantum dalam Lampiran
X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



i

(4]

(3

Bagian kedua
Rawnssn Stmlcgs darl Sudut Kepentingan Periumbuhan Ekonomi

Pasal 44

Kuwasan strategis dari sudul  kepentingan  pertumbuhen  ekonomi

schagnumann dimnksod dolam Pasal 43 meliputi:

a. Kowasan Agroindusin Pulau Kijang;

b Kawasan Minapolitan Kuaka Enok;

. Kowasan Parwisata Sclensen; dan

d. Kewasan Pusat Pemenintahan Kabupsten.

Tujunn pengembangan Kawasan stratcgis dar sudut  kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimans dimaksud pada avat (1) meliputi:

8. lujuan pengembangan Kewasan Aproindustn Pulau Kijang adalah
mewujudkan Kawasan Agroindustri Tanaman Pangan dengan Konsep
Kota Lumbung Padi yang berkelanjutan;

b, juan pengembangan Kawasan Minapolitan Kunln Enck adalah
mewijidlean pueat pertumbuban ckonomi Kabupater dengan konsep
ERnapo -

€. fujuan pengembangan Kawasan Pariwisata  Sclenzon  adalah
mewigjudkan Kawasan Pariwisata berbasis lingkungan berkelanjuun;
dan

d. njuan pengembangan  Kawasan pusal pernerintahan  Kabupaten
adalph mewyjudkan pusit pemerintnhan Kabupaten yang didukung
keglulan perdagangan dan joss.

Arahan pengembangan Kawasan strategis dan sudut  kepentingan

pertumbithan ekonomi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. arahan pengembangan Kawesan Agroindustri Pulau Kijung sdalaly
pengembangan industri, perdagangan dan jasa, perkebunan, dan
permukiman;

b. arahan pengembangan Kawssan Minapolitarn Kusla Encok  adalab
pengembangan  perikanan, industri, perdagangan dan jasa, dan
permukiman;

¢ arshan pengembangun Kawasan Parwisatan Selensen  adalah
prngembangan pariwisala, permukiman, dan perkchunan; dan

d. arahan pengembangan Kawasan pusal pemerintahan Kabupsten
sdalah pengembangan  perkantoran,  perdagangan  dan  jasa
permukiman, dan industry.

BAB VIl
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Hagian Kesatu
Umum

Pazal 45

Arahan Pomanfastan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan melalun

n.
b
.

ketentuan KKPR:
indikas progrom utama jangkn menengak 5 {ima) twhunan; dan
pelaksanann sinkronisast progrem Pemanfeatan Ruang

Bagan Kedua
Ketentaan Keaesunlan Kegiatan Pemanfastan Ruang

Paszal 46

ketentuan KEPR schagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdini
atas

a. KKPR untuk kegatan berusahs;

b, KKFR untuk kegaian nonberusaha; dan

€. KKPRuntuk kegiatlan yang bersifat stratogis nasional.



12)  Peluksanaan ketertuan KKPR scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakulcen melalui:

A Konfirmasi KKPR;

b Persctujuan KEPR; dan/atau
. Rekomeondos KKPR.

(3] Eetentuan KKPR schagnimana dimaksud pada ayal (2] berpedoman pada
ﬁuturun menter yang menyeienggarakan urusan pemermtahan di bidang
Tata Euang,

%] Mchanime pombenan KKPR  dilabukan  sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang undangan,

(5] Penilaban pelaksanasn KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan
peninjnusan kembal dabun rangka revisl RTR.

i Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikas Program Utame Jangka Mencogah
Paragral 1
Limum
Paunl 47

Indikami program utama jengks menengah 5 (ima) mhunan sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdin atas:

a. mdiknsi program uama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan

b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampad dengan 5

lima) tahun keempal.

Paragraf 2
Indikasi Progrom Utamn Jangka Menengah
Pasal 48
1) Indiknsi program utama jangka menengah 5 (limal tabhun pertama
sehagnimana dimaksud dilam Pasal 47 hurof 8 wedicd atas
: UtErmEs;

-

prrovgram

bolems;

sumber pendanaonr;

matonsl pelakssna, dan
e waktu pelaksanasn.

(<€) Indikani program utama jangka menengabh 5 (ma) tahun  pertama
schagaimiing dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:

. rencana Straktur Ruang;
. rencana Pola Ruang dan
. Kawasan Stmategis Kabupaten.

3 Program ulama schagaimana dimaksud peda avat (1) burul 8 berisikan
program pengembangan Wilavah Kabupaten untuk mewujudkan Struktur
Ruang, Pola Ruang dan Kawasan strategin Wilayah Kabupaten.

14} Lokasi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hurul b merupakan termpat
ditmana program ulama akan dilaksanakan.

15 Sumber pendanaan sebagaimana pada ayat (1) humf ¢ bersumber dar:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarn;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacral Provinsi;

o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
d. Masyarakat, dan

c. sumber pendanasan lainnya,

5 Instansi pelaksena sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf d mebpuati:
a  Pemerintah Pusat;

b, Pemerintah Duerah Provinss;
o, Pemerintah Daerah Knbupaten; dan

d. Masyarakol.

pog



(7}

()
(10

()
(2]

(9

(4]

(5

(6)

(1)
(21

Waktu peluksanann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huwof e
merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah,
dalam menetapkan priofitas pembangunan, dibegi ke dalam 5 (lime)
tahapan meliputi ©

a, tahap kesatu, yartu mhun 2024

b. tmhap kedua, yaitu mhun 2025-2029;

¢. lahap ketiga, yairu wmhun 2030-2033;

d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan

e. lahap kclima, yaitu tabun 2040-2044

Indikasi program utame jangka menengah 5 (Hmal tahun pertama
sebagaimanin dimaksud pads myat (1) tercantum dalam Lampiran XHT yang
meripakan bagian tidak terpisahikan dari Peraturan Daerab ini

Kerja sama pembiayasn dan pendansan dilaksanakan sesuni dengan
kelenfuan persturan perundang-undangan.

Dalam hel perwujudan dan pembangunan sesuai perubahan kebijakan
nasional yang bersifut strategis yang belum dimuat dalom Rencana Tat
Ruang wilaysh tetap dapat dilaksansken scsuai dengan kelentusan
peruluran perundang-unda ngan.

Bagiain Keermpal
Peluksanmin Sinkronsasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

Peinksanaan sinkronisasi program  pemanfasian ruang  sebagaimana

dirmaksud dalam Pasal 45 huruf ¢ dilaksanskan oleh Pemerintah Dacrah

Pelaksanaan sinkromisasi program  pemanfaatan ruang sebagaoman

dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan olch Pemerintalh Daerah

dilakuikan terhadap RTRW Kabupaten Indragin Hilir

Pelaksanaan sinkronisssi  program pernanfantan  rusng  dilakukan

berdasarkan indiknsi program  utems yang  ermuat dalam RTR

sebagaimans dimaksud pada ayat [2).

Pelaksanaan sinkronisss: program pemanfaatan ruang dilakukian dengan

memadukan atau menyelaraskan sntara indikasi progmm dolam RTH

dengan program sclktornl dan kewileyahan dalam dokumen rencans

pembmngunan balk di pusat maupun di Dacrah sccara terpady

SPPR menghasilikan dokumen meliputi:

a. sinkronisasi program pemanfaatsn ruang jangka menengah 5 [lima)
tahumnan; dan

b. sinkmonisasl progmam pemanfaatan nung jangka pendek 1 (satu)
tihiinan,

[okumen  sinkronisasi program  pemanfsatan  ruang  sehagaimann

dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk pelaksanany peningisen

kembali dalam rangka revisi RTR

BAR Vil
KETENTUAN PENGENTALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

Ketentuan Pengendalinn Pemanfaatan Ruang digunalan sebagai scusn
dalam pelaksanaan Pengendalian Permanfaatan Ruang Wilayah kabupsiten.
Ketentuan  Pengendalisn Pemanfaatan  Ruang  Wilayah  Kabupaten
dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan
RTRW Kabupaten.



13)

(4

(1)

(<)

(3)

(<)

Pengendalian Pemanfaaten Rusng sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan untuk mendorong setinp areng agar:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

b, memanfaatkan Ruang scsuai dengan RTR: dan

©. mematahi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR,
Ketentuan  Pengendalian Pemanfastan Ruang Wilavah Kebupaten
schagnimany dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

A, ketentuan umum Zonasi;

b. ketentuan khiusus,

¢ pendlaian pelaksanasn Pemanfoatan Ruang
d. ketentuan insentil dan disinsentif; dan
e. arahan sanksi

Bagian Kedusa
Ketentuan Umuam Zonasi

Paragraf 1

Ll

Pasal 51

Ketentuan umum sonasi sehagalmana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4)
huaruf n terdird atas:

8. ketentuan umurn gonssi rencana Strukiur Ruang Wilayeh Kabupaten;
b, ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
o ketenmian khusus rencana Pola Ruang.

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Fueng Wilayah Kabupaten
sehagnimana dimaksad pada ayal (1) hurul a terdir atas:

a.  ketenfuan umum gonasi sistem pusat permukiman; dan

b. ketenluan umum sonss) sislem jart 3

Ketentuan umum sosasi rencans Pola Ruang Wilayah  Kabupsten
sebagaimana dimaksod pada ayat (1) hurul b terdin atas:

a.  ketentuan umum aonasi Kawasan Lindung; dan

b, kelentusn umum sonasi Kawasan Budi Daya.

Paregraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 52

Retentuan umum sonasi  sistem  pusal permivkiman  sebagammana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a terdini atas:

i, ketentuan umum sonasl Pusat Keglatan Wilavah (PKW);

b, ketentuan wimum zonasi Pusat Keginian Lokal (PKL); dan

€. ketentuan umum sonasi pusat-pusat lajn,

Retentuan umuam sonasi Pusal Kegiatan Wilayah (PEW) schagaimena
dimnakaud pada ayat (1) hunaf a disusun dengan kewrntuan:

& keglatan yang diperbolehkan meliputi:

. hegialan  perkotaan  berskala  lintas  kabupaten/kotz  vang
mendukung keglatan perekonomian, sosial, dan budsva; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijaw.

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan permukiman intensitas tinggh dengan syamt memenuhi

persyaratan teknis dan menyediakan 20% (dun puluh persen)
Terbuks Hijau publik dan 10% [(scpulub persen) Ruang
Terbuka Hijau privat;

2. kegiatan perdagangsn dan jasa dengan syaral menyediakan
prasarana minimim berups areal parkir dan arcal bongkar muat
yang proporsienal dengan jenls kegatan yang dilayani; ;

3. kegiatan industn dengan syarat memenuhi pergyaratan ekais dan
menyediakan 20% (dua pulub persen) Ruang Terbuks Hijau publik;

4 kegiaian budi daye lainnya dengan syarat memenuhi persvaratan
teknis dan menyediakan Ruang Terbuka Hijon secarn proporsional,
churi



3}

(4

B

mbungan sistem  jaringan  presammna dengan  syarat
sanakan sesual dengan ketentuan peraturan  perundang
md-nm
€. kegiatan yang tideak diperbolebkan berupa kegatan yang tidak sesuad
dengan pengermnbangan Kawasan Perkotann,
Boctentuan wmum sonasi Pusal Kegiatan Lokal (PXL) schagaimans
dimaksucl pada ayat (1) hurul b disusun dengan ketentean:
. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. keginian  perkotaan  berskala Kabupaten atau  beberapa
hecomatan yang mendukung kegintan perckonomian, sosial, dan
budnya; dan

2.  pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b, kegnan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. |hegiaten permukiman inlensitas menengah dengan  syarat
memenihi persyaratan eknis dan menyediakan 20% (dua puluh
persen) Fuang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepulubh persen)
Ruang Terbuka Hijau privat;

<4 hogtan perdagangan dan jasa dengan syarol menyediakan
prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat
yviung proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayvani;

A, keglaan industr dengan syaral memenuhi persynratan teknis
dﬂﬂmﬂmycdujun 20% (dua pulub peraen) Ruang Terbuks Hijau
LI,

4. kegiatan budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan
teknis dan menyediokan Ruuang Terbuka Hijau wmccarn

mpmiund d.l;r.n
ﬁ prasarnnn  dengan  syarat

dihdan nlcun. muui dengan tuan peraturan przrum:]v: -

un

c. kegatan }ral:lgﬂdnkdtperhﬁlmm berupa kegintan yang tidak sesum

dengan pengembangan Kawasan Perkotaan.

Ketenluan umum zonasi pusat-pusat lain sebagamana dimaksud pada

ayat (1) hurul ¢ terdin atas;

a.  ketentuan umum sonasi Pusal Pelayanan Kawasan; dan

L. Keteniuan umum zonasi Pusat Pela Li ngan.

Ketentuan umum zonasi Pusat  Pelayanan wasan  achagnimana

dimaksud pada ayat (4] hurul a disusun dengan ketentuan

d, kegiitan yung diperbolehkan meliputi:

1. kegintan perkotaan  berskala Kecamatan atau  beberapa
Kecametan yvang mendukung kegimtan perekonomian, sosial, dan
Eudaya; dan

<.  pongembangan Ruang Terbuka Hijma.

b. h.-pnt-.n yang dipertiolehkan dengan syarat meliputi:
kegintan permukiman inlensitas menengah dengan  syaral
memenuhi persyaratan teknis dan menyediakan 20% {dua puluh
persen| Rusng Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen)
Kuang Terbuka Haau privat;

4. kegmatan perdagangan dan jasa dengan sysrat menyvediskan
prasarana minimum berupa areal parlar dan areal bonghar muat
vang proporsional dengan jenis kegatan yvang dilayani;

3. kegiatan industyi dengan syaral memenuhi persyaraan eknis
dan E:emredilkﬂr.l 200% [dua puluh persen) Ruang Terbuks Hijnu
bt

4. kﬂmm budi days lainnya dengan synrat memenuhi persvaratan
teknis dan menvedinkan Ruang Terbuka Hisu  secars
proporsional; dan

5 pengembangan  sislem  jarmgan  prassana dengan  syarat
dilsksanakan sesuni dengan ketentuan pernturan perundong
wndeangan.

e kegimtan yang tidak diperbolelhkan berupa kegiatan yang tidak sesual
dengan pengembangan Keawasan Perkotaan,



(6)

Ketentuan umum zonesi Pusal Pelayvanan Lingkungan sebagaimans
dimaksud padas ayat (4 huruf b disusun dengan ketentuan:
A kegstan yang diperbolehlan meliputi;

1. kegiatan ekonomi berskala antardesa yang mendukung kegintan
perekonamian, sosial, dan budeyna; dan

4. pengembangan Ruang Terbuka Hijaw,

b i::vﬂmt-n yang diperbolehlan dengan syarat meliputi
kegiatan permukiman  intensitas rendah hings  menengah
dengan syarut memenuhi persvarutan teknis dan menyodiakan
20% [dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 109
(sepulub persen) Ruang Terbuka Hijau privat;

4. kegstan perdagangan dan josa dengan syaratl menyediakan
prasarana minimum berupa arcal parkir dan arenl bongkar muat
vang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayeni;

Jd.  kegistan industri dengan syarat memenuhd persyaratan teknis
dﬂﬁwcm 20% (dua puluh persen| Ruang Terbuka Hijau

4, I::;imm budi daya lainnya dengan syarat memenuhi persyaratan
tckrus dan menyedinkan Ruang Terbuka Hijau secara
proporsional; dan

5. pengembangan  sistem  jaringan  presarana  dengan  symrut
dilnkssnakan sesuni dengan ketentuan peraturan perundang.
undargan.

¢ egiatan yang tidak diperbolehkan berups kegiamn yang tidak sesua)
dengan pengembangan Kewasan Perdesaan.

Paragral 3
Ketentuan Umum Zonost

Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 53

Retentusn umum onasl sislem jaringan prasarana scbageimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat [3) huraf b terdiri atas:

ketentuan umum zonasi Kawasan di selkatar sistem jarngan transportas:;
ketentuan umum gonnsi Kawasan di sckitar sistem jaringan energ;
ketentuan umum sonasi Knwasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
hrlt;émn umum zonas Kowasan di sckitar sistem janngan sumber daya
air; dan

ketentusn umum 2onasi Kowasan di selatar sisten jaringan prasarana
lminmya.

Pasal 54

Ketentuan umum xonasi Kowasan di sekitar sistem jaringan transportasi
sebupgaimans dimaksud dalam Pasal 53 huruf a terdin atas:

i
b,

e
d.

| A

{11

ketentuan umum sonndi Kawnsan di sckitar sistem jaringan jolan;
ketentuan umum mrmal: Rawasan di selatar -Int:mpulpn kereta api;
ketentuan umum zonesi Kawasan di sckitar sistem jaringan sungai, denau
dan penyoherangan;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi
laut, dan

ketentuan umum sonasi Kawasan di sckitar bendar udara umum dan
bandar udara khusus.

Pasul 55

Ketentuan omum 2onazsi Kowasan di seldtar sistem jaringan jalan
sebapmmans dimaksud dalam Pasal 54 hurol a terdin atas:

kctentuan urmum zonasi Kawasan di seldtar jalan amum:

ketentuan umum 2onasi Kewasan di sekitar Jalan Tol:

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang: dan
ketentuan umum zenasi Kawasan di sekitar Jembatan

anoe
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(4]

5

&)

Ketentuan umum zonas: Kawasan di sekitar jalan umum sebapaimars
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdin atas:

a. ketentuan tumum 2onasi Kawasan di sckitar jalan arteri;

b: ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jolan kolektor;

c. ketentuan umum sonasi Kawasan di sekitar jalan lokals dan

d. ketentuon umum sonasi Kawasan di sckitar jalan Enghumenn.
Ketentuan umum zcnasi Kowasan di schiter jalan arteri sehagaimans
dimaksud pada ayut [2) hural a berupa ketentuan umum sonas: Kawasan
di selaitar Jalan Artert Primer yang disusun dengan ketentamn:

n.  kepatan yang diperbolehkan meliputi:

| opemsional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arten
Primer; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b, keglatan vang diperbolehican dengan syarst meliputi;

1. giatan yang memanfastkan ruang manfuat julen, rusng milik
pelan, dan rusng pengewasan falan dengan syaral harus
memperoleh izin dari penyelenggara Julan Arteri Primer; dan

2 pengembangan sistem jaringan poasacans df booar rosng manfos.
jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan julan pada Jalsn
Arteri Primer dengan svarat  di akan sesusl dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

v kegiatan  yang tdak diperbolehkan berupa  kegiatan  vang

memanfaatkan rusng manfaat , ruang milik julan, dan reang
pengawasan jalan yang me batkan terganggunya fongsd Jalan
Arteri Primer,

Ketentuan umum sonam Kawasan di sclatar jalan kelektor scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa keteniuan umum sonesl Kawasan
di selkitar Jalan Kolektor Primer vang disusun dengan ketentuan:
a.  kegiatan yang diperbolchkan meliputi:
1. kegiutan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan
Kolektor Primer; dan
2 pengembangan Ruang Terbuka Higau.

b. kegiatan vang diperbolechkan dengan svarat meliputs;

1. vang memanfaatkan rl.un}gh manfant jalan, mnghmilik
Jalan, dan ruang pengawasan n dengan syarnl harus
memperoleh @in dan penyelenggara Jalan Kolektor Primer; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar ruang manfast
jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalun pada Jalan
Kolektar Primer dengan syaral dilsksanakan sesusi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. kegatan yang tidak diperbolchkan berupa kegiatan vang
memanfoatkan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan yang ikan terganggunya fuangsi Jalan

Rolektor Primer.

hetentuan umum wonas: Kawisan di sckitar jalan lokal sebegaimana
dimaksud pada avat (2) hunaf © terdini atas:

8. ketentuan umum zonssi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer: dan
b, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder.
Ketentuan umum »onasi Kawasan di selotar Jalan Lokal Primer
sebagasmana dimaksud pada ayat (5] huruf a disusun dengan ketentuan:
8. kegmtan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Laokal
Primer; darn

4.  pengembangan Ruang Terbuks Hilan.

h. kegiatan yang diperbolehkan dengan synrat meliputi:

1. ' vang memanfaatksn roang manfsar jalan, reang milik
jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syarat harus
memperoleh @n dan penyelenggana Jalan Lokal Prmer; dan



4. pengembangan sistem jaringan prasarana di luar roang meanfeet
jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawssen jalan pada Jalan
Lokal Primer dengan syarnt  di nakan sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

kegatan yang tidak diperbolehlan  berupa  kegintan yang

memanfastkan ruang manfat § ruang milik julan, dan ruang
pengawasan |alun yang ibatkan tergunggunya fungsi Jalan
Lokal Primer.

{7} Ketentuan umum onesi Kawasan di sckitar Jalan Lokl Sckunder
schagnimana dimaksud pado ayat (5) huru! b disusun dengen ketentuan

il

keglatan yang diperbolehkan mdhmﬂ:dnn

1. kegatan o miomal, penunjang, pengembangan Jalan Lokl
E-ckund:r.ﬂ:::

d.  pengembangnn Ruang Terbuka Hijou,

kegiatan yang diperbolehian dengan syarat melipusi:

1. keopatan yang memanfaatkan rusng manfast jakan, roang mitik
Jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan syural  harus
memperobch ein dard penyelenggors Jalan Lokal Sckurder, dan

4. pengrmbangsn sistemn jaringan prasarana di luar raang manfas
Jaian, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan pada Jalan
lokal Sckunder dengan syarat dilaksanakan sesusi dengan
krioniuan perauran perundang-undangun.

kegiatan  yang  tidok  diperbolehkan  berupa  kegistan  yang

memanfastian ruang manfaal jelan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawaesan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan

Lokal Sekunder,

(8]  Ketennawn uminn sonesi Kowasan di sckitar jalan lingkungan schagnimana
dirmaksud peada ayar |2) huraf d terdirt atas:

i,

h.

ketentuan umum sonasi Kawasan di sckitar Jalan Lingkungun Primer;
dian

keicmtuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan
Sekunder.

(9 Ketenizsn umum @mmasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Promer
sebagaimana dimaksud pada ayat (8] huruf a disusun dengan ketentuan:

kegiatan yang diperbolehican meliputi:
I, kegiman operasional, penunjang, dan pengembangnn Jalan
Lingkungan Primer; dan
2. mg;mhnnmnhgmng Tertiika Hijau.
kegiztan yang diperbolehican dengan svarat meliputi:
1. kegatan yang memanfaathen ruang manfaat jalan, ruang milik
dan ruang penpgawssan j§ dengan syammt harus
memperoleh lzin dan penyelenggam Jalan Lingkungan Primer:
dan
4. pongembangan sistem jaringan prasarang di uer roeng menar
, ruang milik jalan, dan ruang wasan |alan pada Jalan

ingkungan Primer dengan svarat dil scsual dengan
kelenluan periuran -undangan.
kemetan vang  tidak  di kan berupa kegintan yang

memanfastkan ruang manfast jalan, ruang milik jalan, dan ruang
perigawasan jakan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan
Lingkungan Primer,

(104 Ketentuen umum sonasi Kewasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder
sehagaimuna dimaksud pada ayvat (8) hurul b disusun dengan ketentuan:

.

b.

kegintan mmpcrr::iutkim ml‘ig.jaﬁ: e

I, kegatan operasional, » Uan pengembangan
Lingkungan Sekunder; chn o

2  pengembangan Ruang Terbuka Hijau,

kewatan vang diperbolehkan dengsn syarat melipuri-

I kegiatan yang memanfaatkan ruang manfast jalan, ruang milik
jalan, dan ruang pengawasan jalan dengan sysrst harus

memnpemaleh izin dan penyelenggara Jalan Lingkungsn Sekunder;
dan



4.  pengembangan sistem jaringan prasarana di luar nmngm-nfunai
jelan, runng milik jalan, dan ruang pengawssan jalan pada.Jalan
Lingkungan Sekunder dengan syarat dilaksanskon sesuai
dengan ketentuan pemturan perondang-undangan.

kegintan  wang tidak diperbolechkan berups  kegiatan  wung

memanfaatkan ruang manfast jelan, ruang milik jolan, dan rusng

pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan

Linghungen Schundcr.

(11} Ketentuan umum sonasi Keawasan di sekitar Jalan Tol sebagaamana
dimaksud pada avat (1) hurul b disusun dengan ketentuan:

b.

c

kegiatan yang diperboichkan meliput:
1. Em operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Taol;

2, pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

'ﬁcrglu tan yang diperbolehkan dengan syarar meliputi:
keglatan yang memanfaantkan ruang manfeat jalan, ruang milik
julan, dan rusng pengawasan jalan dengan svarnt harus
memperolch izin dari penyelenggara JJakan Tol: dan

d. ngembangan sistem jarmgan prasarana di luar ruang manfaat
mm. ruang milik jalan, dan reang pengawasan jalan pada Jalan
Tol dengan syarst dilaksanakan sesual dengan  ketentuan
peruturan perundang-undangan,

krgiatan yang Ldak  diperbolehkan berupa kegitan  yang

memaniantkan ruang manfant jalan, ruang milik jalan, dan ruang

pengawasan jalan yang mengakibatkan lerganggunye lungsi Jalan Tol

(12} Ketentunn umum =onasi Kawasan di sckitar Terminal Penumpang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horu!f ¢ berupa ketentuan umum
zonasi Kawadsan di sekitar Termina! Penumpang Tipe C yvang disusun
dengan ketentuan:

£,

kcg:utin vang diperbalehkan meliputi:
Kegintan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal
Fenumpang Tipe C| dan

2., pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

kmnun vung diperbolehkan dengan svarat meliputi:
ket yang memanfaatken Kawasan di seldtar Terminasl
Penumpang Tipe C deogan syarat harus memperoleh mn dan
penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C; dan

4.  pengembangan sistem  jaringan  prasarang  dengen  syarat
dilnksanakan sesoai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

kegiutan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengeanggu

kegintan operastonal Terminal Penumpang Tipe C,

(13} Ketentuan umum @onasi Kawasan di sekitor Jembatan sebagaimana
dimaksud pads avat (1) hurdf d disusun dengan ketenbunn:

i

keplatan vang diperbolehka nmchpuu

L. dkn‘.ﬁlﬂllﬂrl operasonal, penunjang, dan pengembangan Jembeatan:

an

2.  pengembnngan Runng Terbuks Hijmu.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarnt meliputi:

1. kegiutan yang memonfostkan Kawasan di selkiwr Jembatan
dengan syarat harus memperolch imn dad  penvelenggara
Jembatan; dan

4. pengembangan lultem jaringan prosarana  dengan  eyarat
dilaksanakon sesuni dengan ketentuan persturan perundang.
undangsn

kegiatinn yang fidak diperbalehkan berups kegiatan yang mengganggu

krgiatan operasional Jembatan.

Pasal 56

(1] Ketentuan umum zonasi Kewasan di sekitar sistem jaringan kereta api
sebmgimana dimaksud dalam Pasal 54 hurafl b berupa ketentuan wmum
syl Kuwasan di sekitar jaringan jalur kereta api.
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(2)

(3

(H

Ketentuan umum zonasl Kewasan di sekitar jaringan jalur kereta ap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum sonasi
Kawnsin di sekitar jaringan jaklur leretn apl umum.
Ketentuan umum sonasi Kewasan di sekitar jaringan jalur kereta ap
umum stbagnimana dimaksud pada avat (2] berupa ketentusn umum
onan Kawasan di sckitar Janngan Jalur Kereta Apl Antarkota vang
disusun dengan ketentuan:
i Iuwut.nn yanyg diperbolehkan meliputi;
. kegiatan operasional, peonunjang, dan pengembangan Jaringan
Jalur Kereta Apd Anitarkota; dan
2. pongrmbangan Runng Terbuka Hijou,
b |l kegiatan yang diperboichkan dengan synrat meliputi;
egintan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi re! kereta
api dengan synrat harus memperoleh imin dan penyelenggera
Juaringan Julur Kereia Aps Antarkots; dan
2, pengembmngan sistemn  jaringan  prasarana dengan  syaral
dilnksinakin sesuni dengan ketentunn peraiumn perundang
vimckmrgmar,
¢, kegiatan yang ldak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengengu
kegintan opernsional Jaringan Julur Kereta Api Antarkot,

Pasal 57

Ketentuan umum onasi Kowasan di sekitar sistem janngan sunga, dansu,
dan penveberangan shapaimana dimaksud dalam Pagal 54 hurul ¢ terdin
Ak

a.  ketentuan umum sonasi Kowasan 4 sekitar alur.pelayaran sungai dan
alur-palayaran dannu;

b, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Lintas Penyeberungan
Antarprovinsi;

c. ketentuan umum zonasi Keweasan di selitar Lintas Penveberangan
dalam Kabupaten;

d ketentuan umum zonoei Kawasan di seledtnr pelabuhan sungai dan
danau; dan

e, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyeberingan

Ketentuan umum sonasi Kowasan di sekitar alur pelayaran sungm dan

alur-peélayaran danau seboagoimana dimalksud pada ayat (1) hurof & terdin

il

a,  ketentuan umum zonasi Kewasan di seldtar Alur-Pelayaran Kelas |,

b ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Alur-Pelayaran Kelaa 115
tlam

¢, ketentuan umum zonasi Kowasan di seleitar Alur-Pelayaran Kelas 11

Ketentuan umum zonasi Kawasan di - sekitar Alur-Pelavaran Kelas |

sehagaimana dimaksud pads ayat (2) hurul a disusun dengan keten tuan

a. kegiatan yang diperbolehkan berupn kegmtan operasional, penunjang,
dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelan 1;

b, keginian yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan
mislem jaringun prasarang dengon :u.]ru.mt d:lakmluhn sesual dengan
koicntuan porsluran ~undangan; dan

<. kegiatan yang tidak diperbalehkan berupa Kegintan yang mengganggu
kegiatan operasional Alur-Pelavaran Kelas 1.

Relentuan umum =masi Kawasan di sekitar Alur-Pelayaran Kelas [

stbagaimana dimaksud pads ayat (2) hurul b disusun dengan ketenbuan:

a, kegnian yang diperbolehkan berupa kegintan operasional, penunjang,
dian pengembangan Alur-Peluyaran Kelas IT;

b, Impnun yung diperbolchkan dengan syarat berupa pl:r#mbangan
sisiom jaringsn prasarann dengen syaral dilaksenakan sesuni dengan
keleniuan permiurun perundang-undangen; dan

. b:r:gaamn yvang tudak diperbolehkan berupa kegiatan vang mengganggu

kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas |L
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Ketentuen umum zonasi Kawasean di schkitar Alur-Pelayaran Kelas [

u:hagm.r.nuuﬂ dimaksud pada ayat (2] buruf ¢ disusun dengan ketentuan:
kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang,
dan pengembangan Alur-Pelayaran Kelns 1

b, hrml;m yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan
sintem jaringan prasamna dengan syarat dilaksanaken sesusi dengan
ketentuan peraturnn perundeng-undangan; dan

c. kcgpintan yang tidak diperbolchkan berupe kegiatan yang mengganggu
kegiatan operasional Alur-Pelayaran Kelas 111

Ketentiusn umum zonasi Kowasan di sckitar Lintas Penyeberangan

Antarprovinm schagaimana dimmksud peda ayat (1) houmal b disusun

dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolchikan berupn kegiatan operasional, penunjang.
dun pengembangan Lintas Penyeberangan Antarprovinei;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarmt berupa pengembmngan
sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanaken sesuai dengan
Hetentuan peraturan perundang-undangan; dan

v. Kegiatun yang tidak diperbolehkan berupa kegiastan j.mng MENgEARnERU
kegiatan operasional Lintas Penye berangan An

Ketentusn umum sonas Kawasan o1 sckitar Lintas Pl:l'ljl'l:bl:l'l.ﬂm dalam

ht“mm sebagnimana dimaksud pada ayat (1) huruf © disusun dengan

L sRERTET A H

6. kegintan yang diperbolehkan berupa kegatan operasional, penunjong,
dan pengembangan Lintas Penyeberangan dalnm Kabupaten,

b. kegintan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangun
sistlem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesval dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

. kegintan yang tidak diperbolchkan berupa kegmtan yang mengganggu
kegiatan operasional Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten,

Ketentunn umum zonasi Kawasan di sckitar pelabuhan sumgi dan denau

sehaguimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas!

n. ketertuan umum zonasi Rawesan di sekitar Pelabuhan Sungm dan
Dansu Pengumpul; dan

b. keteniuan umum zonasi Kawasan di selorar Pelabuhan Sunga dan
Danou Pengumpian.

Ketentumn umum zonas: Kawasan di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau

mgumpul sebagaimana dimaksud pada ayat |8} huruf a disusun dengan
Cn A

n.  kegmtan yang diperbolehican mediputi:

I,  kogiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan
Sungai dan Danau Pengumpul; dan

. pengemnbangan Ruang Terbuka Hijaow
b. lu:um.un yang diperbolehican dengan synrat metiputi:

kegintan yang memanisaikan Ruang di sekitar Pelabuban Sungai
tan Danau Pengumpul dengan syvaral harus memperoleh zn dan
penyelenggara Pelabuban Bungui dan Dansu Pengumpul; dan

2. pengembangan  sistem  jaringan prasarana dengan  syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
undangan.

. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menguanggu

kegmian operasional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul

Ketentuan umum msonasi Kawasan di sekitar Pelabuban Sungai dan Danso

Pengumpan sebagaimana dimaksud peda ayst (8) huraf b disugun dengan

ketentuan:

a. kegatan yvang diperbolehkan meliputy;

l. kegiatan operasional, perunjang, dan pengembangan Pelabuhan
Sungal dan Danau Pengumpan: dan
2.  pengembangan Ruang Terbuka Hijaw.
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b kcgiuun vang diperbiolehkan dengan syaral mehputi:
kegatan ynng memanisatkan Ruang di selkatar Pelabuhan Sungai
dan Danau Pengumpan dengan synmat harus mompemlch wmin
dari penyrlenggara Pelabuhan Sungai dan Danau Penguompén
dnn

2 pergcmbsngan sistcm  jaringan  prasarana dengan syarail
dileksanaksn scsual dengan ketentuan peraturan perundang-
ncaaTEan.

€. kegmian yang lidak diperbolchkan beropa keginton yang mengganggu
kegiatan opernsional Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Ketentuan wmum gonasi Kawasan di sekitar pelabuhan penyebernngan

sehagaimana dimaksud pada myat (1) huarul e werdin ams

g kKeteniuan wnum  senasi Koewasan  di osekitar Pelabuban
Penyeberangan Kelas Il dan

B ketenioan wmum fonasi Kawasan  di osekitar Prelzsbuhen
Periveberangan Kelas 11

Ketenmuan umum zonast Kawasan di sekiiar Pelabuhan Penyeberangan

kelas 11 sebagnimans dirnaksud pades ayat (11) hana a disusun dengan

kEten tunn !

A, kegintan vang diperbolehkan meliputi:

. keginian oporasional, penunjung, dan pengembangan Pelabuhsn

Penveberangan helas [l dan
: E p::nm:mtudr:gﬂn Rl.:ilnﬁ Tw Hijau.
l.'gmtﬂ:lm perbolchkan gan syarat meliputi:
kegintan  yang momanfaatkan Ruang di sckitar Pelabuhan
Penyveberangan Kelas 11 dengan syarat hirus memperoleh izin dari
penyelenggaira Pelabuhan Penyeberangan Kelas [ dan

2. pengembangan sistem  jaringan  prasarana  dengan  syaral
dilaksunnkan sesundi denpgan keteniuan peraturen perundang-
undnngan.

g, kegintan yang tidak diperbolehkan berupa keglatan yang menssa nggu

wegiatan operasional Pelabuhan Penyeberangan Kelas 11

Retentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Pelabuhan Penveberangan
Kelns 111 seboagaimana dimaksud pada avat (11) hurul b disvsun dengan
Ketentuan;

W, kegintan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegialan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelababan
Penyveberangan Kelas 1] dan

2. pengembangan Rusng 1‘:rhu.h Hijau.

b kegpmatan yang diperbolehkan dengan syamt meliputi:

1. kegatan wvang memaniaatkan Ruang di sekitar Peiabuhan
Penyveberangan Kelas 1 dengan syarat hanis memperoleh imn
dar penvelenggurs Pelubuhan Penyeberangan Kelas 111 dan

4. pengembangan  sislem  jaringan  prasarang dengian syaral
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan pe ng-
undangsn.

. leegantan yang tdak diperbolehknn barupa kegatan yang mengeanggu

kegiatan operasonal Pelabuhan Penyveberangan Kelas 111

Pasal 58

Ketentuan umum aonasi Kewasan o sekitar sistem jarmgan transportas
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa ketentuan
umum zonasl Kawasan di sekitar pelabuhan laue,

Ketenfuan umum sones Kowaasn di sekitar pelabuhan leot sebagairmann
dimeksudd pada oyat |1 )terdiri atas:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul,
b. KEEATUAN UMLM Zonasi Kawasan di sskitar peiabuhan pengumpsan
c.  ke#lentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan

d.  ketentuan umum somasi Kawasan oi sekitar pedabuhan perikanen,
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Ketentuan umum sonas| Kawasan di sckitar Pelabuhan Pengumpul
sebagnimana dimaksud pada gyat (2) huruf a disusun dengan ketenmean:
a  kepgatan yang diperbolehkan meliputi;

I kegiatan operasional, penunjeng, dan pengembangnn Prinbuhan
Pengumpul; dan

4 pengembangan Ruasng Terbuks Hijau,

b kegatan yang diperbolehkan dengan syamt meliputi:

1. hkegiatan memaniootkan Ruang di sckitar  Polabuban
Peogumpul gan  syarat harus memperoleh  imn dan
penyelenggara Pelabuhan Pengumpul; dan

2. pengembangan  sistem ju.n'.nﬁ prasarana dongan  syarad
dilaksanaken sesuni dengan cntusn prratumn peruriang-
undangan.

¢, kegintan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu
kegintan operasional Pelabuhan Pengumpual.

Retentuan umum sonami Kawasan di selomr pelabuhan  pengumpan

scbagammana dimaksud pads ayat (2) huruf b terdin atas:

a  kotentuan umum wonasi Kewasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan

Regionel; dan

b ketentuan umum sonasi Kewasan di sekitar Pelabubhan Pengumpan

Livkeal.

Ketentuan  wmnum  sonasi Kawasan df sekitar Pelabuhan  Pengumpan
Regonal sebaguimana dimakswud pida ayat (4) huraf a disusun dengan
ketentuan:

i Kegntan yung diperbolehkan melipori:

. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuban
Penpumpan Regional, dan

2 pengembangan Ruang Terbuka Hijau

b Kegatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

I, kegiatan yang memanfastkan Ruang di sckitar Pelabuban
Pengumpan Rewional dengan svarat harus memperolel in dan
penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regonal; dan

J4.  pengembangan sislem  jaringan  prasarana  dengan  syaral
dilaksanakan sesual dengan keteninan peraturan perundang-
undangan.

€. kegatan yang bdak diperbolehkan berupa kegiatan vang mengganggu
kegiatan operasional Pelabuhan Pen al.

Kerenfunn umum zonasi Kewasan di selatar Pelabu Pengumpan Lokal

sebagmimana dimaksud pada ayat (4] hurul b disusun dengan keterituan:

#.  kegatan yang diperbolehkan meliputi:

I kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangun Pelubuhan
Pengumpan Lokal, dan

4, pengembangan Ruang Terbuka Hijau,

b kegatan yang diperbolehkan dengan svarat meliputi:

. kematan yang memanfsatkan Ruang di sekitar Pelabuban
Pengumpan Lokal dengan svarat harus memperoleh in dard
penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan

4 pengembangan sistem jaringan prasarana  dengaon syarat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c.  kegiatan yang tiduk diperbolehkan berupa Keglatan yang mengaanggu
kegiatan operasional Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Keteniuan umum monas) Kawasan di aekitar Terminal Khusus whagasmans

dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ disusun dengan ketentuan:

a. kepatn vang diperbolehian berupa kegatan operasional, penunjang,
dan pengembangan Terminal Khusus,

b.  kegatan yang diperbolehkan dengan syarst meliputi:

1 kegiaton yang memanfaatian Rusng di selatar Terminal Khusus
dengan symrut harus memperoleh izin dari penyelenggamn
Terminal Khusus dan

2 pengembangan sislern  jaringan  prasarana  dengan  syaral
dilaksanakan sesunl denpan ketentuan peraruran perundang-
undangan.
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c. keglatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengeangsu
eperasional Terminal Khusus.
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar pelabuhan perikanan
sehagumana dimaksud pada ayat (2} huraf d berups ketenmsan umum
#onasi Kawnsan oi sckiter Pangkalan Pendaratan Tkan yang disusun
dengan ketentuan:
a h:g,t-u.n.n yang diperbolehkan meliputi:
kegatan sperasonal, penunjang, dan pengrinimngan Pangkalan
Pendarstsn han; dan
2.  pengembangan Ruang Terbuka Hijau,
b, lumnul.un yang diperbolchkan dengan syarat meliputi:
kegintan yvang memanfastkan Ruang di  sckitar Pangkalan
Pendaratan lkan dengan syaral harus mempervich izn dari
penyelenggara Pangkalan Pendarntan [kan; dan
2. pengembangan sistemn  jaringan  prasarana dengan  syarnt
dilaksunokmn sesumi dengan ketentuan peraturan perundang
undnngan.
c  kegiawan yang tidak diperbolehkan berups kegiatan yang menggmggn
kegiatan operasional Pangkalan Pendaratan lkan,

Pasal 39

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekiter bandar udnra umum dan
bandar udara khusus sehapaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf &
terdirl ates:
a. lketenbiumn umum zones1 Kewssan di sekitar Bandar Udara
Pengumpan; dan
b, ketentumn umum zonasi Kawasan di sekitar Bandar Udara Khusos
Keterituan umum ponssl Kawasan di seldtar Bandor Udarn Pengumpan
sehagaimana dimokaud pada ayat (1) huruf a disusun dengoan ketentuan:
a. kemaian vang le hbcian meliputi:
1. kegiatun operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar
Udars Pengumpan; dan
2 pengembaingan Rusng Terbuka Hijau,
h !rqd.ni:n vang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
kegiatan yeng memanizatkan Ruang di sekitar Bandar Udara
Pengumpan dengan syaral hards mempoolch @in dan
penyelenggarn Bondar Udara Pengumpan; dan
2. pengembangan  sistem  janingan  prassrena  dengan | svarat
dilaksanakan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang.
undongan.
c. kegiatan vang bdak diperbolehkan melipuati:
1. kegintan yang mengganggu kawasan keselamatan opcrasional
penerbengan Bandar Udara Pengumpar; dan
2  kegatan yang menggangEu operasional Bandar Udara
Pengumpan.
Ketentuan umum zopasi Kawssasn di sckitar Bandar Udara Khuosus
schagrimana dimaksud pada avat (1) hurof b disusun dengan ketentuan:
a  kegislan yang diperbolehkan meliputi:
|,  kegistan operasional. penumjang, dan pengembsngan Bandar
Udara Khusus; dan
4. pengembangan Rueng Terbuka Hijau,
b Eﬂ:tmr.ﬂ vang diperbolehlkan dengan syarat meliputl:
kegintan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bendar Udara
Khusus dengan syarat harus memperoleh izin dan penvelenggara
Bandar Udara Khusus; dan
2. pengembangan  sistem jaringan  prasorena dengan syarat
dilaksanakan sesusi dengan Kelentuan peraturan perundang-

undangan.
€. kegislan yang tudak diperbolehkan melipati:
I.  kegstan yang mengganggu kawasan kesclamalan operasionil
pencrbangan Bandar Udara Khusus: dan
2. kegiatan yang mengganggu operasional Bandar Udara Khusus.
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Ketentuan umum zonasi Keowasan di sekitar sistem jaringoen energ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 hurufl b terdin atas -

8.
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ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar [aringan infrastruktur minvak
dan gas bumi; dan
ketenituan umuom monasi Kawasan di seldtar jarngan  infrastroktar
ketenppnlistrikan.

Pa=al ]

Ketentuan umum zonas) Kawasan di sekatar janmgan mfrestruktur munyak
dan gas burni sebapgaimann dimaksud dalam Pasal 60 huruf a8 berupa
ketentuan umum zonasi Kawssan di sckitnr jaringan minvak dan ges bumi,
Eotentuan wmum sonas) Kavwasan ds nektmrjuiuglnminynhd:.ngu.buml
sebagaimana dimaksud peds ayal (1) berupa keteniuan umum zonssi
Kawsasnn di sekitar Jaringsan yang Menyaiuricn Minyak dan Gas Bumi dart
Fasilitms Procduksi- Tempal Penyimpanan disusun dengan ketentuin:
n I:l:gu tan yang diperbolehikan meliputi;
1 operasional, penunjung dan pengemban@an junngan
hlp.nnmtruhmr minyak dan gas bumi; dan
2 Ruang Terbuika Hijau
b uggmm vang diperbolehkan dengan svaral meliputic
kepiatan vang memanfaatkan Ruang di  sekitir  jarnngan
mirastrukiur minyek dan gas bumi demgan syaral harus
izin dan penvelenggara aringan infrastruktar
minyak dan gas bumi, ﬂlﬂ

4 pengembungan  diatem prasarana  dengan syaral
dilaksanakan scsum dmﬂ.n mr.'ntum peraturan perundang-

undangan.
c.  kematan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu
kematan cperasional jaringan infrastruktur minvak dan gas bumi.

Pasal 62

Ketenituan umum sonasi Kewssan di selitar janngan  infrestralktar
ketenagalistrikan sebognimana dimaksud dalam Pasal 60 hural b erdin
CHEE
. ketemivan umum zonssl Kawassan di osekitar  infrastrukiur
b, ketentuan umum ponasi Kawasan di sckitar jaringzn infrastraktur
penyaluran tenaga strik dan sarana pendukung.
Ketentuan umum sonasi Knwasan di seldtar infrastruktur pembangkitan
tenagn listnk dan sarane pendukung sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
hural & terdirl atas:
n. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU]; dan
b, ketentusn umum somasi Kswasan di  sckitar Pembanghir Listrik
Tenagn Diese] (PLTDY.
Retontumn umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenags
Uap (FLTU) sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurul a disusin dengan
ketentuan:
@ kegiatan yang diperbolehkan meliputl:
1 kegiatan operusional, prnmmﬁ dan pengembangan Pembengkit
Listrik Tenagn Uap (PLTU); dan
2. pengrmbangan Ruang Terbuka HEaw.
ta. kq:_;u.un vang diperbolehloan dengan syarat meliputi:
kegistan yang memanfastkan Rusng di sekiter Pembanghkil
Listrik Tenuags Uasp (PLTU) dengan syarat harus memperoleh &zin
dan penyelenggara Pembangiat Listrik Tenaga Liap (FLTU), dan
2. penpembangan  sistem janngan  prasarane  dengan  syaral
dilaksanakan sesual dengan ketentuan perstursn perundang-
unenngan.
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e kegiatun yang tidak diperbolchkan berupa kegiatan vang me
Keglatan ﬂp:mncilm-ut Pembangkit Listrik Tenags IPLTU)
Ketentuan umum sonasi Kawagan di sekitar Pemban Lintrik Tenagna
Dhenel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b disusun dengan
ketentuan:
@  kegintan yang diperbolehizan :Iml:l.putl
. kegatan operasional, penunjang dan pengembangen Pembangkit
Listrik Tenaga Dicsel (PLTD); dan
2, pengembangan Ruang Terbuka Hijou.
b h:uul.n.u yang diperbolehkan dengan syarat melipuri:
kegintan yang memanfaatkan Ruang di sckitar Pormbanglat
Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan syarat harus memperaleh
iin dari penyclenggara Pembangkit Listrik Tenagn Diesel (PLTD);
dan

4 pongembangan  sistem jaringan  prasarans  dengan  syarast
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢ keglutan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang men
kegintan operasional Pembangkli Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Ketentuan umum zonast Kewssan di seldiar jaringan  infrastrulktur

penyalurnn tenaga listrik dan sarana pendukung sehagaimans dimaksod

pucla nywl (1) huref b terdird atas:

a keteniusn umuam sonasi Kewssan di selotar jaringan transmisi tenaga
Ustrik antarsistem; dan

b ketentuan umum zonasi Kawasan di selatar Gardu Listrik,

Ketenituan umum sonas: Kawasan di sckitar jaringan transmisi tenags

listrk anwarsistem sebagrimana dimaksud pada ayat (5) buraf s teedi

alas

4. ketentunn umum sonasi Kawasan di sckitar Saluran Udara Tegangan
Ekstrn Tingg (SUTET); dan

b ketentuan umum zonasi Knwasan di sekitar Saluran Udara Tegangan
Tingg (SUTT).

ketenituan umum senasi Kawssan 4 sekitar Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTET] schagaimana dimaksud pada ayat (6] huraf a

dinusun dengan keteniuan:

W kegiatan yang diperbolehikan berupn Kegiatan o nal, penun
dian pengembangan Saluran Udarn Tegangan Tingg iﬁUT’f"'n

b lcn-gmmn yang diperbolchkan dengan syarat meliputi;

kegiatan vang memanfaatkan Ruang di selatar Saluran Udara
Tegangan Ekstra Tingg (SBUTET] dengan syarat  harus
memperolech @in darl penyelenggara Saluran Udam Tegsingan
Ekstra Tingm (SUTET); dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan sistem  jarmgan
prasarana dengan syart dilaksanakan sesuai dengan keteniuan
peraturan perundang undangan.

c  kegatan yang tidak diperbolechkan berupa kegialan yang mongeanggy
risang bebas dan keamanan operasional Saluran Udara Tegangan
Ekstra Tingg (SUTET).

Ketentuan umum zonasi Kawesan i sekitar Saluran Udara Tegangan

Tinggi (SUTT) sehagaimana dimaksud pada ayat (6] hurafl b disusun dengan

kztentuan:

a  keginton yang diperbolchkan berupa kegintun operasional, penunjang,
ditn pengembangan Salursn Udiara Tegangan Tinggl (SUTT);

b, Imnnu.n yvang diperbolchkan dengan syarat meliputi:

kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Salumen Udars
Togangan Tingg (SUTT) dengin syamt harus memperoleh i2in
dari penvelenggars Saluran Udara Tegangan Tinggi [SUTT): dan

2 penpembsngan Ruang Terbuka Hijau dan  sistem  jaringan
prasarana dengan syarat dilaksanskan sesuai dengan ketentunn
peraturan perundang-undangan.

¢, kegintan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengzangg
ruang bebas dan keamansn operasional Saluran Udarn Tegangan
Tingz (SUTT)
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Ketentuan umum zenasl Kawasan di sekdtar Gardu Lisink sehapaimans
dimakeid pada avat [5) hurul b disusun dengan ketentuan;
A. kegmian yang diperbolehkan meliputs:
1.  kegmian operasional, penunjang dean pengembangan Gardu
Listrik; dan
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b.  kegintun yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
L kegtan yung memanfontkan Ruang di sckitar Oardu  Listrik
dengin syarst harus memperoleh @n dart penyelenggarn Gardu
Listrik; dan
2. pengembangan sistem  jaringan prasarana Jdengan  syarmai
dilakmnnakan sesuni dengan ketentusn peraturan peruncdang-
undangan.
¢ kegiatan yang bdak diperbolehban berups kegiatan yang menggangm)
keguitan operasional Gardu Listrik.

Pusal 63

Ketentuan dmum 2onasi Kawasan & sekitar jaringan telekomunikssi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e terdird sras
A,  ketenfuan umum zonas: Kawasan di sekitar Jaringon Tetap,
b, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastrukter Jaringan
Tetap: dan
¢, leetentuan umum zonasi Kewasan di sekitar jaringan bergerak.
Ketentuan umum sonsst Kawasan di seldtar Jaringan Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf a disusun dengan ketontuan:
a.  kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

i i;EgmtI:lla;q:fmamual. penunjang, dan pengembanpan Jarngsn

Stap;

4. pengembangan Ruang Terbuks Hijeo.
b kegintun yung diperbolebkan dengan syarat melputi:

1. kegintan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Janngan Tetap
dengan  syarat harus memperoleh  izin dar  penvelenggan
Jaringan Tetap; dan

1. pengembangan  sistem  janngan prasarana  dengan  syaral
dilaksanakon sesusi déngan ketentuan peraturan perundang.
undangan.

¢ kegiatan yang tidak diperbolehbkan  berupa  kegiatan  vang
mengakibatican terganggunya fungs Jaringan Tetap

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur Jaringan Tetap

sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hural b disusun dengan ketentuan:

8. kematan yang diperbolehkan meliputi:

.  kegintan operamonal, penunjang, den  pengembangan
infrastruktur Jaringan Tetap; dan

4. pengembangan Buang Terbuka Hijau,

b,  kegatsn yang diperbolehknn dengan syarat meliputi:

L. kegiaton yang memanfootkon Ruang di sckitar infrostruktur
Jaringan Tetap dengan syarat harus memperoleh i darl
penyelenggars Jaringan Tetap; dan

4. pengembangan sistem  janngan prasamna dengan  syarat
dilaksanakan scsuml dengan ketentuan peraturan perundang.

undangan.
¢. kegatan vang tdak diperbolchkan berups  kegistan  yang
mengakibatien lerganggunya fungsi infrastruktur Jacngan Tetap.
Ketenituan  umum  zonasi Kawasan di  sekitar janngan  bergerak
schagaomana dimalowd pada syat (1) huruf ¢ berupa ketentuan umum
sonasi Kawasan di sekir Jaringan Bergerak Seluler yang disusun derngan
ketentian:
a. |kegiatan yang diperbolchkan meliputi:
L. keglatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan
Bergerak Seluler yang diarahkan untuk pengpunaan menara
ielekomunikasi bersama dan
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4. pengembangan Ruang Terbulke Hijou.
b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
I,  kegiatan vang memanfaatkan Ruang di sekitar Janngan Bergemk
Seluler dengan syarat harus memperoleh fwin dari penyelenggam
Jarngen Bergerak Sehuler; dan
2. pengembangan sistem  jaringan prasarana  dengan  syaral
dilaksanakan scsuai dengan keoiontuan peratuman porundong:
undangan.
¢ kegiatann yang tdek diperbolchkan berupm  kegiatan  yang
mengnkibatkan terganggunya fungsi Jaringan Bergerak Seluler,

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistemn jarnngan sumber days
air sebngaimans dimaksud dalam Pasal 55 horof d berupa lootentusn
umum zonasi Kewssan di sekitar prasarana sumber dayva air
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar prusarana sumber dava air
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
o ketentusn umom zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irgasi;
thiar
b ketentuan umum onasi Kawasan di sekitar sistem  pengendalinn
banjir
Ketentuan wmum sonesi Kawassn di sekitar sstem jarngsEn ingas
sehagammana dimaksud pada ayat (2) burul o terdin ntas:
a.  keténtuan umum gondsi Kawassan di sskitar Janngan lrigasi Primer,
b.  ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jasogoan  [rgeas
Rekunder: dan
¢, lketentuann umum zonas Kawasan di aslatar Jarngan Ingam Tereler
Ketentuan umum sonasl Kawasan di sckitar Janngan Ingasi Primer
sehaginmana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentusm
a.  kegmtan yang diperbolehkan meliputi:
] kegintan operasional, ponunjang, dan pengembangan Janngon
1 pengembangan Ruang Terbuka Hijou
b, keghittan yang diperbolehkan dengan syarat meliputic
.  kegiatan vang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Irigosi
Primer dengan wyral harus memenuhl persyaratan teknis; dan
2. pengembangan  sistern  jaringan  prasarana  dengan  syarst
dilaksanakan sesuai dengen ketentuan peraturan perundang-

undangan.
c. kegiatan yang tidak dip:}rhulr:hkun brrupa kegintan  yEng
mengniibatkan tergangranya fungsi Jaringan irigasi Primer
Hetentuan umum zonasl Kawasan di schitar Janngan Irigasi Sckunder
sehagaimana dimaksud pada aval [3) huraf b disusun dengan ketentuan:
W, keginian yang diperbolehkan meliputi:
1. hegiotan operasional, penunjang, dan pengembangan Jarngan
Al Selounder; don
2. pengembangan Ruang Terbuks Hijjou.
b, hkegatan yang diperbolchkan dengan syarat mehputi
1. egiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringun [rigasi
Sckunder dengan svaral harnis memenuhi persyaratan leknis,
dan
2. pengembangan  sistern  jaringan  prasarana  dengan  syaral
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan  perurdang-
undrgn .
€. kegatan vang tidak diperbalehkan berups  keglatan  yvang
mengakibatkan forgunggunyi fungsi Jaringan Irigasi Sckunder,
Ketentuun wmum eonasi Kawessn di osekdiar Jaringan Irigasi Tersier
sehagrimana dimaksud pads avat [3) furul ¢ disusun dengan keteniuan:
a. krgatan yang dlpuﬂmh:hhn
1. kegatan operasionsl, penunjang, den pengembanpan Jaringan
Ingas: Tersier; dian
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2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b. kegistan vang diperboichkan dengan syarat melputi:
I. kegiatan yang memanfasatkan Ruang di sclaolar Janngan Ingasi
Tersier dengan syarat hanas l!l'lﬂl'll'.'l'll.lhl persyaratnn teknin; dan
2. pengembangan mstemn  jaringan prasarana  dengan  syarat
dilak=anakan scsuai demgan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. kegiwian yang tldak  diperbolehkan  berups  kegiaian  yang
mengakibathan terganggunya fungsi Jarmgan Irigasi Tersier
Ketentuan umum sonosi Kawasan di sckitar sistem pengendalon banjir
sebagaimana dimaksud pads ayat (2] hural b erdicl aus;
A kKetentuan umum zonasi Kswasan 3 sckitar Jaringan Pengendalian
Banjir; dan
b kKetentuan umum onasi Kowasan di sekitor Bungunan Pengendalian
Buanjir.
Ketentuan umum smasi Kawasan di sekitor Jaringan Pengendalian Banjir
sepagnimana dimaksud pada ayart [T] huruf a disusun dengan kerentiian:
a. keglatan vang diperbolehkan meliputic
1. legatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jarnngan
Pengendalinn Banjir; dan
2. pengemnbangan Ruang Terbuka Hijau,
b urmltun yang diperbolehkan dengan syarnt meliputi:
kegintan yong memanfaatkan Ruang o sekitor Jaringan
Pengendalinn Banjir dengan svarat harus memeniihi perayaratan
tekenan; dan
4. pengembangan sistem  janngan prasarana dengan  syarat
dilaksanakan sesusm dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
c. kegmtan vyang tidak d.l.p:rbul:hlmn berupn kcgatan yang
mengakibotkan te fungsi Jaringan Pengendulian Banjir.
Ketentuan umum zonasi di sekitar nan Pengendalian
E:rllir schagnimana dimaksud pada ayat (7] huruf b disasun dengan
[t 1AF R W

@ kegpatan yang diperbolehban melipun:

1. kegatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan
Pengendalian Banjir; dan

2 pengembangan Huann Terbuka Hijau.

b, kegatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegintman yang memanfastkan Ruang di sckitar Bangunan
Pengendalian Banjir dengan syarat harus memenuhi persyvaratan
teknis: dan

2 pengembangan  sistem  jaringan  prasarana dengan  syvarat
dilaksamikun sesuni dengan keteniuan peraturan perundang-
undangan.

c. kepatan yang tdak diperbolehkan berups kegatan vang
mengakibetkan terganggrunya funpsi Bangunan Penipgendalian Banjir

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gigtem jaringan prasamana lainnya
achngnnﬁuna dimaksud dalam Pasal 53 huraf & terdiri ams:

b.

[
a

ketentuan wmum zonasl Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minim
[SPAM]

ketentuan umum zondsi Kawasan di sckitar Bistern Pengelolaan Limbah
Bahiun Berbahava dan Beracun {B3);

Keleniuan umum zonasl Kawasan & sekitar sistem jaringan persampahan;
ketenfuan umom zonasi Kawasan di sckilar sistermn janngan evakuss:
bencana; dan

ketentuan umum zonasi Kewasan di sekitar sistem drainase.
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Pasal 66
Ketentuan umum gonasi Kawasan & sekitar sistem penvediaan air minum
(SPAM) scbagaimans dimaksud dalam Pasal 65 hurul a terdied atas:
a. ketentzan umum zonasi Kawasan di sekitar janngan perpipaan; dan
b. ketentuen umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan
DETpipanr.
Ketentuan umum 2onasi Kawsasan seldtar jaringan perpipaan
sebagiimana dimaksud pada ayat (1) hun.u‘n terclirl atas:
a.  ketentuen umum mnasi Kawasan di seldmr Unit Air Bakua;
b, ketentuan umum zonas Kawasan di sckitar Unit Produlosi; dan
. hketentuan amum sonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi,
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Undt Air Reku sebiagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentusn:
a. kegatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operagional. penunjang, dan pengembangan Unit Air
Baln) dan
4.  pengrmbangan Ruang Terbuka Higau.
b, kegmtan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
1. kegatan yang memanfantkan Ruang di sekiter Unit Alr Baku
dengan svarat harus memenuhi persyaratan teknis; dan
2. pengembangan  sistern  jaringan  prasarana dengm syaral
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perumdang.
undangan
¢, kempatan vang dak diperbolehloan meliputic

. l;:gaun vang mengganggu keglatan operassonal Umit Aw Bakou;
mn

4, ksgatan yang meéngalabatkan teroemarnya sumber air Unit Air
Baku

Hetentuan umum zonas) Kawasan dl sekitar Unit Produkst sehaganmans
dimaksud pada ayat [2) hurul b disusun dengan ketentuen;
o, I-n::mtnnnn; diperbole hkan melipati:
kegiatan operasional, penunjang, don pengembangan Unit
Produlkesi; dan
2, pengembungan Ruang Terbuba Hijau.
b, kegntan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
1. kegiatan yang memanfasthan Ruang di sckitar Unit Produks
cdengan svarat harus ntm:nuh..l persyaratan teknis; dan
4. pengembangan  sistem prasagrana dengan  syaral
dﬁmn scauRl dengan ﬂtmmm peraturan perundang:-
undangan
c. kegintan vang tidak diperbolehkan berups kegistan yane mengganggu
kegiatan operasional Unit Produlksi.
Ketentuan umum zonasi Kewssan di sckitar Unit Distribusi sebagaimana
dimanbosud pade ayat (2] hurul ¢ disusun dengan ketentuan:
a. kegntan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penungeng, dan pengembangan  Unit
Disinbusi; dan
2. pl:np:nhﬂ';gnn Zli.‘ll.rng Terbuka Hijau,
b. keglatan vang diperbole hkan dengan syarat meliputd:
. kegatan yvang memanfaatican Rutng di sekitar Unit Distribus
cengan syaral harus memenuh| persvaratan teknis: dan
4. pengembangan sistern  jeringan  prasamana  dengan  syarat
cilaksanakan sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-
uindumngun
€. kegatan vang tidak diperbolehkan berups kegiatan yang mengganggu
operasional Uit Distribusi,
Keteniusn umum sonasi Kawasan di sekitar bukan janngan perpipasn
sehegaimana dimaksud pada avat (1) hurul b terdiri ates:
B, ketentusn umum zonasi Kawasan di seldtar Sumur Danghkal,
b, kelentumin umum zonasi Kawasan di sekitar Sumuor Pompa; den
¢, ketentuan umum sonasi Kawasan o selatar Bak Pemampungen Air
Hujuri.
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Ketentuan umum sonesi Kewasan di sekitar Sumur Danghkal sebagaimians
dimaksud pada syat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
#.  kegatian yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasionnl, penunjang, dan pengembangan Sumir
Dangkal; dan
2. pengombangan Ruang Terbuka Hijau.
b, kegiatan yang diperbolehian dengan syarat mediputi:
1. kegiawn yvang memanfaatkan Ruang di sckitar Sumur Dangkal
dengan syarat harus memenuhi persvaratan icknis;, dan
2 pongombangmn  sistem i sarenn de NVt
dilnkznnakan sesum duﬂmﬁn ptrltumnn‘:e“rundnnn-
undangan.
c. kegimtan yang tidak diperbolchkan berupa lkegiatan vang
mengakibatkan tercemarnya air Sumur Dangkal.
Keteniuan umum zonssi Kewasan di sekitar Sumur Pompa sebagrimans
dimeksud pada ayat (6] hurufl b disusun dengan ketentuan:
n.  kegintan yang diperbolehkan meliputi:
1. kogmisn operasionsl, penunjang, dsn pengembangan  Sumur
Pompa; dan
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
b, kegatan vang diperbalehlan dengan syarat meliputi:
| keginlan vang memanioatkan Roang di sekitar Sumur Pampa
dengan syvaral harmis memenuhl persyaratan teknis; dan
<4 pengembengan  sislem  jaringan prasarana  dengen  syamal
d'tl:lhtnrmhﬂh sesuni dengan ketentusn peraturnn perundang
undimngan.
€. kegiatan  vang tiduk diperbolehkan berupa  keglalan  vang
mengakibatkan tercemarnya air Sumur Pompa.
Kelentuan umum sonasi Kawasan di sekotar Bak Penampungan Air Hujan
sebagarmona dimaksud pada avat (&) hural ¢ disusun dengan kKetentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan meliputs;
1. kegiaten operasional, penunjang dan pengembangan Hak
Penampungan Air Hujan; dan
2.  pengembangan Ruang Terbuka Hijau
b.  kegntan yang diperbolehkan dengan syarat meliput:
1. hegiotan yang memanioatkan Ruang di sckitar Sumur Pompa
dengan syarat harus memenuhi persyaratan telenis; dan
2. p:ngtrnhinmn EiSiCIT  jAMNgan prasamna  dengon  syarst
dilaksanakan sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-

_ undangan. ,
c.  kegatan yang tbdak diperbolehkan meliputi:
1 keglatnm  vnng mengnkibatkan tcreemmmya air dalem BDak
Prnampungan Air Hujan, dan
4. kegatan yang mengakibatkan terganggunya  fangsl  Bak
Penampungan Air Hujan,

Pasal &7

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Sistermn Pengelolasn Limbeh Bahan
Berbahava dan Beracun (B3] sehagaimans dimaksud dalam Pasal 65 huraf b
disusun dengan ketentuan:

i

keglatan yang diperbolehkan meliputl:

1. kegmian operasional, penunjang dan  pengembangan Sastem
Pengelolaan Limbah Bahan Berbnhaya dan Beracun (B3); dan

2.  pengembangnn Ruang Terbuka Hijeu

kegatan varg diperbolehkan dengan syoral meliputi:

1.  kegistan yang memanfaatkan Rueng di sckitar Sistem Pengelolaan
Limbeh Bahan Berbmhaya dan Beracun [B3) dengan syarat harus
memenuhi persyaraiEan teknis; dan

4. pengembangam  sistem ]a.nup.u prasarena dengan  syarat
dilaksanakan sesual dengan ketentuan persturan  perundang-
undangan
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kegiatan vang tidak diperbolehkan berupe kegiatan yeng mengganggu
kegintan operasional Sistern Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava dan
Berncun (B3},

Pnsal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistemn janngan persampahean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf ¢ terdicd atas:
a. ketentuan umurn 2onasi Kawssan di sekitar Tempst Penempungan

Sementara (TPS); dun

b. mtlm umum sonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir
}:
Retentuan umum zonasi Kewssan di sekitar sistem Tempat Penempungan
Sementara (TP3) sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a disusun
dengan ketenluan:
. kfgili':l;:ang dimrhniﬂu meliputi
eglalan operns peEn dan pengembangan Tempat
Pefamplmgan Bemertars (TRO), Qi
2. penpembangan Rusng Terbuks Hijau,
b, kegiatan yang diperbolehkan dengoan syarat meliputi:

l. kegiatan yang memanfastkan Ruoang di sekitar  Tempat
Penampungan Sementarsa (TPS] dengan syaral haris memencihi
persyaraian teknis; dan

Z. pengembangan  sisterm  janngan  prasarans | dengan  syarad
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-
undnngan.

e.  hkegutan yang tilak diperbolehkan berups kegustan vang mengganggi
kegintan aperasonal Tempat Penampungan Sementarn (TPS),

Ketentuan umum zenast Kawasan di sckitar sistern Tempat Pomrosesan

Akhir [TPA) sebapaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b disusun dengan

ketentitan:

a. kegatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kepintan operssional, penunjang, dan pengembangun Tempat
Pemrosesan Alkhir (TPA); dan

2.  pengembangan Ruang Terbukas Hijau.

b kegatman yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegatan yang memanfastkan Ruang di sekitar Tempat
Pemrosesan  Akhir (TPA] dengan svarat harus memenuhi
persyaratan teknia; dan

2, pengembangan sislem jaringan prosarang dengan  ayarst
dilaksanskan sosuni dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

€. hegatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang mengganggu
kepintan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 69

Ketentuan umum 2onasi Kowasan di selitar sistemn jarinesn evekuas)
bencana srbagaimana dimaksod dalam Pasal 65 harof d terdini atas:
&, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jelur Evalouasi Bencana,
dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Tempat FEvakoasi
Blericnri.
Ketentuan umum zonpsl Kawoean di seldiar Jalur Evakussi Bencana
schagaimana dimaksud pads aval (1) hurul a disusun dengan ketentuan:
i, kegatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegatan operasionnol, penunjang, dan pengembangan Jalur
Evakuasi Bencana: dan
2 pengembangan Ruang Terbuks Hijau.
b. kegatan yvung diperbolehkan dengan syarat mekputi:
1.  kegintan yang memanfantkan Rusng & seldter Jalur Fvakuoasi
Boncana dengun syaral harus memenuhi persyaratan teknis; dan



(3)

[

(3

4 pengembangan  sistern i“"‘“ﬁ“ prusarana dengan  syarat
diluksanakan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

©  kepatan  yang tidak diperbolchkan  berupn  kegintan  yang

mengakibatican terganggunya fungsi Jalhar Evakuasi Bencana
Ketenfuan umum momasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuss: Bencana
srbagaimana dimaksud pade ayat (1} huruf b disusun dengan ketentuan:
a  hkegmtan yang diperbolehkan mcliputi:

I kegiatan  operasional, perunjang,  dan  pengembangan
pengembangin Tempat Evakuasi Bencana | dan

4. pengembangan Ruang Terbulan Hijou.

b kegiatan yang diperbolehian dengan syarat meliputi.

I kegistan yang memanfaatkan Rusng di sekitar Tempat Evalouonsi
Bencana dengan svirat harus memenuhi persyaratan teknis; dan

4. pengembangan  sistem  jaringan  prassrana  dengnn  syvarat
dilaksanakon sesum dengan ketentusn peraturan perundang.

undongan.
©. kogatan yang tidek diporbolehkan  berups kegiatan  veng
mengakibatkan erganggunya fungsi Tempat Evakuasi Bencana,

Posal TO

Ketentuan umum sonesi Kowasan di sekitar sistern droinase sebagaimana
dirmuk=ud dalam Pasal 65 humil e terdird atas:
a ketentuan umum ronssi Kewasan df seldtar Jaringan Drainase

Pramer:

b ketentuan umum wonasi Kewasan di sekitar Jaringan Drainase
Selunder; dan

o ketentunn umien eonssi Kewasan di sekitar Juringan Drunase
Tersior.

Ketentuan umum sonasi Kewasan di sekitur Jaringan Drainase Primes
sehagaimanas dimaksod padn ayat (1) buraf o dimusun dengan ketentuan:
& keguatan yang diperbolehkan meliputi:

L. kegstan operssional, penunjang, dan pengembangan Jaringan
Drainase Primer yang teriniegras: dengan pembangunan jaringsn
jalan; dan

2  pengembangan Rueng Terbuka Hijau.

b kegaian yang diperbolehican dengan syarat meliputi:

1. kegintan yang remanfautkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase
Primer dengun syaral harus memenuhi persyaraton toknis: dan

4 pengembdngan  sistem jaringan  prasarana dengan  syarst
dilnksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. kegiatan  yang tdak diperbolchkan  berupa  kegiatan  yang

mengakibatkan terganggunys fungs: Janngan Drainase Primer,
Ketentuan umum sones: Kawasan di sckitar Jaringan Drainasc Sckunder
schagumanes dimaksucd pada avat (1) buruf b disusun dengan ketentuan:
a. kegatan yang diperbolehkan meliputi:

. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

kegatan yang diperbolehkan dengan syarat metiputi:

L. kegminn yang memanfantkon Ruang di sekitar Jaringsn Drainase
Hekunder dengan wyarot harus memenuhl persvarstan telonis;
dan

4.  pengombangan ssiem  jeringan  prasarana  dengan sysrat
dilaksanaken sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢ kegmtan  yang ddek  diperbolehkan  beripa  kegintan  vang
mengrkibatkan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Schkunder.
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Ketenituan umum sonasi Knwasan di sekitar Jaringan Dradnase Tersier
sebogaimana dimaksud pacds avat (1) huruf ¢ disusun dengan ketenman:
@ keglatan yang diperbolehkan meliputi:
| Itr.'ninl:m operasional, penunjang, dan progembangan Janingan
Emanrm yang terintegrasi dengan pembangunan jarngan
an;
4  pengembuangan Ruang Terbuks Hijau.
b ll:eguqt:m yang diperbolehkan dengan syarat meliputh
lkcgintan yung memanfaatkan Ruang di sekitar Jaringan Drainase
Teraler dengnn syarat harus memenuhi pcru_'rlrll.nn teknis; dan
2, pengembangan  sistem juring:.inm dengan  syarai
l:hlnknlnlkld n scsual dengan tuan prmturln porundang-
undangan
€. kegimtan yang tidak diperbolehkan berupa  kegaian  vang
mengnkibatikan terganggunya fungsi Jaringan Drainase Tersier.

Paragral 4
Ketentuan Umnnrn Zonas| Kawasan Lindung

Pagal 71

Retentuan umum zsonasi Kewssan Lindung scbegaimana dimaksud dalam Pasal
51 ayat (3] hurufl a terdin awss:

i,
b

E.
d.

Kerentuan umum gonasi Badan Air;

ketentunn  umum  onasi Kawasan yang memberikan  perlindungan
terhudp kawasan bawnhoannyvn:

Keteniuan umuam sonass Kawasan konservasi; dan

keteniunn umum zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove.

Pasgal 72

Retentuan umum zonast Hadan Air sebagaimana dimaksud dalim Pasal 71
huruf i disusun dengan ketentuan:

i

(1)

keguatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiaatan transportas: sungal,;

2. kegmian pemelharaan dan pelestarian Badan Air; dan

3, kegatan pertahanan dan keamanan.

kegnntan yung diperbolchkan dengan syarat meliputi:

1. pemanfontun air pada Badan Air sebagni sumber air baloy untuk
pemenuhan kebutuhan air bernih, air minum, dan/atau irigest akals
besar dengan svarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan
dan berdasarkan renoana perlindungan dan pengelolaan muty air,

1. kegatan perikanan tangkap dan perikanan budi doya dengan syarat
menuwm dengan ketentuan perundang-undangan;

3. keguitan panwisasta alam, pendidikan, dan penclition dengan syarar
tanpa mengubah bentang alam; dan

4. pengembangen  sisicm  jaringan  prasarana  dongan | syarat
dilokpanokon wcsusi dengan  ketentusn  peraturan  perundang-

undangan. .
kegialan yang tidak diperbolehlkan meliputy:
1. kegiatan yang mengakibatkan tergangpunya aliran air, tegadinys
Ecnrrrrmrnn dan penurunan kualitas Badan Air; dan
tan yang merusak estetika dan fungsi Badun Air.

Pasal T3

Ketentusan umum zonas  Kowasan memberikan  perlindunpan
terhadap kawasan bawahannya utﬂmmaun dimaksud dalam Pasal 71
huruf b terdini atas:

a, keteniuen umism onast Kawasan Hutan Lindung; dan

b,  kctentuan umum zonas Kawasan Lindung Gambuot.
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Ketentuan umum sonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud

padi ayal (L hunl & disusun dengan ketentuan:

4. kegmtan yang diperbolehkan berupa kegiatan yang berhubungan
dengan pelestanian dan peningkutan fungsi hutan indung;

b kegatan yang diperbolehkan dengan symrat berupa pemanfastan dan
penpgunaan  Kawasan  Hutan Lindung untuk kepontingan
pembangunan di luar kegatan kehutenan dilaksanakan scsusi
ketentuan perundang-undangan, dan

o  keginian yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengurang
lungsi Kawasan Hutan Lindung serta yang mengganggu dan/atau
merusak ckkosistorn Kawasan hutan.,

heotertuan umum  sonast Kewasan  Lindung Gambut  schagaimans

dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

. kegiatan ynng diperbolechknn berupa kegatan suksesi alami, restorasi,
echabilitasi, dan/atau carn lain yang sesuni dengar perkembangan
imu pengetohuan dan e sesun| leefentuan  peraturan
prrundang-undangen puns ungi maupun melestarikan
chosistem gambl,

b, kegiaian yang diperboichican dengan sysrat meliputi:

1. kegiaian pemanfaatan ckosistem gambul dengan syarat wajib
melaksanakan kajian dokumen lingkungan dan fatau rekayesa
teknologi pengelolpan lingkungan lnhan gambut;
kegiantan wisala alam tanpa mengubah bentang alam;
kegistan  pertanian  dengan  syarat  menempkan  prinsip
pengelalnsn ekaslatem gambut secara berkelanjutan; dan

4. pada ares yang telsh terbit izin kegiatan perkebunan sebelum

peraturan il ditctapkan masith diperkensankan pemanfastan

sesudi n sampai dengan batas waktu i=in tersebut berakhir

sesual dengan ketentuan peraturan perundangan vang berlaku.
¢. hegaan yang tidak diperbolchkan meliputi:

I.  kegintan yang memgakibatkan terlampouinya kriteria  baku

kerusakan ckosistem gambut;

4. pembakaran lahan gambut dan pembuatan saluran yang

meriga ki batkan gambut menjaci kering.

Pasal 74

Ketentuan umum sonasi Kowasan konservasl schagnimans dimaksod
dalom Pasal 71 hurul ¢ berupa ketenluan umum zonos! Kawasan
peiestarian alam.

Ketentuan umum kewasan pelostarian alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa ketentuan umum sonasi Taman Nasionnl diswusun dengan
ketentunn

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan icknolog;
pendidikon dan peningkatan kesadartahuan konscrvasi alam,
penyimpanan dan [atau penyerapan karbon;
pemanlaaian air,
pemaniaatan energ air, panas, dan angin yang pemanfastannys
tdak dilakukan melalui penambangan;
pemanizatan tumbuban dan satwa liar dalam rangka menunjang
budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dengan
pemulian, penanglaran, dan budd daya flor, fiuns serta bagian
tar tumbuhan dan satws Har;
peman fosten sumber ploama nutfah untuk penunjang budidaya,
pemanfastan wadisional oleh masysrakal setempat (kegiatan
pemungutan hasil hutan bukan Keyu dan budi daya tradisionaf);
9,  perlindungan dan pengamanan;

10, inveniersas dan monitoring sumber daya alam hayati dengan
shosistemrya,

11. pembinasn habitat dan populasi dalam rangha mempertahankan
keberadasn populasi hidupan Har;

ww
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12, pemulihan skosistem;

13, pelepasharan dan/atau remntroduksi satws Bar; dan

14, pemechharaan situs religi, budaya dan/atau scjarah.

b kegmstan yang diperbolehkan dengan syarst meliputi:

I.  perburuan tradisional terbatas dengan syarat untuk jenis vang
tidak dilirdung:;

2. wasata alam (mengunjung, melihat, menikmati keindahan alam,
keanckarsgaman tumbuhan  dan  satwa) dengan  syarat
membungun sarana kepariwisaioan maksimal (0% {scpulub
ﬁmmhﬂlmmﬂmdhmpkmdnhmmdrmpn

NEUNAN Semi permanen;

3. kegimtan permukiman masyarakat dengan  syamat  bersifat
sementamm yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan
Kawnsan tersebut sebagn Taman Nosional;

4. pembangunan sistern jarmgan prasarana dengsn syaral odak
mengganggu fungsi utams Taman Nasional;

5. pembangunan sarene dan prasarana pengelolaan dengan syarat
terbatos untuk menunjong kegiatan; den

6, penyelenggarsan upscara adet budsys danfatau  Keagimamn
dengan synml di 2one religy, budays, dan sejarah.

¢ kegintan yang tidek diperbolehkan berups kegintan yang  dapot
menggangEu dan / aau merasak eikoalstem Tuman Nasional.

Pasal 75

Ketentuan umum msonasl Kowaesan Ekosistem Mangrove sehagaimans dimaksud
dalam Pasal 71 hurul d disusun dengan ketentunn:

[

kegiatan yang diperbolehlean meliputi:

. kegiatan penanaman hutan plam dan/atau tanaman scsusl spesies
asli tanaman bakayu setempat;

2. kepiatan perfindungan, pengamanan hutan mangrove dan)stag
rehabalitas hutan mangrove: dan

4 kegintan penelitien dan pengembangan ilmu pengetshuan.

kematan vang diperbolehkan dengan syaral melipat:

1. kegiatan pariwisaie yang dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan den perundang-undangan;

2 pembangunan prasarans dan sarans penunjang kegiatan panwisata,
edulaami, konservasi kawasan, penelitan dan pengembangan ilmu
pengetahuan dengan syarat sesusi denmgan ketentuan peraturan dan
P-erundnng-mﬂnngan;

3. permukiman cksisting yang sudah ada lebih dulu dengan syamt tidak
menmmbah bngunan bary; dan

4. pado area vang lelah terbit izin keglatan perkebunan sebelum
perituran inl ditelapkan masih diperkenankan pemanfaatan sesoai
zin sampal dengan batas waktu isin tersebut berakhic sesun dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

kegiatan yang tidak diperbolehkan berups kegistan ynng mengubah

dan /ateu merusak fungsi Kawasan Ekosistern Mangrove.

5
Kelentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal T6

Ketenituan umum zonas: Kawnsan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 aynt {3) hurul b terdin atas:

FECORNTE

ketentuan wmum monani Kewssan huten prododksi;

ketentuan wmum zonms Kewssan pertamnn,

koieniuan umum sonasi Kewasan Peruntukan Industri;
ketentuan umum sonadi Kewasan Pariwisate;

Kelentuan umum sonss: Kawssan permuakiman;

kelentiusn umum zonasi Kawasan Transportasi: dan
ketentusn wmum zonest Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
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Pasal 77

Keterituan umum zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud
dnlum Pasal 76 hurul a terdiri atas:
g, ketenluan umum sonasi Kewasan Hulan Produksi Terbatas:
b, ketentusan umum onasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
c. ketentuan umum zonasi Kawasan Human Produks: vang dapat
Dikonversi.
hetentuan umum onsasi Kewassn Hutan Produksi Terbaies sebagaimana
dimaksud! pada avat (1) hurof a disusun dengan ketentusn !
a, kegutan yang diperbolehkan melipub:
I, keginton pengembangan hutan secara berkelanjutan: dan
2. kegiinn reboisasi dan rehabilitasi Kawnsan Hutan Procuksi
Terbatas.
b. I:ng;ntm yang diperbolehikan dengan syarat meliputi:
pemanfratan hasil hutan dengan syarat dilakukan scsuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan;
2. |hcgiatan Prmanfastan Ruang paida Kawasan Human Produksi
Terbates sesusi dengan  ketentuan  peraturan  perundang.

undangan; dan

4. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasoonn, samnn
dan utibitss sesual dengan peraturan perundang- undungan yang
berlaiboug.

. kegatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubsh

darn/siau merisak rl.'I:l'IF-I. Eawsssn Hutan Produks; Terbatas
Ketentuan umum zonssi Kawssan Hutan Produksi Tetip sebagaimana
ﬁunn!.-:uud pada ayat (1) huraf b disuaun dengan ketentuan’

kegiatan yang diperbolehionn meliputi:

1. kegiaton pengembangan hutan secara berkelanjutan, dan

3 I.;Egtﬂtﬂ-ﬂ reboisasi don rebabilitasi Kawasan Hutan Produks:

clop
b ln-gmun yang diperbolellkan dengan syarat meli puti:
pemanfzatan hasil hutan sesual dengan syaral dilakukan sesua
dengan ketentuen peraturan perundang-undangan;

1. kegintan Pemanfastan Ruang padas Kawasan Huton Produksi
Tetap sesum dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
elan

4. pembangunan dan pemeliharonn sarans dan prasarana, sarans
dan l-il::iﬂll sesuni dengan peratuman perundang-undangan yang

¢ kegintun yang tidak diperbolehken berupa kegintan yang mengubah
dan/atau merusak fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap,
Ketentuan umum sonasi Rawasen Hutan Produbesi vang dapat Dikonversi
scbagatnana dirmaksud pada ayat (1) burufl © disusun dengan ketentuan:
. Ill.'ﬁlﬂ.li.l'.‘t vang diperbolehkan meliputs:
kegiatan peagembangan hutan sccara berkelanjutan, dan

i. hegiotan rebowsas dan rehabilitasi Kewasan Hutan Produksi yang

dapat Dikonversi.

b. I::g:utan yung diperbolehkan denpan syarat meliput
pemanfaatan hasil hutan dengan syarat dilakukan sesum| dengan
ketemtuan peraturan perundang-undsangan;

2. hegiatan Pemanfaatan Ruang Rawasan Hutan Produbsi
yiung dapat Dikooversi sesusi dengan  keteniusn  peratoran
prrundang-undangan; dan

4. pembangunan dan pemelihursan sarena dan prasarans, sarana
dan utilitas sesual dengan peraturan perundang-undangan vang
beriaku

¢ kogiEtan yang tklak diperbolehken berupa kegintan yang mengubah
dnﬂumuurnmkamm Kawasan Huian Hutan Produks: vang dapat

[Mkorvers]
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Pasal 78

Ketentuan umim zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalim
Pasal 76 huruf b terdist atnsg:
4 ketentuan umum sonas: Kawasan Tanaman Pangan; dan
b ketentuan umom onasi Kewasan Perkebunan.
ketentunan umum peratummn Kewasan Tanaman Pangsn schagaimana
chmaksud pada avat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
] I-nep;knmn vang diperbolehkan meliputs:
kegiatan budi daya tanaman pingan yang meliputi produbks:,
pengolahon hastl, pemasaran, I!Ilﬂ]l:ll.ﬂ dan pengembangan,
serta sumber days lanaman pangan
2. kegiatan pelestarion sumber d.u,;ru .mr
4. kegiatan perikanan bodi dava;
4.  kegiatan pariwisstn berbasis pertanian; dan
5. pengembangan teknik konservasi lshan pertanian yang ramah
lingktngan dan berkelanjutan.
b, im;:lam:s. yang diperbolehkan dengan syvarat meliputi:
kigiatan pembangunan dan pengembangan sarans prasarang
pendulcung kegiatan budi daya tanaman pangan denpen syarat
memenubn persvarnian keamanan dan standar mutu dengan
memperhattkan dayas dukung kawasan:
4. pengalihfungsian lahan budi daya tanaman pangan dilakukan
sCsuil dengian ketentuan peratumn perundang-undangan;
3.  kegiatan permukiman perdesaan yeng mendukung fungsi utamas
Kawasan scsum  dengan  Ketentuan peratumn  perundoang-
undangan;
4. kegiatan hortikulturs, perkebunan, dan  peternakan  wewusi
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
kegiatan industri pengolahan dan peningkatan hasil tanaman
pangan dengan memperhatikan keamanan ngkungan sesuai
dengan ketenruan peraturan perundang-undangan; dan
fi.  kegiatan pertambangan dan energi dengan ketentumn  tidak
mengganggu fungsi utama kawasan eerta dilakukan sesuaal
pernturan perundang undangan.
¢ kegatan yang tidak diperbolehlan berupa kegintan yong dapat
menggangni dan /atau merusak lungsi Kawasan Tanaman Pangan;

Keteniuan umum sonasi Kawasan Perkebunan sebagaimans dimalksud
pada avat (1) huref b disusun dengan h:l"f.l:l‘l'l‘ﬂ-ﬂ.!‘l:
a hnmntan yang diperbolehkan meli
kegiatan opemsional, pon l.n:.. dan pengembangan Kawasan
Perkeburnan;
kegiatan nset atou penelitiun dalam mendukung investasi
peninghkaton produksi hasil perkebunan;
kegintan petermakan;
kegiatan pelestarinn sumber daya nir;
pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang mmnb
lingkungan dan berkelanjutan;
kegiatan permukiman ekaisting; dan
penghijauan ingkungen.
b kﬂginmnyang diperbolchkan dengan syarat meliputy;

Emumn permukiman perdesaan veng mendukung fungs: utams

wasan,

2 kegiatan budi daya perikanan, tanaman pangan, hortioulturs
dan peternakan yang dilaksanakan dengan syarat  sesuai
ketentuan peraturan perindang-undangan;
kegiatan industri yang dilaksanakan dengan syarat sesuai
ketentuan poraturan perundang-undangan,

4.  kegiatan pariwisaia dengan letap memperhatikan daya dukung
dan days tampung lingkungan hidup;

o

Mmiia
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rtambangan vang digolonghkan menjadi pertambangan panas
Eu:m., pertambangan mineral logam, mineral buknn  lopam,
pertambangsn  batuan, pertambangan batue  bara,  dan
pertambangon minyok dan gaas bami;

6, pengalihfungsian Inhan budi dava ptrh:hum.n dihkuknn ruLLm

7. pengembangan sarana  dean  prasarana dl:n.m.n syarat
dilaksanaksn sesusi dengan koleniuan peraturan perunclang-
undangan,

B, kegiotun lan di luar budi deya perkebunan yang tidok
mengganggy fungal utama Kawasan; dan

9. kegiatan yang tidak diperbolchkan berupen kegmian yang
menimbulkan kerusakan Kawasan Perkebunan.

Pagal 79

ketentuan umum sonas) Kewasan perkanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya
disusun dengan ketennan
W keguatan yang diperbolehkon meliputic
.  mengembangkan sarmna dun prasarmne untuk penpgembangan
perikanan bud) doya; dan
2. hegatan peningkstan produlttivites hasil peribanan.
b.  kegintan yang diperbolebkan dengan syarat mebputi:
1. peapermbangan permukiman d&n?l‘l iF s efalrag kepadatan rendah
dengan syarat udak mengganggu fungs utama kawasan;
2.  hkegmtan industri hasil perikanan, pariwisata dan penclitian dengan
syarmnt dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undargan; dan
3. peda uwrea yang telah lerhit izin kegistan perkebunan sebelum
peraturan in ditetapkan maeih diperkenankan pemanfastan scasunkt
Lain sempai dengan bates wakiu izin tersebut berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
c.  kegatan yang bdak diperbolchkan berupa kegiatan yang menimbulkan
kerusalkan Kawasan Perikanan Budi Daya,

Pasal 80

Ketenbuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 huruf d disusun dengan ketentuan:
u. I;l:puht:n YUng l:lip:rhuﬁ:'l‘:rjnn meliputi; g
X EElan operasional, Jang, ngembengan  Kawnsan
Peruntukan Industri; durl:m . e
2. pengembangan Ruang Terbuke Hijaw;
ls. h‘pllun yvang diperbolchkan dengan syarat meliputi:
wegmian pengolahon limbah yang dilaksanokan sesuai dengan
ketentuan persturan perundang-undangan;

4. pembangunan dan pengembangan sarana den prazarana wilaveh
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan;

A, pembangunan dan pengembangan permukiman kepadoatan rendah
sesuni dengan ketentuan pernturan perundang-undangun; dan

4. kKegintan perdagangan dan jasa tanpa mengurangl fungsi Kawasan.

¢.  kegiatan vang tdak diperbolehkan melipuii:

1. kegiatan indusini yang dapat merugak lngloungan; dan

d. hkegmtan yong dapal mengganggu operasionnl, penunjang, 4sn
pengembangan Kawasan Peruntukan Indestn,

Pamal 81

hetenituan umum Fonasi Kawasan Panwisata sebapaimana dimaksud dalam
Pstgal 76 huruf e disusun dengan ketentuan:
6. keguatan vang diperbolehkan mehputs:
| 8 :ﬂﬁiﬂ-ﬂﬂ operasinnal, penunjang, dan pengembangan  Kawnsan
Wrtwisaing



(1)

(2}

kegintan fsel atau penelitian;

pengermn sislem jaringan prasarana wilavah;

petvediaan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan

pengembangan Buang Terbuka Hijou,

patin yang diperbalehkan dengan syarat meliputi:

permukiman yvang sudah terbangon di dalam dan di seldiar kawnsan

srhelum ditetaphkan sebagai kawasan pariwisata;

mncdustry kecil ramah Haghungen yang mendulung fungsi kowasan

sebogal penunjang kawasan pariwisate;

mdustri kecil dan menengah yang menghasilkan limbah, diwsjibkan

memiliks instalas pengolahan Itmhih {IPAL]; dan

Wmﬁm budi diya pertanian dan perikanan dengan syarat
) kan scsusi dengan  ketenfusn  peraturan  perundang-

undangan.

keglatan yang bdak diperbolechkan berupa kegatan yang menimbulkan
kerunakan Kawasan Pariwisata,

—FOREN

W W

Pasal 82

hetentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud
dialam Pesal 76 hurul { terdin atas:
i, ketentuan Wmum zonasi Kawasan Permukiman Perlotuan; dan
b ketentuan umum zonasi Kawssan Perrnukiman Perdesunn,
Keteniuan umum sonasi Kawasan Permukiman Perkotsan sebagoamann
dimuksud pada ayal (1) huruf & disusun dengan ketentuan:
a.  kegatan yang diperbolehkan meliputi:
I hunian tunggsl dan bersama dengan  intensitan  kepadstan
sednng dan tingn;
penyedisan jahir dan ruang evakuasi bencana;
pengembangan sumber daya air;
penataan kawasan permuliman poda sempadan sungii;
pengembangan sarana dan prasarana wilayah;
rlrn.i':mi:-:mn; Rusng Terbuka Hijaw;
peningkatan «fisiensi potensi linglungan hunian perkotamn:
p:nmgl‘.n.l'.ln pelavanan linglungan huntan perkotaan;
dan pengembangan linglungan hunian perkotaan
ynnﬂ mendukung pengembangan kota layak huni, kota hijau, dan
kota cerdas;
pembangunan dan peningkatan keterpaduan prasaraon, sarana,
dan ufilitas umum lingkungan hunian perkotaan yang terpadu
dan berketahansn terhadap perubahan iklim don benoana;
11. pencegahan dan peningkatan kumbitas terhodap perumahan
i kumuh dan F!T{E:k!m Teumuh;
- pembanginan pengembangnn permukiman perkolaan yan
berbasis pemberdayaan masyarakat; dan ”
13, pengembangsn wempat pelayanan jasa pemerintaban, pelayanan
sosial, dan kegiatan ckonomi.
b.  kegutan yang diperbolehloan denpgan syarat melipu:
1. :u:datau sctlain hunian yang berpotensi menimbulkan gangguan
mﬂ:ur:ﬁlm
perkantoran, perdesgangan dan jesa serta sektor informal yang
mendukung aktvites hunian,
industri menengah dan industrd besar:
kegintan  parmwisats  yang huinzrg. dengan  kawasan
permubaman; dan
kegintan budi diys dengan syarat tidak menimbulkan dampak
lingkungan dan sosial, Eﬂrmmrnmnmgnium kawasan.
¢,  kegiatan yang tdak diperbolehkan

1. menimbulksn gangguan vang dapat merusak fungsi utama
kawasan permukiman,

¥ SN BT SRS
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3.

menyelenggarskan pembangunan perumahan,  yang tcdak
membangun perumahan sesupi dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasana, sarana, dan  uatihtas umum  yang
diperjanjikan; dan

mengalibifungsikan prasarana, sarana, dan atilitas umoem di luar
fungesimya.

(3] Ketentuan umum zonasi Kowasan Permukiman Perdesaan schagaimana
dimnksud pada ayat (1} huruf b disusun dengan ketentusn:
a.  kegimtan yang diperbolehkan meliputi;

1

e N bin AwK

11.

12.
13.

hunian  tunggal dan bersama  dengan  intensitas tan
L = kepada

penyedinan jahur dan rusng evakuasi bencana;

pengembangin sumber daya air;

penatann  kawasan permukiman pade kewasan  sempadan

BT,

pengembangan Ruang Terbuka Hijau

peningkatan kclestarian alam dan cfisiensi potensi sumber dava

pada Linglkungan Hunian perdesaan;,

e b L pengombangan clan/fatau mendorong

pengembangun bagan Lingkungun Hunan perdesaan;

peningkntnn pelaynnan Lingkungan Hunian perdesann;

prmibeniukan dun peningkaian kopelktivitas Lingkangan Hundan

perdesaan dengan Linghungsn Hunian perkotaan;

- pembangunan dan peningicatan hubungan kegiatan ekonomi

hulue di Lingkungan Hunian n:l:sun dengan alan ekonomi

hilir di Linglkungsn Hunian e e
pembangunan dan  peningkatan In.,l.nm-n., Kuntitas  seris

keierpaduan Prasaransd, Sarana, dan Utiitas Umum Linglungian

Hunian perdesoan;

pembangunan dan pengembangan Permukiman perdesaan yang

berbasis pemberdayaan mosvarukat; dan

pengernbangan tempal pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan

sosial, dan keglatan ekonomi

b, kegiatan yang diperbolehkan dmaum syarat mcliputi;

o N

@ o

kegistan sciain hunisn yang berpotens! menimbulkan gargguasn
lmgleungan,

perkantoran, perdagangan dan jasa serta scktor informal v
mendukung aktivitas hunian; . .
industr keci]l dan industri menengah

kegiatan pertambangan dan energl dengan ketentuan bdak
mengganggu fungsi ufama kawasan serta dilakukan sesuai
peraruman perundang-undangan;

kegiatan peternakan dan ;

kopian panwisain  yan be: n kawasan
permukiman; dan . S .

kegistan buch davi dengan syarat tidak memumbulkan dampak
lingkungan dun sosial, serta mengganggu fungsi utama kawasan,

C. I:cgman yang tidak lilpertnh:hlmu metiputs
kegpatan

hunian wvang menimbulkan dampak pegatil bag
1 terutama  kegiatan yang menimbualkon  polus:
ngkungan (udara, suam, air, deb) yang dapat menggengzu
berlangsungnya uktivites hunion; dan
menyelengurnkan  pembangunan  perumahan, vang  tidak
membangun perumahan sesual ﬁmnmﬁh:-:m spesifikasi,
POrEVETALAD, prasana, Sarand, n ilas  Umim  yang
diperjanjikan.

Pasal 83

Ketentuan umum sonas! Kawasan Transporiesi scbagmimana dimaksud dulam

Pasal 76 huruf g disusun dengan ketentuan:

a.  kegintan vang diperbolehkan meliputi penyediaan sarana dan prassrang
minmum pendukung kegiatan transportasi;



b, kegiatan yang diperbolehken dengun syarat yaitu uniuk  kegiaian
pﬂdamnmn dan jasa dengan mﬂnpm'hlh.lmn ketersediaan lahan scsuan
dengan kebutuhan pelayanan transportasi; dan

c. hegmion yang tidek diperbolchkan berupa segalas kegminn yanyg akan
menggungey aktivitas transportasi,

Pasal Bd

Ketentuan umum sonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagnimans
climaksud dalam Pasal 76 hural h disusen dengan ketentaan:
o Iml,m'r.un vang diperbolehlmn meliput:
akbivitas keglatan terkait pertabanan dan keamanan;
2. kegiatan operasional, pemunjang, dan pengembangan Kowasan
Pertahanan dan Keamanan;
3. pembangunsn  ssrana :!nn prasaruns  pendukung  Kowssan

4. pengembangnn Ruang Trﬂmkl Hiau.
b, keginien yang diperbolehkan dengan syarat meliputic
1, kegatan budidaya di selitar Knwnsan Pertuhanan dan Keamanan,
2. keogatan perdagangan dan  jasa dilaksanskan sesuni dengan
ketentusn peraturan perundang-undangan;
3. pembatasan pendiman bangunan hanya unfuk menunjeng fungs
Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilakssnakan sesund
dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
¢.  kegintan vang tidak diperbolehban berups segala akiivitas budl daya vang
akan mengganggu aktivitas pertnhanan dan keamanan.

Paragraf 6
Ketentiuin Khusus Rerwana Pola Ruang

Pasal 85

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang terdim atas:

i ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangsn,

b, kelentuan khusus Kewasan Pertanian Tanaman Fangan Berkelanjutan:
e, ketentunn khasus Kawasan rmwin bencana;

d. ketentuan khusus Kowasan sempadan; dan

¢ ketentuan khosus Kawasan pertambangan mineral dan bata bars.

Pasal 86

(1) Ketentuan khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 85 hurul a disusun dengan ketentusan: :

a. kegiatan yang diperboichkan berupa kegiatan opernsional, perurjang.
dur pengembangan Kewasan kesclamaton opersisi penerbangan,

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi days
lninnya dengan syarat dilakssnakan sesusi dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. kegiatan vang tidak diperbolehkan berupa kegiatan vang mengganggu
Eawnsan kesclamatan operusi penerbangnn.

[2) Ketentuan whusus Rencans Pola Ruang Kawasan kesclamaian operasi
pencerbangan schagamans dimaksud pada ayvat (1) dituangkan ke dalam
peta sebagaimana tercantum dalam Leampiran XIV yang merupakan bagian
tidnk terpisahkan dari Peraturan Daernh ini.

Pasal 87

(1) Ketenmusn khusus Kawssan Pertanisn Tanaman Pengan Berkelanjutan
sehogaimann dimaksud dalam Pasal B5 huruf b berpedoman pada
ketentisan,  urmmum  sonasi Kawasan tanaman Pangan  scbagnimana
dimaksud dalam Pusal 76 ayat {2).



{2} Ketentusn khusus Rencane Pola Roang Kawasan Pertanian Tanamen
Pungan Berkelaniu tin sebagnimana dimaksud pacle ayat (1) ditunrghan ke
dalnm petn sebagaymana tercantum dalam Lampimn XV yang merupalkon
baggan tidak terpsahkan dort Peraturan Daerah ini.

Pasal B8

(1) Ketentmuan khosus Kewasan rowan bencana schagaimana dimahksud dalam
Pasal 85 huruf ¢ berupa ketentuan khusus Kewssan rawan bencani banjir
disusun dengan ketentuan:

n kr.'glai.l.n yang diperbolehlkan meliputs:
membangun sistem jaringan prasarana mitgasi bencans bangir;
'2: pengembangan sislem juringan evakunsi bencana banjir,
3 kegiatan tanaman pangan, pariwissta alam, pendidikan dan
pemljrmn. sertn pengembangan iimu pengetahuan dan teknologi;

I:eg:num pertahanan dan keamanan.
b. kqpamn wvang diperbolehlknn dengnn ayarat meliputi:

I. pemasangan popan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan,
dan rambu-ramby  pengamanan  dilakbsanikan sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

2. pendidan bangunan untuk kegiatan pertanian naman pangin
dan peternakan dilaksanakan sestni dengan Ketenunn peraluran
perundang-undangan; dan

3. pengembangan  permukiman dan  ndusti cksisting dengan
pembatasan |uas.

c. kegiatan yang tidak diperbolchkan meliputi

1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir, dan

2. kegimtan yang mengganged fungsi jalur evakuas: bencann dan
tempait evakuasi bencana,

(3 Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang Kewasan rowan bencann
sehagnimana  dimaksod pads ayat (1) ditusngkan ke dalam peta
schagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian
tidak terpisabkan dan Peraturan Dacmah ini,

Pasal 89

(1) Keterpuan khusus Kawasan sempadan scbagaimana dimakmud dalam

Pasal 85 huruf d terdiri ntas:

4. ketentusn khusus sempadan pantai; dan

b ketentusn khusus sempadan sungai.

(2] Ketenitusn khusus sempadan pantal sehagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a disusun dengan ketentuan:

a  kegiatan yang diperbalehkan meliputi:

Pemonfaaten Ruong untuk Ruang Terbula Hijan;

bangunan fasilitas khusus untuk penclitian, pengendalian air,
dan sistem peringatan dini (early warning sgpetem)

kegintan yang berhubungan dengan pelestanan panta,

keghatan pertabanan dan Keamanan;

kegintan chowisats dan wisata bahuri; dan

kegintan konservasi, penataan Knwasan, dan pembanglinan yang
meningkatkan flungsi Kawasan.

b. kematan yang diperbolehkan d::q;m syarat melipu:

1. bangunan pelabuhan dan fesilitas kelengkapannya dengan tetap
mempertahankan kelestarten sempadan pantai di sekitamya;

2. bangunan Jembatan, dermaga, terminal untuk kepentingan
sendiri [TUKS), terminal khusus, ssrane penbadetan, jalur pipa
migas, jalur pipa air minum, jalan, infrastrukiur
ketepagalisirikan  sesuai  ketenfuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

ot

o 1



-

3. kegiatan permukiman, pertanian, perikanan  budi daya,
perkantoran, dian perdagangan barnng dan jasa yang sudah ada
pada sempadan pantid sebelum ditetaplan Peraturan Daerah ini

keglatan yang tidak diperbolehlan berupe kegiatan vang mengganggu

sempadan pantai.

(3] Ketentuan khusus sempadan sungai scbagaimann dimaksud pada avat (1)

h

uril b disusun dengan ketentuan:

kegatan yang diperbolehkan meliputi:

1. Pemanfantan Ruang untuk Busng Terbukn Hijau;

2. bangunnn (esilitas khusus untuk penelition, pengendalinn wir,

dan sistern peringatan dini [esriy waming system);

kegatan yang berhubungin dengan pelestanan sungar;

kegintan portahanan dan keamanan; dan

kegatan honservasi, penataan Kowasan, dan pembangunon vang

meningkatkan fungal Kewasan.

kewatan yang diperbolehkan dengan syamt meliputi:

. pemanfanian sccarn terbatas untuk angunan prasarans sumber
daya air, (asilitas Jembatan, jalan, dermaga, pelabuhuan, terminal
khusus, terminal untuk kepentingan sendirt [TUKS), jalur pipa
gas dan air minum, rentangan kabel istrik dan lelekomunibkesi,
dan banpgunan ketenagalisttikan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. kegiatan permukiman, portaninn,  porikannn bedi dava,
perkantoran, dan perdagangan barnng dan fnsa yang sudah ada
pada sempadan sungal sebe lum ditetapkan Peraturan Daerah ini:

3. peryedisan faxilitas aosind atay fasilitas smum sesuni ketantoan

peraturan perundang-undangan;

pengembangan sistem pengendaban banjin

kogalan pariwisata yang tidak mengubah bentang alam dan

tidmi merusak keseimbangan Hnghungan dengan

memperhatikan lokasi, keicbalan sempadan, dan karakieristik
sungai; dan

6. peocmpatan prasarana dan samna ingkungon bag kepentingan
umum yang tdak bertentangan dengan peraturan  dan
perundang-undangan,

c. kegiatan yang udak diperbelehlan berups kegatan yang
mengpangeEy scmpadan sungan

Wl

= s

4} Ketentunn khusus Rencana Poln Ruang Kowasan sempadan sebagaimana

(1

dimaksud pada ayat (1) dituengksn ke dolam peta  schagaimana
tercantum  delam  Lampiran  XVII vang merupakan bagan Udak
terpisnhikan dari Perniumn Duench int.

Pasal 90

Ketentuan khusus Kawasan pertambangan muneral dan batu bara
sehagrimana  dimaksud delarm Pasal 85 hurol e disusun dengan
hetentunn:

a. kegimtan yang ciperbolehknn brrupa kegiatan opemsional, penunjang,
dan pengembangian Kawasan pertombangan minerml dan butu bara,

b. kegiatan vang diperbolehkan dengan syarat berupa kegistan budi daya
lamoyn  dengan syvaral  dilaksannkan sesuni dengan  ketentuan
persturan perundang-undangan; dan

c. kegiatan yong tidak diperbolehkan, melputi:

I. kegiatan yang menggengeu Kawasan pertambangsn mincral dan
balu bara; dan

2 kegintan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi  menimbulkan
kerusakan lingkungan di Kawassn pertambangan mineral dan =i
bara.



£2] Retentuan khusus Rencana Pola Rusng Kawasan pertsmbangan mineral
dan batubars schbagnimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
peta schagaimana lcrcanium dalim Lampiran XV yang merpakan
bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini

Penilaian Pelaksanaoan Pemaniaatan Ruang
Pasaal 9]

Petlivian peliksanaan Pemanfaaian Ruang schagnimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (4) huruf ¢ dilaksanakan melalui:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

b penilaEn perwujudan RTEW Kabupaten.

Pagal 92

(1] Penjlaan pelaknanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 hurf

& dilaksanakan untuk memastikan:
a, kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
b, pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

2] Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR scbagalmana dimaksud pada aval
(1} huni! a dilakukan pada periode:

n. welarna pembangunan; dan
b, pascs pembsngman.

(4] Penilaan pada penode selama pembangunan sebaguimana dimeksud pada
wyat (2) huruf & dilakukan untuk memastikan kepatuban pelaksanaan
dolom memenuhi ketentuan KKPR.

(4)  Penilmian pada periode selama permbangunan sebagarirnana dimaksud pada
ayal (3] dilakukan paling lambat 2 [dus) tahun scjak ditcrbitkannys KKPR.

{5) Dalum hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4] ditermukan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR,
peisku kegiatan Pemanfastan Ruang diharuskan melakukan penyesunian

(6l Penilaian pada penode pasca pembangunan schagamana dimaksud pada
nyat (2) hurul b dilakukan untuk memastikan  kepatuhan  hasil
pembangunan dengian ketentuan dokumen KKPR,

(7] Daliam hal hastl penilidan sebagaimana dimaksod pade avat [6) diternuboan
I:Fthﬁu.i:pntuhan terhadap ketentuan yang tertusang dalam dokumen KEKPR.
dilakukan pengenaan sunk=s yang dilaksanskan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(8] Haaill peniloan kepatuban pelaksannan ketentuan  doalam  KKPR
swrbagnimana dimaksud pads ayat (2] dituangkan dalam bentuk tekstual
dun spasial.

% Penilvian pemenubhan prosedur perolehan KKPR sebagnimana dimaksud
pada ayat (1) huwul b dilakuken untuk memastkan kepotuhan pelaku
pembangunan/pemohon terhadap mhapan dan persyamtan peroichuan
RKPR vany dilaksanakan sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(10) KKPR scbagaimana dimaksud pada ayst [9) yang diterbitkan dan/aian
thperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal derma hukum,

(11} KEPR schagnimans dimaksud pada ayat (9) yang tidok sesuni lag abdbat
pclanyn perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi
Pemerintah Dacrmh yang menerbitkan KKPR.

(12) Terhacsip kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) dapat dimintakan panti kerogian vang lavak
kepada instansi Pemenmniah Daerah yang menerbitkan KKPR.

(£3) Penilaiar: peloksanaan KKPR schagaimans dimaksud pade ayat (1}
termasiik jugn pelabku Usahe Mikre Becll yang dilaksanaken sesuni dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan



(14)

(15)

(2]

(71

L]

(9

(1)

Dalam hal penilalan pelaksanaan KKPR  terhadap pelaku  usaha
schagmimana dimaksud pada ayat {13) terbukt tidak benar kegistan
Pemanfaatan Ruangnya dilakukon pembinaan oleh instansl Pemerintah
Dactnh yung menetbithan KKPR.

Ketenmuan  lebih  lanjur mengensi  penilaian  pelaksanasn KKPR
schapgaimana dimaksud pada ayal (1) dilakssinakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-

Pasal 93

Penilainn perwajudan RTRW Kobupaten scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 91 hiurul b dileksanalan melalui penilaian werhadap,

a,  perwujudan rencana Strukiur Ruang; dan

b, pervujudan rencana Pols Ruang.

Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebapgaimanns dimaksud pada avat

(1) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b, kesesuaian lekes:; dan

. kesesuaian wakto pelsksansaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaiun perwujudan rencana Struktur Ruang sebagalmana dimaksod

pada aynt (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan

pembangunan pusat-puesst permuliman dan sistem jaringan prazarans

terhadap rencana Struktur B

Pendlaian perwujudan rencana Pola Ruang schagmimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingsn pelaksanman progrm

pengelolaan linglaingan, pembangunan berdasarkan perizinan beruseaha,

don hak atas tansh terhadap rencana Pola Ruang.

Hasll pentlalan perwujudan rencana Stoukur Ruang  sebagsamana

dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a.  muatan rencana Struktur Rusng terwujud;

b,  muatan rencana Strukiur Ruang belum terwujud; dan

¢ pelaksanaan program pembangunan tdak sesusl dengan muatan
repcana Struktur Ruang.

Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud

pada avat (4] terdin aras:

a. muatan rencana Pein Ruang terwaajod;

b.  muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan

e pelaksensan program pembangunan tidek sesual dengan muatan
rencana Pola Ruang,

Tingkat perwujudan rencana 8trukiur Ruang sebagaimana dimaksud pads

ayal (5 dan tingkst perwujudean rencans Poln Ruang  schagaimeans

dimaksud pada ayat 6] dituangican dalsm bentuk tekstus! dan spasial.

Peniloian Perwujudan RTRW Kabupeicn schagaimana dimaksud pada avar

(1) dilakukan secara periodik den terus menerus yait 1 (satu) kb dalam

3 (lima) mhun dan dilaksanakan | [(satu) tabun sebelum penmjauan

kembali RTRW Kebupsten,

Ketentuan lebih lanjut mengenal penilaian perwujudan RTRW Kabupaten

schagaimans dimaksud pada wvat (1) dilaksanakan sesusi dengan

ketentuan peraturnn perundang-undangan,

Hagian Kermpat
Ketentuan Insentif dan Disinsentil
Paragrafl |
Umum

Pasal 94

Ketentuan insentill dan disinsentif schapaimana dimaksud dalam Pasal 50

ayal (4] hurul d diselenggarakan untuk;

a.  meningkatian upaya Pengendalian Pemanfastan Ruang dalam rangka
miewijuikan Tots Ruang sesani dengan RTRW Knbapaten:
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. memfastiios kegintan Pemanfntan Ruang agar scinlan dengnn RTRW
Kabupaten; dan

. meningkatian kemitrian semus Pemangka  Kepenbingan  doalam
rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.

Insentil dan disinsentif sebagaimana dimaksud pads ayver (|| depatl

dibenkan kepada pelaku kegiatan Pemanfantan Ruang untuk mendukung

perwujudan RTEW Ka

Pembernan insentil dan duun:cnnl' schagaimana dimaksud pada avat (1)

dilak=anakan untuk!

a.  menindsklanjuti pengendalian  implikast kewilayahan padas 20nn
kendali dan zona yang didorong; atau

b menindaklanjutl implikos kebijalon aten rencana strutegis nasional.

Pembernan insentil dan disinsenti] sebagnimana dimaksud pada ayat (1)

dilak=anakan oleh Instans! Pemeriniah Daerah  Kabupsiien  yang

berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carm dan mekanisme pemberan

inscntil dan disinsentifl scbagaimana dimaksod pada ayat (1) diatur dengan

Perrmiran Bupati.

Puragral 2
Ketentuan Insentil

Pa=sl 05

Inscntif schagaiman: dimaksud dalam Pessl 94 ayat (1) morupaken
perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan doya  tank;
dan/atau memberikan pocepatan terhadap kegimtan Pemanfmatan Bunng
yaung memiliki niled tmbah pada ona yvang  perlu  didoerong
pengembangannys.

Insentil sebagaimann dimaksud podo ayat (1) terdiri atns:

g, nsenbf hisksl; dan/asiau

b, insentf nonfiskal.

Innentif finkal sebagnimans dimaksud pada ayat (2] huruf a melipoti

n.  keringanan pajak,

b. retnbusi; danfatau

¢. penenmaan bukan pajak.

Insentifl nonfiskal sehagaimana dimaksod pada syar (2) hural b melipur:
5, pemberian Kompernsasi;

b. subsidi;

t. mbalan;

d. scwa Runng

€. urun saham,

f faslitasi Persetujonan KKPR;

g. penvediann prasarana dan sarana;

h. penghargaan; dan/atau

i, publikaai atau prommos

Insentif sebagaimona dimaksud pada ayat (1) meliputi:

4. deri Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemwenntah Dacrsh
lainmya; dan

b. darn Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Maosvorakat.

Insentif dari Pemerintah Dacrah Kabupaten kepada Pemerintah Daerabh

linnye schagaimans dimaksod peda ayvat (3) ool a dapet beropa:

#. pemberian kompensast,

b,  pemberum penyedinan prusarana dan sarans,

¢ penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promost Daerah,

Insentil dart Pemenntih Deersh  Kabupalen kepads Mosvarshal

sehagaimana dimaksud pada ayat (5) horaf b dapat berupa:

i, pembenan keninganan pajak danfatau retribuss

bh. subsidi;
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fanditas: Porsetujuan KKPR:
. penyerdiaEn prasarRna don SArEna;
:‘. penghargaan; dan/atau
publikasi atay pramos|,
Fﬁnhcrmn msentd schagaimana dimaksud pada ayat 6) dan ayat (7)
diliksanakan sesioi dengan ketentuan peraturan perundang. undangun.

Puragral 3
Hetentoon Disinsentsf

Pasal 96

Disnaentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) merupuborn

peranglnt untuk mencegah dan/atmu memberikan batasan terhadap

keglatan Pemanfantan Ruang yang scjalan dengon RTRW Kabupeten dalam

hal berpotensi melampaui daye dukung dan daya tampung lingkungan.

[hmmnentif sebagrimana dimaksud pada ayat (1] berupa:

. dmimsenl Oxkal; dan

b, disinsentil nonfiskal

Disinsentifl fiskal sehagmmana dimaksud pada ayat (2) hunal a berupa

pengicnaan pajak dan/atau retribusi yong tnggl.

Disinsenif ponfiskal schaguimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

mielaput

a.  kewagiban memben kompensasi atau imbalan;

b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan /atay

¢. pemberian status tertenin

Distnsentif sebageimana dimaksud pade ayat (1) meliputi;

8. dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepado Pemennish Doersh
lainnya; dan

b, dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat

Disinuentif dart Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemermtah Duerak

lainnys schagaimans dimaksud pada ayat (5) buruf s berups pembatnsan

peEnyedinan prosarars dsmn saran,

Basinsentifl dan Pemerinieh  Dacrah Kabupaten kepada  Masyarabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (5] huruf b meliputi:

A, pengenasn pajak dan/atau retnbusi yang tngg;

b, kewajiban memben kompensasi atau imbalan; dan [/ atau

€. pembatasan penyediaan pranarana dan sarana.

Pemberian disinsentil sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dan avat (7)

dilaksanakan sesua dengan keterituan peraturan perundang-undangsan

. pemberian kompensasi;
d. mmbalan;

e. mcwn Runng;

K Lirun sabhaom

[LB
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Bagian Kehma

Arahan Sanksi

Pasal 97
Arabian sanksi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayvat §4) huraf ¢
dilakukan melalui sanksi administratif
Sanksi adminisuail scbagaimana dimaksud peda ayar (1) dikenakan
kepada setiap Orang yvang tidek mensati RTRW Kabupaten yang telah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
Pemeriksann perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimabksud pada ayat
(2] ditakukan melalul audit Tala Ruang sesuai dengan keteniuan peraturan

Sanks admmistranl scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga
kepeda Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam
RTRW Kabupaten.
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Sunkel administrati! sebagaimana dimaksud pada avat (4) dapat dikenakan

tanps melals proses audit Tate Ruang

Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah diteiapkan vang

ok batken perubwhan fungsi Ruang s=bagaimana dimaksud proachin wyat

(2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfastan Ruang dalam RTRW

Kabupsien sebagaimana dimaksud pads avat (4), meliputi:

4. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; danjatau

b. F&Pminfaatnn Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan
=5

Pasal 98

Belmn perbuatan schagaimana dimaksud dalam Pusal 97 ayar (), sanksi
administratf dapar dikenakan kepads setiop Orpng yang menghalang
nkncs lerhadap Kawasan vang oleh ketentusn peraturan perundang.
undangan dimyatakan sebagni miftk umuom.

Perbuatan menghalangi akses sehagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
berupa penutupan akses sccara sementara MAUPUN permMARET.

Pasal 99

Pengenaan sankai administratil sebaguimana dimaksud dalom Pasal 97

aynt (1) dilakukan berdasarknn:

a. hasil penilsian peluksanaan ketentuan KKPR;

b, hasil Peogawasan Penataan Ruang;

€. hasil sodit Tate Ruang; dan/atau

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Sanks! admmistratil sebagammana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan

berdasarkan:

o. besar atmu kecilnya dampak yang difimbulkan akibat pelanggaran
Peratann Ruang;

b, nilni manfast pemberion sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
Penataan Ruang; dan /atau

¢ kerugian publik yvang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan
Ruang.

Posal 100

Sanksl acministratil sebagaimens dimaksud dalam Pasal 97 avat (1)
mieliputs:

i. peringntan tertulis;

b. dendn administraf;

penghentian sementara kegiatan;

. penghentian semenlam pelayanan umum;
penutupan lokasi;
pencabutan KKPR;

pembatalan KEKPR,

¥R maan

Dienda adminisiratil sebagaimana dimaicsud pada ayat (1) hurul b dapat
dikenakan secara tersendin atau borsuna-suma dengan pengenann sanlod
administratif Luin.

Ketontuan  lebih lanjut mengenal sanksi administratil  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diamur dengan Peraturan Bupati.

BAR IX
KELEMBAGAAN
Pasal 101

Dalam rangka Penyelenggnraun Penataan Ruang sccara partisipatil, Bupat
dapal membeniuk Forum Penataan Ruang,
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Forum Pepatasn Ruang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugns
unfuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan
Penataan Ruang

Forum Penataan Ruang sehagnimana dimolesud podn ayar (1) dietapican
dengan Keputusan Bupati,

Anggots Forum Penatann Rusng sebagsimana dimaksud pada avat (1)
terdirt atas mstans vertikal bidang pertanahan, perangkat dacrah, nsosiam
profes, nsosiass akademisi, dan tokoh Masvarakat.

Forum Penataan Buang sebagaimana dimalksud pada ayal (1) dilaksanakan
sesn dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAR X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagan Kesaty
Huk Masyarakat
Pasal 102

Dalam Penatean Ruang, sctmnp Ormng berhak antuk:

“
k.
g

mengetahug RTRW Kibupaten;

menikmati pertambahan nilai Ruang scbagai akibat Penatuan Rusng,
memperoleh penggantian yang laynk awms kerugian yang tmoul makbar
pelnksanann  ke@atan pembangunan vang secsund  dengan  RTRW
Kabupaten;

menigajukin keberaton kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan
yang tidak sesusl dengan RTRW Kabupatern;

mengajukan  tuntutan pembatalin KKPR  dan/atau  penghentian
pembangunan vang Udak sesua: dengan RTRW Kabupaten kepadia pejnbat
berwenang: dan

mengajuknn gugstan gantl kerugian kepada Pernerintah Pusat, Pemerintah
Dasrah  Kabupaten dan/atu  pereegang KKPR  apabila  Legiatan
pembangunon vang tidal sesual dengan RTRW Kabupaten menimbulksn
ke ragian

Bagian Kedua
Kewajiban Masyaraka!
Pasal 103

Datam Pemanfastan Ruang, setiap Orang wajib:

0.
s
s
d

(1

(2]

menaatl RTRW Kabupaten yang telnh ditetapkan;

metnaninatenn Ruang sesunl dengan KKPR darl pejabat yang berwenang,
mematubi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
memberikan akses erhadap Kawasan yang oleh ketemtusn perafuran
perundang-undangan diryatakan sebagai milik umuem.

Bagian Ketign
Peran Masvarnkat

Pasal 104

Peran Masvarakal dalam Penstaan Ruang dilakoukan melalui:

B purtisipasi dadam penyusunan RTRW Kabupaten;

b. partmipans: dalam Pemanfaatan Ruang; dan

e,  partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Ketentuan lebih lonjut tontang Peran Masyarakat dalam Penatasn Rusng
scbagmmans dimaksud pads ayat (1] dilakssnakan sesual dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan.
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Pusal 105

Bentuk partsipasi delam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1] huruf a dapat berupa:

a4, masukan mengena:

L. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;

2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan:

i pengidentifikzcion potensi dan masalah pembangunan Wilayah
ntau Kawannn;

4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan

5. penctapun RTRW Kabupaten,

b, kena sama dengan Pemerintah Dacrah Kabupaten dan/ stau sewsma
unsur Masyarakat dalom Perencanssn Tata Ruang,

Bentuk partisipasi dalam Pemanfaaian Ruang sebagaimans dimaksod

dalam Pasal 104 ayvat (1) huruf b depat berupa:

&, masukan mengenal kebijakan Pemanfaatan :

b.  ker@ sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/ atau sesama
unsuf Masyarakat dalam Permanfastan Ruang:

€. keginten memanfantkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan
RTEW Eabupaten vang telah ditetapkan:

d.  peninghatan efisiensi. efektivitns, dan keserasian datom Pemanfustan
Runng dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan
sesual dengan ketentuan peraturan pernundang-undangan;

€ kegaten menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan seria
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber dava alam; dan

[ kegutan investasi dalam Pemanfeatan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk partisipasi dalam Pengendalion Pemanfaatan Ruang scbagnimana

dimaksiud! dalam Pasal 104 ayat (1] hural © dapat berupa:

a4, musukan terkail ketentuan umum Zonasi, KKPR, pemberian insentil
can disinsentil sertn pengenaan sanksi;

b, keikutsertasn dalam memantau dan mengawnsi peloksunsan RTRW
Kabupaten yang telah ditetapkan;

c.  pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenung dalam
hal menemukan dugasn penyimpangan atau pelanggaran kegintan
Permanfantan Runng yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah
ditetapkan, dan

d. penamjuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan vang dianggap tidak sesual dengan RTRW
Kabupaten.

Pasal 106

Peran Muasyurakat dalam Penataan Ruang sebagaimans dimaksud dalam
Pasal 104 dupat disampaikan secara langsung dan/etsu tertulin kepeda
Bupau dan [ atau melalul unit Kerja terkail yang ditunjuk olch Bupalti.
Dalam rangka memingkatksn Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud
pads ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistemn informasi
dan komunikasi Penvelenggaraan Penataan Ruang yang dopat dinkses
dengan mudab olch Masyarakat.

Tuta cdrs Peran Masynrukat delam Penatean Ruang scbagnimana
dimakaud pada ayat (1) dilaksanakan scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

BAR XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pl 107
Jangkn wakiu RTRW Kubupsten sdalah 20 [dua pulub) tahun sejak
ditetupkan dan dilaksanakan peninjuuan kembah 1 fsato) kali dalam 5
{lima) whun.



(3

(4)

(6

iy

2)

RTREW Kabupaten Indragiri Hilir menjadi pedoman untuk:
penyusunan RDTH;

PEMYLSUNAN rencans pembangunan jangka panjang dacrah;,

penyusunan rencana pembangunan jangks mencngah dacrsh;

Pemanfastan Ruang dan Pengendalian Permanfastan Ruang di Daerah:

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, den kescimbangan antar

scictor; dan

. penctapan kkasi dan fungsi Ruang untuk investosi.

Perurgiauan kembah RTRW dapat dilakukan lebib dan | (satu) kab dalam

ﬁﬂ:ﬂ: 5 (lima) twhun apabils (erjadi perubahan lingkungan strategis

rupa

i bencana alam yang ditetapkan dengan pematuran  perundang-
undangan;

b perubshan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang.
undang:

€. perubahan batas Dacroh yang ditetapkan dengon undeng-undang; dan

d. perubsihan kebljaldin nasional yang bersilat airategis,

Peninjaunn  kembali RTRW dilaksanakan sesumi dengan  ketentuan

peraturon perundang-undangan,

Unmk operasionalisani RTRW Kabupaten Indragiri Hilir, disusun rencina

rinci Tald Ruang berupa RDTR tiap kechmatan dan/atau bagian wilsynh

perencanaan yang menggabunghkan 2 jdua) aluu kebsh kecamatan

Ketentuan lebih lanjur mengenal rencana rinci Tata Ruang distur dalam

peraturen Bupati tentang RDTR.

PRI ETR

BAB X11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saal Peraturan Dacrab ini ditetapkan, semus Pemanfoatsn Ruang
yung Ddok seoun deogen RTRW Kabupaten harus discsusikan dengan
ATRW Habupaicn meolalui keglain penyesuaian Prmanfaatan Ruang,
Pada saat Peraturan Dacrah i berlalou:

a4 win lolas, wn Pemanfastan Buang leinnya, dan KKPR yang telah
dikeluarkan totap berlnku sesuai dengan masa berlakunya sepaniang
ticdik bertentanpgan dengan Peraturan Daermh ind;

k. Pemanfnatan Ruang vang diselenggarnkan lanpa imin lokasi, =n
Pemanfantan Ruang lainnya, dan KKPR scrta bertentangan dengan
ketentuan Poraturon Dasrah ind, akan ditertibkan dan disesusikan
dengan Peraturon Docroh ing; dan

¢ n lokasy, tin Pemaniaatan Ruang lannys, don KKPR yang telah
habis masa berlakunya dan akan diperpanjang. ditindaklanjuti
melahd mekanisme penerbitan KEPR.

BAR X111
PENYIDIKAN

Pasal 109

Selain pejabmt penyicdik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawnl
negen sipid tortentu di linghungan instansi pemerintah yang lingkup tugas

dan tangpung jawshoys di bdang penataan ruang diberi wewenang khusus

sehaga penyidik unfuk membantu pejabat penvidik kepolizian negara
Republik Indonesin schagmimana dimajosud dalam Kiteh Undang-Tndang
Hukum Acara Pidona.



[2) Penyidik Pegawni Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang
& melakukan pemenksasn atas kebenaran laporan atau keterangan yang

berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakitkan pemenksaan terhadap orang yang didugs melalaikan tindak
pidana dalam bidang penatoan mang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidans dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yvang berkenaan
dengan tindak pdana dalam bidang penatasn ruang;

e, melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang didugs terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitzan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yvang dapst dijadikan
bukts dalam perkar tindak pidana dalam bidang penatasn ruang dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka peleksapasan wgas
penyidilan tindak pidana datam bidang penataan ruang,

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipill  sebagmimana dimeksud pada ayai (1)
memberilahukan  dimulainya  penyidikan  kepada  Pejabat  Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(1) Apabula pelaksannan kewenangnn sebagaimans dimaksud pada apsr (2
memerivkan tindaksn penangkapan dan penahanan, Penvidik pegawsi
negert sipll melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentumn peraturan perundang-
undargarn,

(5) Peniviclik  Pegawai Negeri Sipil sebagrimana dimaksud pada ayst (1)
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntul umum melalul Peabat
Peniyiclik Kepolisian Negara Republik Indonesia,

(6) Penganghatan pejebat penyidik pegawai negeri sipil dan tata com serta
proscs penyidikban dilaksanakan sesunl dengan  ketentuan  perstumn
perundang undangan.

BAB X1V
EETENTUAN PIDANA

Pasgal 110

Srtiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
102, diancam pidans sesuai dengan ketentusn  peraturan  perundang.
undangan di bidang penalaan ruang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 111

Pada saai berlakunya Permiumn Dacrah inl maks Pasal 10, ayat [5) Pasal 15
dan synt (3] Pasal 24 Persturan Daemmh Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertaniaen Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor ) dicabut dan
dinvatakan tidak berfaku,



Pasal 112
Peratumn Dasrah i mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar seuap Orang mengetalhumva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah inl dengan penempatannya dalam Llembaran Dacrah Kabupaten
Indragiri Hilir

Ditetapkan di Tembilahan

pada tanggal 2 April 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,

tid

HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 7 April 2024

P BERRETARIS DAERMH
KABQLUPATEN INDRACIRT HILIR,

the
EFRY FUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR

NOREC PERATURAN DAEHAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

(11.15.D/2024)



PENJELASAN
ATAB
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN INDRAGIR] HILIR TAHUN 2024-2044

L. UMUM

Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20{7 tentang
Prnatann Ruang sehagmmana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nemor & Tahun 2023 wntang Penctapan Poraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tuhun 2022 tentang Cipin
Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 teniang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa rencana ata rusang
dapat ditinjau kembali satu kali dalam estiap periode 5 (lima) tahun sejak
RTRW tersebut diundangkan,

Selain rencana pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, RTRW ind
jugn meneciapkan kritena penetapan Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan
Sirategs, arahan pemaniastan ruaog vang merupakan ndikosi progrom
utamna jangka menengah lima ahonen, serta ambhan  pengendalian
pemaniasten ruang yang terdiri atas indikasi arshan persturan zonasi,
arnbnn perizinan, arahan insentil dan disinsentif, seria amhan sanks.

Ruang Wilayah Kabupaten Indragird Hilic sebogai bagian darn wilaynh Negara
Kesatuan Republik Indonesin, pada hokikatnyo merupakan karunia Tuhan
Yang Mabha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfoatannys
secara optimal agar dapat menjadi wadah

bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan
demi kelangsungan hidup yang berkualitas Pancasila merupakan dasar
negara  den  (alsafah  negars, yang memberikan  keyakinan  bahwa
kebahaginan hidup akan tercapai jika didasarkan atas

kesclnrnaan, keserasian dan kesermbangan, baik dalam hubungannyn
dengan  kehidupan pribadi, hubungan manuma dengan manusa i,
hubungan rmanusia dengan alum sekitarnys maupun hubungan manusia
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945
sehagal Inndasan  konstitusiona] mewajibkan  agar  sumberdayin  alam
dipergunakan untuk scbesar-besar kemakmuran rakyst Kemolomuran
tersebut hoaraslah dapot dinikmat oleh generms sehkaang maupun generam
vang akan dalang.

Kabupaten Indragm Hilir memilild berbagai potensi dan juga keterbatasan,
Olch  karcna ity dibuiuhkan rencans  pembangunen  Yang dapat
metpoptimalikan potensi dan menangguilangt keterhatasan yang ada. Dengan
demikinn ruang scbagai wadah berlangsungnya kchidupan dan penghidupan
dapal  berlangsung dengan  baik, demi ketertiban, keserasian  dan
kegeimbangan  antarn linghungan  demgnn  ruang  terbangun.  Agar
pembangunan dapat dilakukan dengan scksama, optimal dan berdays guna
diperiukan penctapan strukiur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan,
strategi penpembangan dan pengelolaannya di dalam snan Rencana Tata
Rusng Wilsyah Kabupaten Indragin Hilir yang merupalkan penjabarun dari



Strategn pembangunan dalam Tate Rusng Provinst Risu, dan merupskan
acuan peoyvusunan Eenconn Detail Tata Ruang Kawasan Perkotuan di
Kabupaten |Indragici Hilir. Alas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi
kepastian hukum, periu ditetapkan Peraturan Deerah Kabupaten Indragin
Hilir tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

I PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jekas.
Pr=al 2

Cukup .Jetas,
Pasal 3

Ayut (1)

Luas wilayah Kobupaten dibitung berdasarkan batas wilavah

Administras: peta dasar yang dihitung dengan sistem proyeksi

Cylndneal Equeal Aroa.

Ayat ()

Untuk Batas wilayah percncanaan yang berbatasan dengan

kabupaten Indragini Hilir mengacu pada:

a. Pemmuran Menten Dalam Negeri BRI Momor 19 Tahun 20015
tentang Batns Dacrah Kabupaten Indragiri Hulu dengan
Rabupaten Indragiri Hili;

b, Feraturan Menior Dalam Negeri BRI Nomor 29 Tahun 20008
tentang Batan Daerah Kabupaten Indragin Hilir dengan
Kabupaten Pelalawsan Prowinsd Riau;

¢ Premhimn Menter Dalam Negeri RT Nomor 33 Tahun 2013
tentang Batas Dacrah Provinad Riau dengan Provins: Jambi;

Ayat [3)
Cukup Jelas.
Prizal 4
Cubup Jeles
Pasal 5

Mewujudkan Kabupaten sebagal sentra unggulan sektor pertanian dan
perikanan yong didukung oleh sekior industri dengan memperhatilan
kelestanan sumber dava alam dan pembangunan vang berkelanjutan
yuilu Kabupaten Indrogin Hilir memiliki potensi dibidang pertanion,
perikinan dan industr, maka potensi ini harus seimbang dengan aspek
lingkungan agar dapat berkelanjutan.
Pasal &
Avat (1]
Cukup Jelas.
Avat (31
Cukup Jelas.
Aval (3)
Cukup Jelas.
Avat {9)
Cukup Jekas.



Aval [5)
Cukup Jelas
Ayat (b
Cukup Jelas.
Ayat (7)
{:'i.II'I-'I.IF JI:I-B.H-.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat 2]
Cukup Jelas.
Agat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4]
Cukup Jelan.
Ayat |15)
Cukup Jelas.
Ayat (5]
Cukup Jelas,
Pasal &
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Asut (2]
Cukup Jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukcup Jelas.
Ayt (2)
Cukup Jelas.
Aynt {3)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat [5)
Cukup Jelas.
Ayat (5
Cukup Jelas.
Ajyat [7)
Cukup Jelas.
Aynat (B)
REencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan rencana rinel untuk
rencarna tata ruang wilayah Kabupaten. PKW, PKL, dan PPK yang
didetailkan lebih lanjutl dolom rencana detmil win ruang dan
pernturnn z2onas adalah PKW Kaowasan Perkotaan Tembilahan vang
berada di Kecamatan Tembilahan dan Kecamatan Tembilohan Hulu;
PRL Knwsson Perkotonn Kualan Enok, Kawasan Perbotamn Pulio
Kijang, Kawasan Perkotasn Sungal Guntung, dan PPK Kawasan
Perkoiasn Enck. PPK Kawasan Perkotaan Khairiah Mandah, PFPK
Kowasan Perkotan Kota Baru, PPK Kawasan Perkotann Selensen,
PPK Kawasar Perkotasan Teluk Pinang



Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Ayat {1)
Culcup Jelas:
Ayat £2)
Cukup Jelas.
Pawal 12
Cubrup Jelns
Pasal I3
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "jalan arerT merupaksn jalan wmiss
yang berfungsi melayani anglkutan utame dengan cirl perjalanan
Jurak jauh, keccpaton min-rate Unggl, dan jumlsh jalan masuk
dibatasi secar berdayn guna.
Hurul b
Yang dimaksud dengan “jalan kolektor™ merapakan jolan umum
vang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau  pembag
dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan ratarata sedang,
dan jumiah jalan masuk dibmtasi,
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “jalan lokal' merupakan jalan urmum
yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan  cinl
perjalanan jarak dekat, kecepatan ratarats rendah, dan jumlsh
jalan masuk tidak dibatasi.
Hurrui d
Yang dimaksud dengan jalsn lingkungan® merupaks jalan yang
dapat dimanfastkan untuk mempericbar bahu jalan  sesusi
kebutuhan.
Ayt {2)
Sistem penggamberan trase Jalan Arteri Primer telah sema dengan
Keputusan Menieri PUPR No, 430/ KPTS /M (2022,
Ayat (3)
Sistem penggambamn trose Jalan Kolekior Primer telah sesual
dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 308/1V/2017
Tentang Penetanpan Ruas-Ruas Julan Menurut Statusnya Sebagn
Jalan Provinsl di Provinsl Riau den berdesarkan Keputusan Bupat
Nomor : Kpts. 383/VIl/HK-2012 tentang Penetzpan Status Ruas
Russ . Jalan sehagai Jalsn Kabupaten di Kabupaten Indragin Hilir,
Avat (4)
Sistem pengzambaran trase jalan lokal primer dan lokal selounder
telah sesuai berdasarkon Keputusan Bupati Nomor - Kpts.
AEISVI/HE-2012 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan
sebagal Jalan Kabupaten di Kabupaten Indvogie Hilir.
Ayal (5)
Sisiem penggambaran trase jalan lingkungan primer dan jalan
lingkungan sekunder telah sesuai berdassrkan Kepotusan Bupar
Nomar @ Kptn. 383/VII/HK-2012 tentang Penetapan Status Ruas-
Huas Jalan sebagni Jalan Kabupaten di Kabupaten Indragin Hiler.



Ayal (6]
Cukup Jelas.
Pasal 14
Jalan Tol berupa Jambi-Rengat sesuai dengan Perpres No. 109 Tahun
2020 dan Permenko Bidang Perekonomian No. 7 Tahun
Pasal 15
Terminal penumpang berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu
Terminil Laksamana Indragirt Temhbilahan yvang beradon i Kecamatan
Tembilahan Hulu yaitu telah sesusl berdasarkan Keputusan Bupat
Indragin Hilir Bomor : Kpts. 454 7VI/HE-2016.
Pozal 16
Cubup Jelas.
Pasal 17
Aval (1)
Cukup Jelas.
Ayut (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pagsl 1B
Aval (1)
Culeup Jelus.
Avat (2)
Cukup Jelas.
Ayal (3]
Alur Pelayaran Kelas [ elah =esuai berdasarkan  Kepmen
Perhubungsn No. KM 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Alur-
Pelayaran Bungai Indragiri Provinsi Riau.
Aval (4)
Alur Polayaran Kelan 1l telah  sesumi berdasarkan Kepmen
Ferhubungan No. KM 32 Tahun 2020 tentang Penctapan Kelas Alur
Pl “ b Tidraiit Brovioms Bkt
Aval (5)
Alur Pelayaran Kelas Il telah sesual berdasarkan Kepmen
Ferhubungan No. KM 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Kelas Alur-
Pelavaran Sungni Indragicl Provins Riau.
Ayt (B)
Lintas Penyeberungan Antarprovinsi telah sesual berdasarkan
Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Rigu No. 553'DPHB-
KR 4/)1072
Avat (7)
Lintas Penyveberangan dalam Kabupaten telah sesuai berdasarkan
Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Ne. 553/DPHB-
KDB4/1072 dan SK Kepala Dinas Perbubungsn Kabupaten
Indragirt Hilir DISHUB LLA/ X1/ 3022.
Ayul (8)
Cukup .lelas
Ayal {J)
Pelabuhan Sungas dan Danay Pengumpul telab sesuai berdasarkan
Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentnng Rencans
Induk Pelabithan Naswonal



Ayat [(10)
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan telah sesun berdasarkan
Kepmen Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana
Induk Pelabuhan Nasional
Aval (11])
ELIH-I.I-F alelas:
Aval (12}
Pelabuban Penveberungan Kelas [ telah sésuns berdasarkan
Keprmen Perhubungan No, KP 433 Tahun 1017 tentang Rencans
[nduk Pelabuban Nasional,
Ayat (13)
Pelabuban Penveberangan Kelas Ul telah sesusl berdasarkan
Kepmen Perhubungan No. KPP 432 Tabun J017 tentang Rencans
Induk Pelabuhon Nassonal.
Pazal 19
Ayat (1)
Clukup Jelan.
Ayat ()
Culiup Jeias.
Ayat (3)
Priabuban Pengumpul sesual berdasarkan Kepmen Perhubungan
Mo, K432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuban Nasional.
Ayat (4)
Cukup felas.
Ayt (5)
Pelabuban Pengumpen Regional telah sesup berdusarkan Kepmen
Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk
Pelabubhan Nasional.
Ayal [b)
Pelzbuhan Pengumpan Lokal telsh sesuai berdasarkan Kepmen
Perhubungan No. KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana [odok
Felabuban Nasional.
Ayt (7)
Terminal Khusus telah sesual  berdasarkan  Dircktomt
Kepelnmihoman, 2022; SK Noamnor: A.332 /AL 308 /TDUPL/E
Ayai (8)
Poelabuban Perikanan telah seausl berdasarkan Kepmen Relautan
dan Perkanan No. 109/KEPMEN-KP/2021.
Pasal 20
Avat {1)
Cukup Jelaz.
Avat [2)
Bandar Udarm Pengumpen tclah sesuai berdasarkan Kepmen
Perhubungan No. KM 166 Tahun 2010
Avat (3)
Bandar Lidara Khusus telah sesual berdasarkan Regisier Bandar
Udara No. 011 /RBU KNP/IV/2022
Pasal 21
Avat (1)
Cukup Jelos.



Avat |2}
Culcap Jelas.
Pasal 22
Awat (1)
Culaup Jelas.
Avat (2]
Jarnngan minyak dan gas bumi tolah sesual berdasarkan Pernturan
Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022
tenitung Organisas dan Tomn Kerjn Sarvan Kerjn Khusus Pelsksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 23
Ayatl (1)
Cukup Jelas
Ayat (2}
Cubup Jelus
Avat (F)
Probangkit Listrik Tenagn Uap (PLTU] telah sesuni berdasarkan
Kepmen ESDM No. |88.K/HK.02/MEM.L /2021
Avat (4
Cubuip Jelas
Avat (5]
Culoup Jetas
Awat (6)
Culup Jelas
Avat (7]
Saluran Udars Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) teish sesund
berdasarkan Kepmen ESOM No. 188 K /HK 02/MEM L/ 202]
Avat (8]
Cukup Jelas
Avat (5
Cukup Jelas.
Avat (10}
Cukup Jelas
Pasal 24
Avat (1)
Culup Jelns.
Avat (2)
Cukup Jelas
Ayal [
Cukup Jelas
Ayvat (4)
Culmap Jelas.
Ayt (5
Cukup Jelas
Paaal 25
Avat (1)
Cukup Jelas,

Ayat {2)
Culup Jelas



Ayat |3

Cukup Jelas
Aval [4)

Cukup Jelas.
Ayai [5)

Cukup Jelas
Ayaz (6]

Cukup Jelas
Ayai [T)

Cuboup Jeolan.
Avat (9

Cukup Jelas
Ayat (9

Cukup Jelas.

Pasal 265

Ayat (1)

Culkup Jelas.
Ayat ()

Cukup Jeins

Prmnl X7

Ayat (1)

Culup Jelas:
Avat (2)

Cukup Jeias
Awvar (3

Cubkup Jelas
Awvat (4

Cukup Jelas,
Avart |5

Cukuap Jelas
Awat |5

Cukup Jelas

Ayat (7)

Culetip Jelas
Ayal (8]

Cukup Jelas
Aval [tH

Cukup Jelas
Avat (10)

Cukup Jelas
Avat (11)

Cukup Jelax
Avat (12)

Culup Jelas
Ayal (13)

Cukup Jelas.
Avat [14)

Cukup Jelos



Avat (15)
Cukup Jelas
Ayat (16)
Cukup Jelas.,
Ayat (17)
Cubup Jelas
Ayval [18)
Cukup Jelas.
Ayar [19)
Cukup Jelas
Ayt [20)
Cukup Jelas
Pasal 28
Ayut [1)
Culup Jelas
Avyat [2)
Cukup Jelas
Prual 30
Cukup Jelas,

Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Avan (1)
Cukup Jolas.
Aynt (2)
Culouip Jelas
Ayal |3}
Culbmup Jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cubup Jelas,

Ayal [2)
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas,
Pasal 34
Cukup Jelas,
Pasal 35
Aya (1)
Cukup Jelas.
Ayt ()
Culkcup Jelag
Avait (1)
Cukup Jclas
Ayt {4)
Culkup Jelas.



Ayat (5)
Halding Zone diatur dalam Lampiran Il Petaturan Menteri Agraria
dan Tata Rusng/Kepala Badan Perlanahan Nasional Nomor 11
tahun 2021 1entang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan kembsli,
Revis dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinm, Eabupaten, Kota.
Ayal (6]
Cukup Jelas.
Ayt {T)
Cukup Jelan.
Pasial 36
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayiat (2)
Cukup Jelas
Avyat {3)
Cukup Jelss
Ayat (4)
Cukup Jelan
Pusal 37
Cukup Jelas.
Pazal 18
Cukup Jelas.
Passl 19
Cukup Jelas.
Pasal 40
Ayt (1)
Cukup Jelns.
Avyut |2)
Cukup Jelas
Ayat (3]
Cukup Jelns
Pasal 4|
Cukup Jelas,
Pasuil 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayt (2)
Cukup Jelss
Pasal 44
Ayat (1)
Culkup Jelas.
Ayt (3)
Cukup Jclas,
Avat (3)
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas.



Pazsal 46
Aywt (1)
Cukup Jelas,
Avat [2)
Cukup Jelas,
Avat [3)
Cukup Jelas.
Ayt [4)
Cukup Jelas
Ayat (B
Cuxup Jelas.
Ayt (6]
Culcup Jelug
Pasal 47
Cukup jelan
Pusal 418
Ayal (1)
Cukup Jelas.
Ayat [2)
Cukup Jelns,
Aynt (3}
Culeup Jelus.
Ayint (4)
Cukup Jelas.
Avai [5)
Culcup Jelns.
Aval (6)
Cukup Jeias.
Ayat (T)
Cukup Jelas,
Avat (B)
Cukup Jelas,

Avat (9)

Cukup Jelas.
Ayat (10)

Cukup Jefas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Avat (2)

Cukup Jelas
Aval (3)

Cukup Jelas.
Avai (4)

Cukup Jelas.
Ayat [5)

Cudcup Jelas
Ayai [6)

Cukup Jelas.



Pl S0
Avat (1)
Cukup Jelas.
Avat (2)
Cukup Jelas.
Avat (3}
Cukup Jelas.
Aval (4)
Cukup Jelas
Pasal 51
Avar (1)
Cukup Jelas.
Aval [2)
Culcup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 53
Aymt (1)
Cukup Jelas.
Ayal (2)
Cukup Jelas.
Aval (3]
Culkcup Jelas
Axal (4)
Cukup Jelas,
Axat (5)
Cuboup Jelas,
Ayat (6]
Cubcup Jelis.
Pasal 53
Cukup Jelas,

Pazal 54
Culkup Jelas.
Pasal 55
Aymi (1]
Cukup Jelas,
AvEt (2)
Cukup Jelas.
Aymt (3)
Cukup Jelas.
Ayal (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup .Jelas.
Axat (T)
Cubcup Jelns
Ayl (B
Cubkup Jelus.



Ayat (%)
Culkup Jelas.
Avat (10)
Cukup Jelas.
Ayat {11)
Cukup Jelas.
Ayat (1)
Cukup . Jelas.
Aynt (13)
Cukup Jelas.
Pumal 56
Avat (1)
Cukup .Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelun,
Ayat ()
Cukup Jelas.
Pr=al 57
Avat (1)
Cukup Jelas,
Avyal [2}
Cukup Jelas.
Ayt |3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat {5)
Cukup Jelas.
Ay [B)
Cukup Jelas.
Ayt (7)
Culcup Jelas.
Avat (8)
Cukup Jelas
Ayat [9)
Culkup Jelas,
Ayat {104
Cukup Jelus,
Ayat {11)
Cukup Jelas
Ayat (12}
Cukup Jelas.
Ayal (13]
Cukup Jelns.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Avat (2}
Culoup Jelas.



Ayat (3)
Cukcup Jelas.
Avit {4
Cukup Jelas.
Ayai (5]
Cukup Jelas
Ayl (o]
Cukup Jelan.
Ayat (T)
Cubup Jejnn.
Ayal (8)
Cukup Jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2]
Cubup Jelas.
Ayai (3]
Cukup Jelas.
Pasal 50
Culcup Jelas,
Pasal 1
Ayait (1)
Cukup Jelas,
Aymi (2]
Cukup Jelas.
Paxal /2
Aval (1]
Cukup Jelas.

Aval (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3]

Cuktup Jelas.
Aval (4)

Cukup Jelas.
Axar (5)

Cukup Jelus.
Ayai ()

Culkup Jelss
Aynl (T}

Cukup Jelas.
Axun (8)

Cukup Jelas.
Ayat (W)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayal (1)

Culoup Jelas.
Aval (2

Cukup Jelad.



Avat [3)
Cukup Jelas.
Avat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat {2}
Cukup Jeins
Ayar (3)
Cukup Jelas
Ayiat {4)
Cutkup Jelas
Avat {5)
Culiup Jelas
Avyat {6
Cukup Jelas.
Ayat (7]
Cukup Jelas
Ayt (B)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Paszal 65
Cukup Jelas.
Pasal by
Ayat (1)
Cakup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelss
Ayat (3)
Culkup Jelas
Nyt (4)
Cukup Jelas,
Ayl (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (T)
Cukup Jelas
Ayal (8)
Cukup Jelas.
Aval [Y)
Ciloup Jelas
Pasal &7
Cukup Joias
Pasal 68
Ayat (1)
Cukup Jelas,



Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasgal 60
Avat (1)
Cukup Jelis,
Ayat (2)
Cubkup Jekis,
Avat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 70
Avat (1)
Cukup Jeln.
Ayal (2)
Cukup Jelas,
Avat (3)
Cukup Jelas.
Avat (4)
Cukup Jelns
Pasal 71
Culeup Jelan
Panal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Ayat (1}
Cukup Jelau.
Ayat (2)
Cukup Jelas,
Avat (3
Cukup Jelax.
Pasal 74
Ayal (1)
Cukup Jelas,
Avat ()
Culup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas,
Pasal 76
Cukup Jelas.
Panal 77
Ayiat (1)
Cukup Jeks.
Ayat (2]
Cukup Jelas.
Ayt (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Culcup Jelas.



Puasal 78
Ayat (1)
Cukup Jelas.
A¥ar {2}
Cubup Jelas
Ayat (3)
Cukup .Jelas.
Pisal 79
Cubiup Jelas,
Pasal 80
Culcup Jelns.
Pasal RB1
Cukup Jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat (3}
Cukup Jelas.
Avat {(3)
Cukup Jelas.
Pamal 83
Cukup Jelas.
Panal B4
Cukup Jelas,
Paxal 85
Cukup Jelas.
Pasal R
Ayat (1)
Cukup Jelas
Avat [}
Culkup Jelas
Paxal 87
Avat (1)
Cukup Jelas.
Aval (2}
Cukup Jelas.
Pasal 4B
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Culkup Jelas.
Pasal 89
Avat (1)
Cukup Jelas.
Ayat )
Cukup Jelan
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat [4)
Cukup Jelas,



Pas=al S
Avat [ 1)
Cukcup Jelas.
Ayat 2}
Cukup .Jelas.
Pasal @]
Cublup Jelas,
Pasal U]
Ayat (1)
Cubup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Avat (3]
Cukup Jelus.
Ayat (4)
Cukup Jelas,
Ayat (5)
Cukiip.ielas.
Ayal (6]
Cukup Jelus.
Ayat [7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)
Cukup Jolas.
Ayal (9)
Cukup .Jelas.
Ayat (10
Cukup Jelas
Ayot [11)
Cukup Jelas.
Aynt 112)
Cukup Jelas
Ayat (13)
Cukup Jelas
Ayal [14]
Cukup Jelas.
Aot [15]
Culkeup Jelas.
Pasal 93
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayar [2)
Cukup Jelan.
Ayal (3}
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Avat (5)
Cukup Jelan.
Ayut [6)
Cukup Jelas,



Avat (7)
Cukup Jelas.
Avat [H)
Cubkup Jelas.
Ayat (9)
Cukup Jelas.
Pasal Y4
Ayat (1)
Cukup Jelas,
Ayt (2)
Cukup Jelas.
Ay (3)
Cukup Jreins
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Avat (5)
Cukup Jelas.
Pasal 95
Ayai (1)
Cukup Jelas.
Ayat (3
Cukup Jelas.
Ayt (3)
Cukup Jelas.
Ayl (4]
Cukup Jelas,
Ayut {5)
Cukup Jeks
Avat (&)
Cukup Jelas.
Ayut (7)
Cukup Jeias,
Ayt (M)
Cukup Jekas.
Pasal 96
Ayut | 1)
Cukup Jelas,
Ayar (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas,
Ayut (4)
Cukup Jelas.
Ayal (5)
Cukup Jelas,
Ayat (9]
Cukup Jekas.
Ayt {Th

Cukup Jelas.



Agat (8)
Cukup Jelas.
Pasal 97
Ayar (1)
Cukup Jelas.
Arat (2)
Cukup Jelas.
Avat |3
Cubcup Jelus
Aval (4)
Cukup Jelas.
Ayat {5)
Cukup Jelas.
Aynt (6]
Cukup Jelas.
Ayat (7]
Cukup Jelas.
Pasa] QK
Ayat (1)
Cubtup Jelus.
Avat (2}
Culcap Jelas.
Prss] S0
Aval (1)
Cukup Jelas.
Aval (2]
Cubiup Jelas.
Posal 100
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat ()
Cukup Jelas.
Ayar |3)
Cukup Jelas,
Fasal 101
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat {2)
EL*-'I.I',P Jelas.
Ayal (3)
Cubtup Jelas.
Ayat ()
Cukup Jelas.
Ayat (%)
Cukup Jelas.
Pa=mal 102
Cukup Jelas,
Pasal 103
Cukup Jelas.



Pasal 104
Ayat (1)
Cukup Jelaa.
Avat (2
Culoup Jelas
Pasal 105
Ayat (1]
Cubup Jelas.
Ayut ()
Cubup Jelan
Avat (3]
Cubup Jelas
Paaal 106
Aval [1)
Culup Jeias
Ayal (2]
Culaip Jelns.
Avyai (3]
Cukup Jelans,
Panal 1O7
Ayal (1}
Culup Jelas.
Aynt [2i
Cukup Jelas,
Ayt {3)
Cuboup Jelns,
Ayt (4
Cukup Jelns.
Aynt (5}
Cukup Jelas.
Ayat (6
Cuboup Jelas
Pasal 108
Ayal (1)
Cutleup Jelas.
Ayat (2
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas,
Pasal 110
Cukup Jelas,
Posal 111
Culaup Jelas,
Pasal 112
Cukup Jelas

TAMBAHNAN LEMBARAN DAERAH
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KABUPATEN
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